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PERNYATAAN KEPUTUSAN 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 

"PT TIMAH Tbk” 

Nomor: 16 

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 14-1-2026 (empat belas Januari dua ribu dua puluh --

enam). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-Pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian ------

Barat). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-Menghadap kepada saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister ----------

Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para -

saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -------- 

- Tuan RESTU WIDIYANTORO, lahir di Salatiga, pada tanggal 20-5-1965 --  

(dua puluh Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara ------- 

Indonesia, Direktur Utama PT TIMAH Tbk, bertempat tinggal di Sleman, ---- 

Karangmojo, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan -------------- 

Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, pemegang Kartu ----- 

Tanda Penduduk nomor 3471032005650005, yang fotokopinya dilekatkan --- 

pada minuta akta ini, untuk sementara berada di Jakarta; ------------------------- 

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya ----

tersebut dan berdasarkan kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham --

Luar Biasa PT TIMAH Tbk  yang akan disebut, demikian mewakili ---

Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah ---

mewakili “PT TIMAH Tbk”, suatu perseroan terbatas yang didirikan 

menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, ----------

berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Pangkalpinang, beralamat -

di Jalan Jenderal Sudirman nomor 51, Opas Indah, Taman Sari, yang -

Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka ----

penyesuaian dengan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu 

tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut -----------

“UUPT”), sebagaimana telahdiumumkan dalamBerita Negara --------

KNAR
Stamp



Republik Indonesia tertanggal 13-3-2009 (tiga belas Maret dua ribu ---

sembilan) nomor 21 Tambahan nomor 7468/2009; Anggaran Dasar ---

perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali sebagaimana ----------

dimuat/diumumkan dalam: --------------------------------------------------- 

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 27-9-2011 (dua --- 

puluh tujuh September dua ribu sebelas) nomor 77 Tambahan -

nomor 29351/2011; ---------------------------------------------------- 

- akta tertanggal 26-6-2014 (dua puluh enam Juni dua ribu empat  

belas) nomor 75, yang  pemberitahuan atas perubahan -----------

Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----

suratnya tertanggal 26-6-2014 (dua puluh enam Juni dua ribu --

empat belas) nomor AHU-03464.40.21.2014; --------------------- 

- akta tertanggal 26-8-2014 (dua puluh enam Agustus dua ribu -- 

empat belas) nomor 31, yang pemberitahuan atas -----------------

penggabungan Perseroan telah diterima dan dicatat oleh --------

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---

sesuai suratnya tertanggal 26-8-2014 (dua puluh enam Agustus 

dua ribu empat belas) nomor AHU-00006.40.43.2014 serta -----

pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah --------

diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi --------

Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal --------- 

26-8-2014 (dua puluh enam Agustus dua ribu empat belas) -----

nomor AHU-00124.40.41.2014; ------------------------------------- 

- akta tertanggal 27-5-2015 (dua puluh tujuh Mei dua ribu lima -- 

belas) nomor 47, yang telah memperoleh persetujuan dari ------

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---

dengan Surat Keputusannya tertanggal 28-5-2015 (dua puluh --

delapan Mei dua ribu lima belas) nomor --------------------------- 

AHU-0936015.AH.01.02.Tahun 2015 serta pemberitahuan -----



atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat --

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------

Indonesia sesuai suratnya tertanggal 28-5-2015 (dua puluh -----

delapan Mei dua ribu lima belas) nomor --------------------------- 

AHU-AH.01.03-0935421; -------------------------------------------- 

- akta tertanggal 26-10-2017 (dua puluh enam Oktober dua ribu - 

tujuh belas) nomor 47, yang telah memperoleh persetujuan dari 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---

dengan Surat Keputusannya tertanggal 7-11-2017 (tujuh --------

November dua ribu tujuh belas) nomor ----------------------------- 

AHU-0023191.AH.01.02.TAHUN 2017 serta pemberitahuan --

atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat --

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---------

Indonesia sesuai suratnya tertanggal 7-11-2017 (tujuh -----------

November dua ribu tujuh belas) nomor -----------------------------

AHU-AH.01.03-0188415; -------------------------------------------- 

- akta tertanggal 29-11-2017 (dua puluh sembilan November dua  

ribu tujuh belas) nomor 76, yang telah memperoleh persetujuan 

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----------

Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 12-12-2017 --

(dua belas Desember dua ribu tujuh belas) nomor ---------------- 

AHU-0026066.AH.01.02.TAHUN 2017; -------------------------- 

- akta tertanggal 12-7-2018 (dua belas Juli dua ribu delapan ------ 

belas) nomor 11, yang pemberitahuan atas perubahan Anggaran 

Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan --

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya ---------

tertanggal 13-7-2018 (tiga belas Juli dua ribu delapan belas) ---

nomor AHU-AH.01.03-0221752; ----------------------------------- 

-keseluruh minuta akta yang disebutkan di atas dibuat dihadapan --

FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; ------------- 



- akta tertanggal 1-7-2020 (satu Juli dua ribu dua puluh) ---------- 

nomor 1, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri ------

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----

Surat Keputusannya tertanggal 3-7-2020 (tiga Juli dua ribu dua 

puluh) nomor AHU-0045199.AH.01.02.TAHUN 2020; --------- 

- akta tertanggal 28-4-2021 (dua puluh delapan April dua ribu --- 

dua puluh satu) nomor 40 yang pemberitahuan atas perubahan -

Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri ---

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----

suratnya tertanggal 7-5-2021 (tujuh Mei dua ribu dua puluh ----

satu) nomor AHU-AH.01.03-0298657; ----------------------------- 

- akta tertanggal 3-6-2022 (tiga Juni dua ribu dua puluh dua) ----- 

nomor 13, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri ----

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----

Surat Keputusannya tertanggal 6-6-2022 (enam Juni dua ribu --

dua puluh dua) nomor AHU-0037801.AH.01.02.TAHUN 2022 

serta pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah -

diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi --------

Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal --------- 

6-6-2022 (enam Juni dua ribu dua puluh dua) nomor ------------- 

AHU-AH.01.03-0245855; -------------------------------------------- 

-ketiga minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan -----

RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur;- 

-susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan 

terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal 17-12-2025 (tujuh --

belas Desember dua ribu dua puluh lima) nomor 64 yang minuta ---

aktanya dibuat di hadapan saya, Notaris; -------------------------------- 

(untuk selanjutnya PT TIMAH Tbk tersebut cukup disebut dengan -----------

“Perseroan”). --------------------------------------------------------------------------- 

-Penghadap saya, Notaris kenal. ----------------------------------------------------------- 



-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebih dahulu menerangkan --------

sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------- 

-bahwa pada hari, Rabu, tanggal 17-12-2025 (tujuh belas Desember dua ribu dua -

puluh lima) bertempat di Flores Ballroom Hotel Borobudur Jakarta, Lantai Lobby, 

Jalan Lapangan Banteng Selatan nomor 1, Jakarta Pusat 10710 telah ----------------

dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (untuk -------

selanjutnya disingkat "Rapat"); ------------------------------------------------------------ 

-bahwa Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah ---------

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan dan ----

Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ----------

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang 

Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut “POJK 15/2020”), yaitu --

sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------- 

- Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada ---- 

Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “OJK”) melalui surat -------

Perseroan tanggal 3-11-2025 (tiga November dua ribu dua puluh lima) nomor -

0488/Tbk/PTH-0000/25-S9.3.1 perihal Pemberitahuan Rencana ------------------

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) ----

PT TIMAH Tbk (“Perseroan”) Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). ---------- 

- Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya ---------- 

Pemanggilan Rapat, telah diumumkan dalam unggahan pada situs web ----------

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut “KSEI”), situs 

web Bursa Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut “BEI”) dan situs web ----

Perseroan pada tanggal 10-11-2025 (sepuluh November dua ribu dua puluh ----

lima). --------------------------------------------------------------------------------------- 

- Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah ----------- 

diumumkan dalam unggahan pada situs web BEI, situs web Perseroan dan situs 

KSEI pada tanggal 25-11-2025 (dua puluh lima November dua ribu dua puluh -

lima). --------------------------------------------------------------------------------------- 

-bahwa dalam Rapat Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir ---



secara fisik maupun secara elektronik melalui Electronic General Meeting System 

KSEI (untuk selanjutnya disebut “eASY.KSEI”) seluruhnya berjumlah ------------

5.933.525.962 (lima miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh 

lima ribu sembilan ratus enam puluh dua) saham termasuk saham Seri A -----------

Dwiwarna atau merupakan 79,67% (tujuh puluh sembilan koma enam tujuh -------

persen) dari dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah -----

dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 7.447.753.454 --

(tujuh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu --

empat ratus lima puluh empat) saham yang terdiri dari: -------------------------------- 

- 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan ------------------------------------------------- 

- 7.447.753.453 (tujuh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima  

puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga) saham Seri B. ------------------------- 

-dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal ------------ 

24-11-2025 (dua puluh empat November dua ribu dua puluh lima), sampai dengan 

pukul 16.00 WIB (enam belas nol nol Waktu Indonesia Bagian Barat), sehingga --

karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, Pasal 42 ----

huruf a dan Pasal 45 POJK 15/2020 juncto Pasal 25 ayat (1) huruf a, Pasal 25 -----

ayat (4) huruf a dan Pasal 25 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah ---

terpenuhi. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-bahwa dalam Rapat tersebut dilangsungkan dengan Mata Acara antara lain -------

mengenai: -------------------------------------------------------------------------------------- 

-  Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. ------------------------ 

-bahwa dalam Rapat juga telah diberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan 

hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan 

keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali --------

seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan ----

kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikau kepada instansi yang ------------

berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan 

perubahan Anggaran Dasar Perseroan. melakukan segala sesuatu yang dipandang 

perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang -------



dikecualikan, terinasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan -------

dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh --

instansi yang berwenang. -------------------------------------------------------------------- 

-bahwa hal-hal tersebut termuat dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang ------

Saham Luar Biasa "PT TIMAH Tbk”, tertanggal 17-12-2025 (tujuh belas ----------

Desember dua ribu dua puluh lima) nomor 63, yang minuta aktanya dibuat oleh --

saya, Notaris (untuk selanjutnya cukup disingkat "Risalah Rapat"); ---------------- 

-Maka sekarang penghadap tuan RESTU WIDIYANTORO dengan bertindak ---

dalam jabatannya tersebut di atas dengan ini menyatakan kembali keputusan Mata 

Acara Pertama dari Rapat, yaitu sebagai berikut:---------------------------------------- 

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:----------------------------------------------- 

“Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 5.566.729.612 (lima miliar lima ----

ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus 

dua belas) saham atau merupakan 93,82% (sembilan puluh tiga koma --------

delapan puluh dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan ------

dalam Rapat memutuskan: --------------------------------------------------------------- 

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam -- 

rangka penyesuaian dengan peraturan perundangan dan kebijakan, ---

termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 (dua ribu dua puluh 

lima) tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 19 -----

Tahun 2003 (dua ribu tiga) tentang Badan Usaha Milik Negara ----------

termasuk menyetujui perubahan Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan ---

mengenai penyesuaian hak-hak istimewa atas Saham Seri A Dwiwarna 

milik Negara Republik Indonesia;----------------------------------------------- 

-yang telah disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari ----------

klasifikasi saham yang terdampak dengan hak suara yang hadir dalam -------

Rapat. yakni dalam hal ini 100% (seratus persen) dari Pemegang Saham ----

Seri A Dwiwarna, sesuai dengan Pasal 45 POJK 15/2020:--------------------- 

2.  Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam ---------- 

Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu kodifikasi utuh sehubungan ---



dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan -----

tersebut di atas.----------------------------------------------------------------------- 

3.    Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan -- 

hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan -------

berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun ---

dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam ---

suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi -------

untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk ------------

mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan dan persetujuan -------

perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang 

dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak --

ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan -----------

penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar --

tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang --------------

berwenang.----------------------------------------------------------------------------- 

Selanjutnya penghadap bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, 

dengan ini menyatakan menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, -

sehingga Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan harus dibaca sebagai ----

berikut: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ----------------------- - 

--------------------------------------------PASAL 1 ------------------------------------------  

1. Perseroan Terbatas ini bernama “PERUSAHAAN -------------------------------- 

PERSEROAN (PERSERO) PT TIMAH  Tbk“ atau disingkat ----------------

“PT TIMAH (PERSERO) Tbk” selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini -----

cukup disebut dengan "Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di ----

Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung. ---------------------------------------------- 

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan di ------- 

tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia --------

dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris 

untuk kantor Cabang atau kantor Perwakilan di Luar Wilayah Republik -------



Indonesia.--------------------------------------------------------------------------------- 

------------------JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN ----------------   

---------------------------------------------PASAL 2 -----------------------------------------   

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 2-8-1976 (dua Agustus seribu sembilan -

ratus tujuh puluh enam) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal -------- 

5-2-1977 (lima Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) serta didirikan --

untuk jangka waktu yang tidak terbatas.--------------------------------------------------- 

-------------------MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA ---------------- 

---------------------------------------------PASAL 3 ----------------------------------------- 

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang -------------- 

pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan jasa yang -----

berkaitan dengan bidang usaha pertambangan serta optimalisasi pemanfaatan 

sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau ---

jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapat/mengejar --

keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan -----------

prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. --------------------------------------------------- 

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat ---------- 

melaksanakan usaha utama sebagai berikut:----------------------------------------- 

a. Pertambangan Bijih Timah;  ----------------------------------------------------- 

b. Pertambangan Bahan Galian Lainnya yang Tidak Mengandung Bijih ----- 

Besi;  --------------------------------------------------------------------------------- 

c. Pertambangan dan Penggalian Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam ---- 

Lainnya;------------------------------------------------------------------------------ 

d. Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia;--------------------------------------- 

e. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi; ------------------------------- 

f. Industri Penggilingan Logam Bukan Besi; dan -------------------------------- 

g. Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam.---------------------------------- 

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada  ayat 2, Perseroan - 

dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan -----

sumber daya yang dimiliki untuk: ---------------------------------------------------- 



a. Pertambangan Bijih Uranium dan Torium; ------------------------------- 

b. Pengolahan Uranium dan Bijih Uranium;--------------------------------- 

c. Pertambangan Emas dan Perak;-------------------------------------------- 

d. Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya;------------------------------ 

e. Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa;------------------------------------------- 

f.   Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya;--------- 

g. Pengerukan;------------------------------------------------------------------- 

h. Penyiapan Lahan;------------------------------------------------------------- 

i.   Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis Yang Tidak ---------- 

Termasuk Dalam Lainnya;-------------------------------------------------- 

j.   Aktivitas Kantor Pusat;------------------------------------------------------ 

k. Aktivitas Perusahaan Holding;---------------------------------------------- 

l.   Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;------------------------------- 

m. Jasa Pengujian Laboratorium;----------------------------------------------- 

n. Analisis dan Uji Teknis Lainnya;------------------------------------------- 

o. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan;--------------------- 

p. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam -- 

Lainnya;------------------------------------------------------------------------ 

q. Konstruksi Gedung Penginapan;------------------------------------------- 

r.   Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa;--------------------------- 

s. Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus;------------------------------- 

t.   Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus;------------------- 

u. angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus;---------------------- 

v. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut;-------------------------------- 

w. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau;--------------- 

x. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya;----------------------- 

y. Angkutan Multimoda;-------------------------------------------------------- 

z. Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya Yang Tidak Termasuk ------ 

Dalam Lainnya;--------------------------------------------------------------- 

aa. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin  



dan Peralatan Industri Pengolahan; ---------------------------------------- 

bb. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin  

dan Peralatan Industri Pengolahan; ---------------------------------------- 

cc. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin,  

Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya Yang Tidak Termasuk -----

Dalam Lainnya; -------------------------------------------------------------- 

dd. Industri Mesin, Penambangan, Penggalian dan Konstruksi; ----------- 

ee. Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus; ------------------------------- 

ff. Kawasan Industri;------------------------------------------------------------ 

gg. Pergudangan dan Penyimpanan; ------------------------------------------- 

hh. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya;--------------------------------- 

ii. Pengumpulan Limbah Berbahaya;----------------------------------------- 

jj. Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya; ----------------------- 

kk. Museum Yang Dikelola Swasta; ------------------------------------------- 

ll. Taman Wisata Alam; -------------------------------------------------------- 

mm. Wisata Petualangan Alam 

nn. Daya Tarik Wisata Alam Lainnya; ---------------------------------------- 

oo. Daya  raya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya; ----------- 

pp. Taman Rekreasi; ------------------------------------------------------------- 

qq. Taman Konservasi Di Luar Habitat Alami (Ex Situ); ------------------- 

rr. Wisata Agro; ------------------------------------------------------------------ 

ss. Jasa Penggunaan Kawasan Hutan di Luar Sektor Kehutanan; --------- 

tt. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya; ----------------------- 

uu. Pembibitan dan Budidaya Rusa; ------------------------------------------- 

vv. Penangkaran Mamalia; ------------------------------------------------------ 

ww. Budidaya Ayam Ras Petelur;----------------------------------------------- 

xx. Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong;----------------------------------- 

yy. Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya;--------------------- 

zz. Pertanian Hortikultura Sayuran Daun;------------------------------------- 

aaa. Pertanian Hortikultura Buah;------------------------------------------------ 



bbb. Pertanian Hortikultura Sayuran Buah;------------------------------------- 

ccc. Pertanian Buah Buahan Tropis dan Subtropis;--------------------------- 

ddd. Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam;------------------------------------ 

eee. Penangkaran Reptil;---------------------------------------------------------- 

fff. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya;---------------------------- 

ggg. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, --- 

Pandan, Rumput dan Sejenisnya;------------------------------------------- 

hhh. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit,  Tanduk, Gading,  

Bulu dan Binatang/Hewan yang diawetkan;------------------------------ 

iii. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam;-------------------- 

jjj. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik;------------------ 

kkk. Perdagangan Eceran Lukisan;----------------------------------------------- 

lll. Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya;--------- 

mmm. Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah;------------ 

nnn. Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan;--------------------------- 

ooo. Perdagangan Eceran Makanan Lainnya;---------------------------------- 

ppp. Perdagangan Eceran Tekstil;------------------------------------------------ 

qqq. Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil;------ 

rrr. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya ------- 

Makanan, Minuman atau Tembakau di -----------------------------------

Minimarket/Supermarket/Hypermarket;----------------------------------- 

sss. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya ------- 

Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di  --------------------------

Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional);------------------ 

ttt. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya ------- 

Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di  Toserba (Department 

Store);-------------------------------------------------------------------------- 

uuu. Restoran;----------------------------------------------------------------------- 

vvv. Rumah Minum/Kafe;--------------------------------------------------------- 

www. Pertambangan Potash (Kalium Karbonat);---------------------------- 



xxx. pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk Lainnya;---- 

yyy. Pertambangan Pasir Besi;-------------------------------------------------- 

zzz. Pertambangan Bijih Besi;---------------------------------------------------- 

aaaa. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya;------------------- 

bbbb. Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa sisa Tak Terpakai ------- 

(Scrap);------------------------------------------------------------------------- 

cccc. Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya;---------- 

dddd. Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan  Sendiri;--------- 

eeee. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana --------- 

Transportasi;------------------------------------------------------------------- 

ffff. Instalasi Telekomunikasi;--------------------------------------------------- 

gggg. Fasilitas Lapangan;----------------------------------------------------------- 

hhhh. Konstruksi Gedung Lainnya; dan------------------------------------------ 

iiii. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event------- 

Khusus.------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------MODAL ------------------------------------------- 

-------------------------------------------  PASAL 4 -----------------------------------------  

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima  

ratus miliar Rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham yang 

terdiri dari: -------------------------------------------------------------------------------- 

a. 1 (satu) saham seri A Dwiwarna; dan-------------------------------------------- 

b. 9.999.999.999 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan -- 

juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan 

puluh sembilan) saham Seri B; --------------------------------------------------- 

masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp50,00 (lima puluh -----

rupiah).  ---------------------------------------------------------------------------------- 

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor - 

sebanyak lebih kurang 74,47% (tujuh puluh empat koma empat tujuh persen) -

atau sejumlah 7.447.753.454 (tujuh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta -

tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh empat) saham, ----------



masing-masing dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) setiap 

saham atau dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp372.387.672.700,00 

(tiga ratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam 

ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari:------------------  

a. 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya --------- 

Rp50,00 (lima puluh rupiah); dan ---------------------------------------------- 

b. 7.447.753.453 (tujuh miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ----- 

ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tiga) saham seri B, -----

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp372.387.672.650,00 (tiga ----

ratus tujuh puluh dua  miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ----

ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah). ---------------- 

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan ------ 

tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp372.387.672.700,00 (tiga ratus -

tujuh puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh ---

puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) telah diambil bagian dan disetor penuh oleh  

masing-masing pemegang saham Perseroan.---------------------------------------- 

4. Dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku --- 

termasuk di bidang Pasar Modal, penyetoran atas saham dapat dilakukan 

dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam  

bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud 

wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:------------------------------------------ 

a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan --- 

kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ---

(selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut “RUPS”) ----------

mengenai penyetoran tersebut;--------------------------------------------------- 

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai -- 

yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) 

dan tidak dijaminkan dengan cara  apapun juga;------------------------------- 

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur ------ 

dalam Pasal 26 ayat 5 jo. Pasal 29 ayat 2;-------------------------------------- 



d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam - 

bentuk saham Perseroan Terbatas yang melakukan Penawaran Umum ----

atau Perusahaan Publik yang tercatat di Bursa Efek,  maka harganya -----

harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;  ------------------------------ 

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba  ditahan, agio saham, laba  

bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio -

saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya -------

tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang -

telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat -----

wajar tanpa pengecualian;--------------------------------------------------------- 

f.  dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal dengan tidak --------- 

memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya ----

disingkat “HMETD”) harus memperoleh persetujuan RUPS; dan --------- 

g.  Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan ---- 

yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus --

sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah -----

diaudit oleh Akuntan.-------------------------------------------------------------- 

5. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut --- 

keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta -------

persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS, ----

dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan ----

peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar --

Modal di Indonesia, dengan syarat pengeluaran itu tidak dengan harga di ------

bawah pari. -------------------------------------------------------------------------------- 

6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek --- 

Bersifat Ekuitas adalah Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek ------

yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku --------

penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:---------------------------- 

a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang  

dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan –



memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar ---

dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan ----

RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah --

yang sebanding dengan jumlah saham yang  telah terdaftar dalam daftar ---

pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing---

pada tanggal tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan informasi ------

rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada ----------

pemegang saham dimaksud dengan memperhatikan ketentuan di bidang ---

Pasar Modal.-------------------------------------------------------------------------- 

b. Tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar --- 

Modal, pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD -----

kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:--- 

b.1. Ditujukan kepada pegawai Perseroan;------------------------------------- 

b.2. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat ------ 

dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan ------------

persetujuan RUPS;----------------------------------------------------------- 

b.3. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang - 

telah disetujui oleh RUPS; ------------------------------------------------- 

b.4. Ditujukan khusus kepada Negara Republik Indonesia selaku --------- 

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;-------------------------------------- 

b.5. Dalam rangka perbaikan posisi keuangan;-------------------------------- 

b.6. Selain perbaikan posisi keuangan; dan/atau ----------------------------- 

b.7. Penerbitan saham bonus yang merupakan Dividen Saham sebagai -- 

hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal dan/atau ---

bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham ----

atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.-------- 

c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam  jangka waktu ------- 

sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta -------

ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.  --------------- 

d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak ----- 



diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua -------

-pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan 

ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi -----

jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas 

yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah 

HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham  yang 

memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.--------------------------------------- 

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil --- 

-bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 ------ 

butir d pasal ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ----

ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak 

sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama.------------------ 

f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek --- 

yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk 

memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS -----

-Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.--- 

g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya --------------- 

penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama ------

dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan   -

oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk -----

mengurus pemberitahuan kepada Menteri (Menteri adalah Menteri yang -

tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum atau penggantinya). -------   

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan ------- 

keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan --------

modal dasar harus disetujui oleh Menteri, dengan ketentuan: ---------------------    

a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan -- 

modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari -----

modal dasar,  dapat dilakukan sepanjang: -------------------------------------- 

a.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal ----- 

dasar; ------------------------------------------------------------------------- 



a.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri;-------------------------------- 

a.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi ----- 

paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam  

jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan ----

Menteri;----------------------------------------------------------------------- 

a.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana  dimaksud ----- 

dalam Pasal 4 ayat 7 butir a.3 di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, --

maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, -----

sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan ------

Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 

(dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7 butir a.3 ----

tidak terpenuhi;-------------------------------------------------------------- 

a.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 ---- 

butir a.1 termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran -----

Dasar ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 butir b.------- 

b. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar ------ 

menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan 

besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima -----

persen) dari modal dasar dan mempunyai hak yang sama dengan saham -

lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan memperhatikan -----------

ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi -----------

kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran --

dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.   

8. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat --- 

menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan perundang ------

undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal --

dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan ------------

dicatatkan menentukan lain.------------------------------------------------------------- 

9. RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dihadiri oleh pemegang -- 

saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh ---



Pemegang Saham Seri A  Dwiwarna.   ----------------------------------------------- 

--------------------------------------------SAHAM-------------------------------------------  

--------------------------------------------PASAL 5 ------------------------------------------  

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan ----- 

atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang ----

terdiri dari:-------------------------------------------------------------------------------- 

a. saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara --------- 

Republik Indonesia; dan------------------------------------------------------------- 

b. saham Seri B yang dapat dimiliki oleh BPI Danantara/Holding -------------- 

Operasional/BUMN dan/atau Masyarakat.--------------------------------------- 

2. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan “saham” ialah saham Seri A - 

Dwiwarna dan saham Seri B, dan yang dimaksud dengan “pemegang saham” 

ialah Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B, -------

kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.--------------------------------------- 

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak ----- 

yang berwenang menjalankan hak yang diberikan oleh hukum atas saham.---- 

4. a.     Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, maka Pemegang  

Saham Seri A Dwiwarna, Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang 

sama dan setiap 1 (satu)  saham memberikan 1 (satu) hak suara.------------ 

b. Menurut Anggaran Dasar ini, saham Seri A Dwiwarna adalah saham ----- 

yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan 

kepada pemegangnya hak-hak istimewa sebagai Pemegang Saham Seri A 

Dwiwarna.--------------------------------------------------------------------------- 

c. Hak-hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah:------------------------ 

c.1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS:--------------------------------------- 

c.1.1 persetujuan perubahan Anggaran Dasar;------------------------ 

c.1.2 persetujuan perubahan permodalan;----------------------------- 

c.1.3 persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota ------ 

Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden;---- 

c.1.4 persetujuan terkait penggabungan, peleburan, ----------------- 



pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Perseroan;---- 

c.1.5. persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan --------- 

Komisaris;----------------------------------------------------------- 

c.1.6.  persetujuan penggunaan laba;------------------------------------- 

c.2 Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota - 

Dewan Komisaris;----------------------------------------------------------- 

c.3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS;----------------------------- 

c.4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen --------------- 

Perusahaan;------------------------------------------------------------------- 

dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan --

dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.---------------- 

d. Kecuali hak-hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat 4 huruf c ---- 

Pasal ini, dan dalam bagian lain Anggaran Dasar ini, pemegang Saham --

Seri B mempunyai hak yang sama dengan memperhatikan Pasal 26.------- 

5. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab lain  

menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki -----------

bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka -

dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam ---

Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang -

diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.-------------------------------------- 

6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara ------- 

tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan 

memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar ------

Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas ---

saham atau saham-saham tersebut.---------------------------------------------------- 

7. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran ------ 

Dasar Perseroan dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS 

serta peraturan perundang-undangan.------------------------------------------------- 

8. Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku ---- 

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa --



Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.----------------------- 

-------------------------------------SURAT SAHAM---------------------------------------  

-----------------------------------------PASAL 6---------------------------------------------  

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:------------------------------------------ 

a. dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada ---- 

Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib -----------

memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat ----------

kolektif saham kepada pemegang sahamnya, dengan memperhatikan -------

ketentuan pasar modal; ------------------------------------------------------------- 

b. dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga ----- 

Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan --------

sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan -------

Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar -------------

pemegang saham Perseroan. ------------------------------------------------------- 

2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar ---- 

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan ------------

perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di ---

Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.--------------- 

3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi ------ 

bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki ----

oleh seorang pemegang saham. ------------------------------------------------------- 

4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: ---------------------- 

a. nama dan alamat pemegang saham; ----------------------------------------- 

b. nomor surat saham; ------------------------------------------------------------ 

c. tanggal pengeluaran surat saham; dan--------------------------------------- 

d. nilai nominal saham. ----------------------------------------------------------- 

5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: ---------- 

a. nama dan alamat pemegang saham; ----------------------------------------- 

b. nomor surat kolektif saham; -------------------------------------------------- 

c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; ---------------------------------- 



d. nilai nominal saham dan nilai kolektif saham; dan------------------------- 

e. jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan. -------------- 

6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi  

dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham 

harus memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama-sama dengan ------

Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana -----

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh Direktur Utama -------

bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila 

Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu ----

dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh salah seorang Direktur bersama--

sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut 

dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham ------

dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat -----

dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang--

undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di -----

mana saham-saham Perseroan dicatatkan.------------------------------------------ 

7. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat  

dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan saham yang dikeluarkan ---

oleh Perseroan.------------------------------------------------------------------------- 

8. Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh --- 

Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan -----------

perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Undang-Undang tentang --

Perseroan Terbatas.-------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------- PENGGANTI SURAT SAHAM ----------------------- 

------------------------------------------------- PASAL 7 ------------------------------------ 

1. Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat ------------ 

dilakukan jika: --------------------------------------------------------------------------- 

1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham ----- 

adalah pemilik surat saham tersebut; -------------------------------------------- 

2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan------------------------ 



3) Asli surat saham rusak wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan ----- 

surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham --------

aslinya. ------------------------------------------------------------------------------ 

2. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah --------- 

memberikan penggantian surat saham.----------------------------------------------- 

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat -------- 

dilakukan jika: --------------------------------------------------------------------------- 

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik - 

surat saham tersebut; -------------------------------------------------------------- 

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian --------- 

Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -------------------- 

c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan --- 

jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan ---------------- 

d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan  

di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling ---

kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat --------

saham.-------------------------------------------------------------------------------- 

4. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang -- 

telah digantikan tidak berlaku lagi bagi Perseroan. -------------------------------- 

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh --- 

Pemegang Saham yang berkepentingan. --------------------------------------------- 

6. Ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti ------ 

juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek -----

Bersifat Ekuitas.-------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------PENITIPAN KOLEKTIF --------------------------------  

--------------------------------------------PASAL 8 ------------------------------------------  

1. Saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal - 

ini yaitu: ---------------------------------------------------------------------------------- 

a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -------- 

Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham ----------



Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;------------ 

b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan -- 

Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ----

dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian --

atau Perusahaan Efek tersebut; --------------------------------------------------- 

c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian ------------- 

merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak ---

investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ------

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan -----------

mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham --------

Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ----

Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif ---------

tersebut; ----------------------------------------------------------------------------- 

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga  

Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam butir a ----

ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam butir c ayat -

ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham -

Perseroan;--------------------------------------------------------------------------- 

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang ----- 

terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -

Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam 

buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang -

ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank --------

Kustodian dimaksud;-------------------------------------------------------------- 

f. permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan ------- 

Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro ------------

Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan; ---------------------------------- 

g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau ----------- 

Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang --------



rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;------------- 

h. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang ---- 

sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan 

antara satu dengan yang lain;----------------------------------------------------- 

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif -- 

apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang -------

meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan ------

yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham ---

dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;-------------------- 

j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif -- 

apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan -----

penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana; ------- 

k. pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif - 

berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan -----

jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut. ----------------------- 

l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar ---------- 

rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh ----------

masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan ---------------

Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan ----------------

Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling -------

lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS; ----------------------- 

m. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS ------ 

atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada --------

Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa --------

Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam -------

Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ----------

dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan ---

nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja -----------

sebelum pemanggilan RUPS;------------------------------------------------------- 

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain ---- 



sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan -

Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga --------

Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan --

dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak--

hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk -----

kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian --

dan Perusahaan Efek tersebut;---------------------------------------------------- 

o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain --- 

sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham 

dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian -

dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan 

tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan ---

dan Penyelesaian; ------------------------------------------------------------------ 

p. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk ------ 

memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan ----

dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS 

dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ----

menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham ----

Perseroan yang dimiliki oleh  masing-masing pemegang rekening Efek --

tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat -

pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang -------

berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, --

untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) ---

hari  kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang ------

saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak- ----

hak lainnya tersebut.----------------------------------------------------------------- 

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang--- 

undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di tempat --------

dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.--------------------------------------- 

-----------DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----------   



--------------------------------------------PASAL 9 ------------------------------------------   

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar -- 

Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan. -------------- 

2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya dicatat : ----------------- 

a. nama dan alamat para pemegang saham; ----------------------------------- 

b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para ------- 

pemegang saham; -------------------------------------------------------------- 

c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -------------------------------------- 

d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang ---- 

mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan ------

fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal ------------

pendaftaran jaminan fidusia tersebut;   -------------------------------------- 

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan ------ 

f.   keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh direksi. -------------------- 

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham ------ 

dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan ---------

Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan ----

lain serta tanggal saham itu diperoleh. --------------------------------------------- 

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal - 

dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama --------

pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan -----------

pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada --

alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang -

Saham. ---------------------------------------------------------------------------------- 

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang - 

Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. ---------------------------------------- 

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar  

Khusus di Kantor Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi Efek yang ----

ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja. ----------------------------------------- 

7. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro ---- 



Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar -----

Pemegang Saham dan Daftar Khusus.---------------------------------------------- 

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk  

pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, -----

gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau -

hak-hak atau kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan 

Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang 

berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.--------------------------------------- 

9. Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam --------- 

peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar 

Modal di Indonesia dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana --------------

saham-saham Perseroan dicatatkan. ------------------------------------------------ 

10. Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk - 

gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut saham Perseroan atau cessie--

berkenaan dengan hak atau kepentingan atas saham, maka pihak yang -------

berkepentingan melaporkan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang --

ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang 

Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan 

perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia 

di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.------------------------------------ 

-------------------------PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ------------------------  

-------------------------------------------PASAL 10 -----------------------------------------  

1. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya - 

yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai -------

pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah ---

tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan 

ketentuan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta -

ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.- 

2. a.  Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan serta --- 

peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia dan ---------



Anggaran Dasar Perseroan, pemindahan hak atas saham harus ---------

dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas -

nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak ---

yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. -------

Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana -

ditentukan atau disetujui oleh Direksi. -------------------------------------- 

b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif - 

dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke ---------

rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan ---------------

Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen --------

pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan -

dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa --

dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa 

Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa ---

Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak 

mengurangi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang -------

berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.----------- 

3. Direksi dapat menolak dengan memberikan alasan untuk itu, untuk ----------- 

mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham -

Perseroan, apabila cara yang disyaratkan dalam ketentuan Anggaran Dasar -

ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan --

kepada Perseroan atau hal lain yang disyaratkan oleh Pihak yang berwenang 

tidak dipenuhi.-------------------------------------------------------------------------- 

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, - 

maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak --

yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah -

tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan ----

memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan -

peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut ----

dicatatkan.------------------------------------------------------------------------------- 



5. Mengenai saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di tempat - 

dimana saham-saham perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk ----------

mencatatkan pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan-peraturan ------

Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. ------------ 

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian ------- 

seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan -------

pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti ------

haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, dengan --------

mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang ---

saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila ------

Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti hak itu dan tanpa mengurangi 

ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. ---------------------------------------------- 

7. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang  

mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran ----------

pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan 

hak menurut ayat 6 pasal ini. -------------------------------------------------------- 

8. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 huruf a ----- 

butir i dan ii wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka -

waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi 

atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.- 

9. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di -- 

Bursa Efek wajib memenuhi peraturan perundang-undangan dibidang Pasar 

Modal dan ketentuan Bursa Efek, kecuali untuk hak atas saham Seri A ------

Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga.---------------- 

--------------------------------------------DIREKSI -----------------------------------------  

-------------------------------------------PASAL 11 -----------------------------------------  

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya ------------ 

disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, terdiri dari sekurang-kurangnya -- 

2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan ----

apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil --------



Direktur Utama.------------------------------------------------------------------------ 

2. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan: ------------------------ 

a. Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara;--------------------- 

b. Undang-Undang Perseroan Terbatas; --------------------------------------- 

c. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan------------- 

d. peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan yang ----- 

terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. ---------------------------------- 

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan adalah orang -------- 

perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.---------- 

4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, termasuk persyaratan ------- 

sebagaimana di atur dalam Pasal 15A ayat (3) Undang-Undang tentang  

Badan Usaha Milik Negara.---------------------------------------------------------- 

5.  Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 pasal  

ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon ----

anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat ----

pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. ---- 

6. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam  

RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan --------

keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham seri A -------

Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. ----

Para Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang -

Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS. ------------

Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka --------

mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota ---

Direksi. --------------------------------------------------------------------------------- 

7. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota ------ 

Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan -----------

pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka -----------

pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku ---

sejak penutupan RUPS.--------------------------------------------------------------- 



8. a.  Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ----- 

ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang -------

mengangkatnya dan paling lama sampai dengan penutupan RUPS -----

Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun ---

dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat -

memberhentikan para anggota Direksi sebelum  masa jabatannya ------

berakhir.-------------------------------------------------------------------------- 

b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, ----- 

kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.--------------------------------- 

c.     Anggota Direksi Persero yang berakhir masa jabatannya dapat --------- 

diangkat kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan paling --

lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh).------- 

9.  RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan - 

menyebutkan alasannya. ------------------------------------------------------------- 

10.   Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 9-- 

pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang ----

bersangkutan antara lain: ------------------------------------------------------------- 

a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam ----- 

kontrak manajemen; ----------------------------------------------------------- 

b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; -------------------------- 

c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan --------- 

dan/atau ketentuan Anggaran Dasar; ---------------------------------------- 

d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; -------------------- 

e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;--------- 

f.   Telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa oleh aparat ----- 

penegak hukum dalam tindakan yang merugikan BUMN; --------------- 

g. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai ---- 

kekuatan hukum yang tetap; -------------------------------------------------- 

h. Mengundurkan diri; atau------------------------------------------------------- 

i.   Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan  -- 



tujuan Perseroan. --------------------------------------------------------------- 

11. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 10 pasal ini ---- 

diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, --

kecuali ayat 10 huruf f, g dan h. ----------------------------------------------------- 

12.  Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 10 butir d --- 

dan g pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. --------------- 

13.  Dalam hal terjadi keadaan anggota Direksi memiliki hubungan keluarga ---- 

baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke ------

samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi dan Dewan Komisaris 

Perseroan, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara 

mereka.---------------------------------------------------------------------------------- 

14.  Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan --- 

lainnya termasuk asuransi purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh ---

RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan -------------

Komisaris.------------------------------------------------------------------------------- 

15.  Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau ------ 

lebih anggota Direksi Perseroan lowong: ------------------------------------------ 

a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi yang lain - 

untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut --

dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.------------------------------ 

b. dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, RUPS wajib  

diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut apabila 

menyebabkan anggota Direksi berjumlah kurang dari 2 (dua) salah 

satunya Direktur Utama atau jabatan yang lowong adalah Direktur 

Utama atau direktur lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan yang 

berlaku.--------------------------------------------------------------------------- 

c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b diselenggarakan paling lambat - 

90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan jabatan --

sebagaimana dimaksud pada huruf b.---------------------------------------- 

16. a.  Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota - 



Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 --------

(sembilan puluh) hari kalender setelah terjadi lowongan, harus ---------

diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi -------

tersebut.-------------------------------------------------------------------------- 

b.  Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi - 

yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk --------

sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan 

dan wewenang yang sama.---------------------------------------------------- 

17.  a.  Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya ---- 

sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota --------

Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang ----------

bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran --------- 

diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.--- 

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan --------- 

permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 -------

(sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran 

diri tersebut. --------------------------------------------------------------------- 

c.  Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat  

dan menyampaikan kepada OJK  paling lambat 2 (dua) hari kerja ------

setelah: --------------------------------------------------------------------------- 

i.  Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana  

dimaksud dalam butir a ayat ini; dan --------------------------------- 

ii. Hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud  dalam ---- 

butir b ayat ini.----------------------------------------------------------- 

d.  Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang ------- 

bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung --

jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan ----------------

perundang-undangan.----------------------------------------------------------- 

e.  Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab ------ 

setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS -----------



Tahunan.------------------------------------------------------------------------- 

18.  Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: ---------------- 

a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada ------- 

BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, Badan Usaha Milik 

Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta;------------------------------------ 

b. Jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga pemerintah --- 

pusat dan/atau daerah;---------------------------------------------------------- 

c. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau ------ 

calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan/atau Kepala -----------

Daerah/Wakil Kepala Daerah;------------------------------------------------ 

d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau- 

e. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-- 

19. Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap ----- 

dengan jabatan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 

18, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut -

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perangkapan jabatan pada -----

Perseroan, kecuali apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan ------

jabatan Direksi tersebut berakhir demi hukum dengan pengangkatan yang --

bersangkutan dalam jabatan baru yang dilarang.---------------------------------- 

20. Anggota Direksi yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula ------ 

sebagaimana dimaksud pada ayat 19, maka anggota Direksi dimaksud -------

dianggap telah mengajukan pengunduran diri setelah lewatnya 30 (tiga ------

puluh) hari kerja sebagaimana disebutkan dalam ayat 19. ----------------------- 

21. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan --- 

ayat 18 Pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris, -------

kecuali diatur lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.-------------------------------------- 

22.  Jabatan anggota Direksi berhenti apabila: ----------------------------------------- 

a. Meninggal dunia atau berhalangan tetap; ----------------------------------- 

b. Masa jabatannya berakhir;  --------------------------------------------------- 



c.  Diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi ---- 

memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi Perseroan --------------

sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini; ------------------------------ 

d.  Diberhentikan RUPS; atau----------------------------------------------------- 

e.  Pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat  

17 huruf b pasal ini.------------------------------------------------------------- 

23. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa ----------- 

jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang --

bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan yang 

belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS. ---------------------------- 

24. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu  

oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan -------

Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan ---

atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang  mendesak bagi ----

Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:  ----------------- 

a. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara -------- 

tertulis kepada Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang ---------

menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi; ----- 

b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini ---------- 

disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah 

ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut; ------------------------ 

c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang ------- 

menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan untuk ---

kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan  Perseroan --

baik di dalam maupun di luar pengadilan; ---------------------------------- 

d.  Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender  

setelah pemberhentian sementara dimaksud Dewan Komisaris harus –

menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan 

pemberhentian sementara tersebut; ------------------------------------------ 

e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS -------------- 



sebagaimana dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat ------------

mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut --------

menjadi batal; ------------------------------------------------------------------- 

f. Pembatasan kewenangan pada huruf c berlaku sejak keputusan -------- 

pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: ----- 

1) Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan -- 

pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir ------

d; atau ---------------------------------------------------------------------- 

2) Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf  d. - 

g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d, anggota  Direksi -- 

yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri; -------------- 

h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan ---- 

kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian  sementara -

dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e; ------------------- 

i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi  --- 

keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka anggota Direksi --

yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali --------------

sebagaimana mestinya; -------------------------------------------------------- 

j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, --- 

maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk ---------

seterusnya; ---------------------------------------------------------------------- 

k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak - 

hadir dalam RUPS setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota -----

Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak ----------

menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS dan telah -

menerima keputusan RUPS;--------------------------------------------------- 

l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat  

dan menyampaikannya kepada OJK mengenai: --------------------------- 

1) Keputusan pemberhentian sementara; dan --------------------------- 

2) Hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan  



keputusan pemberhentian sementara tersebut sebagaimana -------

tersebut pada huruf d atau informasi mengenai batalnya ----------

pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak --

terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu 

sebagaimana dimaksud dalam huruf e, waktu paling lambat 2 ---

(dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut. -------------- 

--------------TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI-------------  

-------------------------------------------PASAL 12 -----------------------------------------  

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan ------------ 

bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan 

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik -

di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal Perseroan baik di ----

dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian ----

dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-----------

undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. ------------------------- 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, --- 

maka: ------------------------------------------------------------------------------------ 

a.  Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain: ---------------------- 

1)   Menetapkan kebijakan kepengurusan perseroan --------------------- 

dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. --------------------- 

2)   Menetapkan kebijakan dalam rangka sinergi Perseroan ------------- 

dengan Pemegang Saham Seri B Terbanyak berpedoman pada ----

kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri B -----------

Terbanyak.------------------------------------------------------------------ 

3)   Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk ---------------------- 

mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada -------

seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu ------

termasuk pekerja Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama --

dan/atau badan lain; ------------------------------------------------------ 

4)   Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk  



penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan 

lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; -------------------------------------------------- 

5)   Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan  

peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan -----------------

perundang-undangan; ---------------------------------------------------- 

6)   Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Perusahaan  

dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan ------

Dewan Komisaris setelah terlebih dahulu mendapatkan ------------

persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak;--------------------- 

7)   Menghapusbukukan Aktiva Tetap dan/atau Aktiva lainnya -------- 

Perseroan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran 

Dasar ini dan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan ---------

Komisaris selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan ----

dalam Laporan Tahunan;------------------------------------------------- 

8)   Direksi selaku pemegang saham dan/atau pemegang saham ------- 

mayoritas pada setiap anak perusahaan berwenang antara lain -----

untuk:------------------------------------------------------------------------ 

a) Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan --------- 

(RKAP) serta Rencana Jangka Panjang (RJP) anak ------------

perusahaan melalui mekanisme RUPS setelah terlebih dahulu 

mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B ------------

Terbanyak; ------------------------------------------------------------ 

b) Menyetujui penetapan batasan dan/atau kriteria tertentu ------ 

sehubungan dengan tindakan Direksi anak perusahaan yang --

diajukan oleh Dewan Komisaris anak perusahaan sesuai ------

dengan Anggaran Dasar anak perusahaan, setelah terlebih ----

dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B ---

Terbanyak;------------------------------------------------------------ 

c) Menyetujui tindakan Direksi anak perusahaan yang perlu ----- 



mendapatkan persetujuan Perseroan selaku Pemegang Saham 

dan/atau pemegang saham mayoritas pada anak perusahaan --

berdasarkan batasan dan/atau kriteria yang ditetapkan ---------

berdasarkan pasal 12 ayat 2 huruf a angka 8 poin b); ---------- 

d) Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris ------ 

Perusahaan dan Kepala Satuan Pengawas Intern anak ---------

perusahaan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan 

Pemegang Saham Seri B Terbanyak;------------------------------ 

e) Melakukan kewenangan lainnya pada anak perusahaan sesuai  

dengan kedudukannya selaku pemegang saham anak ----------

perusahaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar anak -

perusahaan;------------------------------------------------------------ 

9)   Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai ------- 

pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat ---

Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan ----------

Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar -----------

pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan ---------

pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang--------

undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.-------------- 

b.  Direksi berkewajiban untuk: -------------------------------------------------- 

1)   Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan  

Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan -------

usahanya; ----------------------------------------------------------------- 

2)   Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang, Rencana - 

Kerja dan Anggaran Perusahaan tahunan dan rencana kerja ------

lainnya, serta perubahannya sesuai ketentuan yang berlaku; ------ 

3)   Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah ----- 

RUPS, dan Risalah Rapat Direksi; ------------------------------------ 

4)   Membuat Laporan Tahunan yang antara lain berisi Laporan ----- 

Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan ------



Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana -----

dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;  

5)   Menyusun Laporan Keuangan dalam angka 4 di atas  ------------- 

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan ----

kepada Akuntan Publik untuk diaudit;-------------------------------- 

6)   Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan -- 

Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan -----

setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk ------

disetujui dan disahkan; ------------------------------------------------- 

7)   Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan ------- 

Tahunan; ----------------------------------------------------------------- 

8)   Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah ------- 

disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi hukum -

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;--------- 

9)   Menyampaikan laporan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih  

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;---------------------- 

10) Menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan  ----- 

peraturan perundang-undangan;--------------------------------------- 

11) Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah -- 

RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat ------

Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan  Perseroan ---

sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5, dan ----------

dokumen Perseroan lainnya; ------------------------------------------- 

12) Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang - 

Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan ---

Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan ----

dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan ---------

lainnya;-------------------------------------------------------------------- 

13) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi ------ 

Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu -----



perseroan; ---------------------------------------------------------------- 

14) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi --- 

Keuangan dan berdasarkan prinsip pengendalian intern, ----------

terutama fungsi pengurusan, pencatatan,penyimpanan, dan ------

pengawasan; ------------------------------------------------------------- 

15) Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai ---- 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ------

laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris -------

dan/atau Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau ------------

pemegang saham Seri B Terbanyak, dengan memperhatikan -----

peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku -----

dibidang Pasar Modal;-------------------------------------------------- 

16) Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan ------ 

perincian dan tugasnya; ------------------------------------------------ 

17) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau  

yang diminta anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Seri 

A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B Terbanyak, dengan --

memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan -

yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal; ------- 

18) Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang -- 

diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh -------

RUPS;--------------------------------------------------------------------- 

19) Menyusun Piagam/Pedoman dan tata tertib kerja Direksi (BOD - 

Charter); dan------------------------------------------------------------- 

20) Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan dengan tetap ---- 

memperhatikan dan tunduk pada pedoman/kebijakan strategis ---

yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri B Terbanyak.-------- 

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran,  

perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan -------

pencapaian tujuan Perseroan. -------------------------------------------------------- 



4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran - 

Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib --------------

melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, 

akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. ----------------------------- 

5. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota Direksi wajib dengan itikad - 

baik dan penuh tanggung jawab menjalani tugas untuk kepentingan dan -----

usaha Perseroan dengan mempertimbangkan risiko usaha dan------------------

mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.------------------- 

6. a.  Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung ----- 

renteng  atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau 

kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya. ------------------ 

b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian ---- 

Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ini, apabila dapat 

membuktikan: ------------------------------------------------------------------- 

1)      kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; ---- 

2)  telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung  

jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan --

maksud dan tujuan Perseroan; ----------------------------------------- 

3)   tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun - 

tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan --

kerugian; dan ------------------------------------------------------------ 

4)    telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau ----------- 

berlanjutnya kerugian tersebut. ---------------------------------------- 

7. Perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari ----- 

Dewan Komisaris untuk: ------------------------------------------------------------- 

a. Menghapusbukukan aset/aktiva Perseroan dengan batasan nilai -------- 

tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan ----------------

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang --------

mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:-------- 

1)   Hapus buku karena pengalihan/pemindahtanganan Aktiva Tetap  



Perseroan;----------------------------------------------------------------- 

2)   Hapus buku karena pengalihan/pemindahtanganan Aktiva ------- 

lainnya Perseroan;------------------------------------------------------- 

3) Hapus buku Aktiva Tetap dan/atau Aktiva lainnya Perseroan ---- 

selain karena pengalihan/pemindahtanganan, termasuk hapus ---

buku piutang macet;----------------------------------------------------- 

b. Melepaskan hak untuk menagih atau tidak menagih lagi atas piutang -- 

pokok macet, piutang bunga, denda, ongkos, dan piutang lainnya di ---

luar pokok, yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau -----

penyelesaian piutang serta perbuatan lain dalam rangka penyelesaian -

piutang Perseroan, yang telah dihapusbuku, baik untuk sebagian -------

maupun keseluruhan, dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan ---

oleh Dewan Komisaris, dengan ketentuan pelaksanaan hapus tagih ----

harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan BPI Danantara sesuai -

peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara-- 

c. Mengagunkan aset Perseroan sebagai jaminan dengan batasan nilai --- 

tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris;-------------------------------- 

d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai  

tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan -----------------

memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal; ------------------------ 

e. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan ------- 

pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ---------

ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di 

bidang Pasar Modal;------------------------------------------------------------ 

f.   Memberikan pinjaman kepada anak perusahaan sebagaimana----------- 

dimaksud peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ---

Badan Usaha Milik Negara dengan batasan nilai tertentu yang ---------

ditetapkan Dewan Komisaris;------------------------------------------------- 

g. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa --- 

kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama 



Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), --

Bangun Milik Serah (Build Own Transfer (BowT), Bangun Serah -----

Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerja sama lainnya yang -----

sejenis serta bukan merupakan kegiatan usaha sehari-hari (day to day -

business as usual) Perseroan dengan nilai atau jangka waktu tertentu -

yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;------------------------------------ 

h. Melakukan penyertaan modal pada anak perusahaan, perusahaan ------ 

patungan, dan/atau perusahaan lain, termasuk penyertaan untuk --------

mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan ---

batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali -------

dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan 

di bidang Pasar Modal;--------------------------------------------------------- 

i.   Melakukan pengurangan penyertaan modal termasuk dilusi pada anak  

perusahaan, perusahaan patungan, dan/atau perusahaan lain dengan ---

batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali ------

dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan 

di bidang Pasar Modal;--------------------------------------------------------- 

j.   Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan, perusahaan ----- 

patungan, dan/atau perusahaan lain dengan batasan nilai tertentu yang 

ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali dalam rangka penyelamatan ----

piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;------ 

k. Melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material ----------- 

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang 

Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan --------

Komisaris kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material 

yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku --

di bidang Pasar Modal;--------------------------------------------------------- 

l.   Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, -- 

dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan ---

nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan -----------------



memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;------------------------- 

m. Melakukan investasi dengan batasan nilai dan/atau kriteria tertentu ---- 

yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan --------

ketentuan di bidang Pasar Modal; -------------------------------------------- 

n. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;   ------------------------------ 

o. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi; ----- 

p. Mendirikan/membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan  

yang berbadan hukum baik yang berkaitan langsung maupun tidak 

langsung yang dibentuk oleh anak perusahaan;----------------------------- 

q. Melakukan pembebanan biaya dan kewajiban yang bersifat tetap dan - 

rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan yang berbadan -

hukum yang dibentuk oleh anak perusahaan;------------------------------- 

r.   Menetapkan pedoman dan/atau kebijakan tata kelola kegiatan ---------- 

investasi; ------------------------------------------------------------------------- 

s. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan - 

Anggaran Perusahaan (RKAP). ---------------------------------------------- 

t.   Melepaskan hak atas izin usaha pertambangan operasi produksi atau  

hak atas izin usaha pertambangan dalam bentuk lain yang sah yang 

sudah memasuki tahap operasi produksi.------------------------------------ 

8. Perbuatan ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat ---------- 

tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri B ------

terbanyak dan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk: -- 

a. mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi -- 

dan Dewan Komisaris perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan 

yang merupakan BUMN;------------------------------------------------------- 

b. mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi -- 

dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak --------

perusahaan bukan merupakan BUMN tertentu yang ditetapkan oleh ---

Pemegang Saham Seri B terbanyak;------------------------------------------ 

9. a.  Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk ------ 



hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, 

i, j, k, l dan m pasal ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan ---

Pemegang Saham Seri B Terbanyak;---------------------------------------- 

b. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan ayat 7 huruf - 

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, dan m pasal ini dengan batasan dan/atau -

kriteria tertentu, ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan -----------

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau Pemegang Saham Seri B -----

Terbanyak;------------------------------------------------------------------------ 

c. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan ayat 7 huruf  

r, s, dan t pasal ini ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan 

Pemegang Saham Seri B Terbanyak; ---------------------------------------- 

d. tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf g pasal ini-- 

sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama 

yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan -

memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan, tidak -----

memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS;------------- 

e. tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf g dan h----- 

pasal ini sepanjang diperlukan dalam rangka mengikuti tender dan/atau 

untuk melaksanakan proyek dan/atau memenuhi persyaratan dan/atau -

pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang 

usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan -

perundang-undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris 

dan/atau RUPS.------------------------------------------------------------------ 

10. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya --- 

permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, ------

Dewan Komisaris harus memberikan keputusan atau tanggapan ---------------

sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dan ayat 8 pasal ini. ------------------------ 

11.   Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: -------------------------------- 

a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau ------------------------------------- 

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; --------------------------- 



yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih 

Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama 

lain maupun tidak, kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha Perseroan, -----

sesuai dengan Pasal 3. ---------------------------------------------------------------- 

12. a.  Perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah ---- 

mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan mendapat 

persetujuan dari RUPS untuk: ------------------------------------------------ 

1) melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material ---- 

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di -

bidang Pasar Modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh --------

persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut ---------

termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh -------

peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar ----

Modal;--------------------------------------------------------------------- 

2) melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan --- 

sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan --

yang berlaku di Pasar Modal;------------------------------------------ 

3) melakukan transaksi lain guna memenuhi dalam peraturan ------- 

perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal;---------------- 

4)  melaksanakan penugasan khusus yang diberikan oleh ------------- 

Pemerintah Pusat;-------------------------------------------------------- 

5)   pendirian Dana Pensiun dan/atau perubahan Peraturan Dana ----- 

Pensiun sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang------

undangan.----------------------------------------------------------------- 

b. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya - 

permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan --------

Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat ---

memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan ---

Komisaris.------------------------------------------------------------------------ 

13. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dan ayat 12 yang ---- 



dilakukan tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang ----

pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. --------------------- 

14. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur  

dalam Anggaran Dasar ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi 

selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini. ------------------------------------- 

15. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi.----------------------- 

16. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota -------- 

Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -

mewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan 

Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.---------------------- 

17. Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan kepengurusan Perseroan ------ 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 15, Direktur Utama berhak dan -----------

berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan 

baik di dalam maupun di luar Pengadilan.------------------------------------------ 

18. a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, - 

hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka Wakil Direktur --

Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta --------------

melaksanakan tugas Direktur Utama atau Direktur Utama menunjuk secara 

tertulis salah satu anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk dan ---

atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama dan/atau ------

Wakil Direktur Utama apabila pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama 

tidak ada atau berhalangan.--------------------------------------------------------- 

b.  Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab --- 

apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil 

Direktur Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang 

melaksanakan tugas Wakil Direktur Utama, atau Wakil Direktur Utama ---

menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk 

dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama dan/atau -

Wakil Direktur Utama apabila terlebih dahulu Direktur Utama tidak ada ---

atau berhalangan.--------------------------------------------------------------------- 



c.  Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal - 

Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana 

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama ----------

menunjuk secara tertulis anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk 

dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama.------------ 

19. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota ------- 

Direksi terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama -----

Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama.--------------------------------- 

20. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula  

mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan ----------

memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan ------

tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.------------------------------------ 

21. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh ------- 

RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang -

tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan -

berdasarkan keputusan Direksi.------------------------------------------------------- 

22. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan petunjuk yang diberikan --- 

oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang---------

undangan dan/atau Anggaran Dasar ini.---------------------------------------------- 

23. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: ----------------- 

a. terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi ----- 

yang bersangkutan; atau ------------------------------------------------------------ 

b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang ---------- 

berbenturan dengan kepentingan Perseroan.------------------------------------- 

24. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 23 pasal ini, - 

yang berhak mewakili Perseroan adalah:--------------------------------------------- 

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan ------ 

dengan Perseroan; ------------------------------------------------------------------- 

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan  

kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan; atau -------- 



c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi ---- 

atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan -----------

Perseroan. ----------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------RAPAT DIREKSI ------------------------------------  

-------------------------------------------PASAL 13 -----------------------------------------  

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 ----- 

(satu) kali dalam setiap bulan. -------------------------------------------------------- 

2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara -- 

berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. -------------------------- 

3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:---------- 

a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; ------------------- 

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan ------------ 

Komisaris; --------------------------------------------------------------------------- 

4. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang ------- 

berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12.----------------------------- 

5. a.  Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan ------------- 

disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi -----

dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan 

jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling 

lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak -------

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu -

yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.----------------------------- 

b.  Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat yang --- 

telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan ---

sebelumnya atau apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat. -------- 

6. Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat 5 harus mencantumkan acara, --- 

tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat -----

kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik ----------

Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.-------------------------------- 

7. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama  



tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin --

Rapat Direksi, atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur -------

Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan -----

Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Direktur yang -------

ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila --

pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan --

tidak melakukan penunjukan.---------------------------------------------------------- 

8. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal ---- 

Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur ---

yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat -----

Direksi.------------------------------------------------------------------------------------ 

9. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukkan, maka salah -------- 

seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang --

memimpin Rapat Direksi.-------------------------------------------------------------- 

10. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi ------ 

Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana dimaksud ---

pada ayat 9 pasal ini yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan 

Rapat Direksi.---------------------------------------------------------------------------- 

11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh ------ 

anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya 

dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.----------------------------------- 

12. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi ---- 

dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian 

disampaikan kepada Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama atau kepada 

anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, ---------

mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang 

akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang ----------

dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.--------------------------------------- 

13. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat --- 

apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah -----



anggota Direksi.------------------------------------------------------------------------- 

14. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang -- 

sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari ½ (satu per dua) -----

bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.----------------------------------------- 

15. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ------ 

mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -------

tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara -------------

berdasarkan suara lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang -

sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan. ---------------------------- 

16. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) -- 

suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----

diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.--------------------------------------- 

17. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.  

Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam -------------

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.------------------------- 

18. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup  

tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain -----------

dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada -------

keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.--------------------------- 

19. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dituangkan dalam - 

Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam -

rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh -

seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh -------

anggota Direksi. --------------------------------------------------------------------- 

b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib dituangkan dalam - 

Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam -

rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh -

seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ----

disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan -----------

Komisaris.----------------------------------------------------------------------------- 



c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris --- 

yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf -

a dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara ----

tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.---------- 

d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib ------ 

didokumentasikan oleh Perseroan.------------------------------------------------- 

e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota ------- 

Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam --

Rapat yang bersangkutan.----------------------------------------------------------- 

20. a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan ------ 

Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu ---

secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan ---------

mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani ----------

persetujuan tersebut.----------------------------------------------------------------- 

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang  

sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.---- 

21. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka --- 

anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, 

video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, sesuai dengan ---------

ketentuan yang berlaku.---------------------------------------------------------------- 

22. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara -- 

langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam -----

suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan -

menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam ----

suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil 

suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak ----------

tersebut.----------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------DEWAN KOMISARIS ---------------------------------  

-------------------------------------------PASAL 14 -----------------------------------------  

1. a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya - 



disesuaikan dengan kebutuhan terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) ----

orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, seorang ---

diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila diperlukan ----

seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.------- 

b.  Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. ------- 

c.  Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan dan peraturan ----- 

perundang-undangan yang berlaku. ----------------------------------------------- 

2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris -- 

tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan -------

Dewan Komisaris. ---------------------------------------------------------------------- 

3. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan:------------- 

a. Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara;------------------------ 

b. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;--------------------------------- 

c. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan ---------------- 

d. peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan yang terkait  - 

dengan kegiatan usaha Perseroan. ---------------------------------------------- 

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah ---- 

orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan.---- 

5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur pada ayat 3 dan ayat 4 pasal ini, - 

dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota -

Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan. ------------------ 

6. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 ------ 

pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan ---------------------

mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah ------

manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, 

memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat --

menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta ----------

persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.-------------------- 

7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, ------ 

dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A ----------



Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang -------

saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran 

Dasar ini. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon ----

yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana ---

mengikat bagi RUPS.------------------------------------------------------------------- 

8. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota -------- 

Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan 

pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka ------------

pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai --

berlaku sejak penutupan RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan --

perundang-undangan.------------------------------------------------------------------- 

9. a.  Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung ---- 

sejak tanggal ditutupnya RUPS atau tanggal yang  ditetapkan oleh RUPS -

yang mengangkatnya dan paling lama sampai dengan penutupan RUPS ---

Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun --------

dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat ------

memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya 

berakhir.------------------------------------------------------------------------------- 

b. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali  

apabila ditentukan lain oleh RUPS. ----------------------------------------------- 

c. Anggota Dewan Komisaris Persero yang berakhir masa jabatannya dapat -- 

diangkat kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa jabatan paling lama 

sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh).------------------- 

10. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan - 

keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. -------------------------------- 

11. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ---- 

pada ayat 10 dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan -------

Komisaris yang bersangkutan antara lain:------------------------------------------- 

a.  tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; ------------------------------ 

b.  tidak melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan -------- 



perundang-undangan; ------------------------------------------------------------- 

c.  terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; ------------------------ 

d.  melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan; ------------ 

e.  Telah ditetapkan sebagai tersangka dan/atau terdakwa oleh aparat -------- 

penegak hukum dalam tindakan yang merugikan BUMN;------------------- 

f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai - 

kekuatan hukum yang tetap; ----------------------------------------------------- 

g.  mengundurkan diri;---------------------------------------------------------------- 

h.  Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan ------ 

tujuan Perseroan;------------------------------------------------------------------- 

12. Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 11  

Pasal ini, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk ---------

membela diri, kecuali pemberhentian karena alasan pada ayat 11 huruf e, f, --

dan g. ------------------------------------------------------------------------------------- 

13.  Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf c---- 

dan f Pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat. ---------------- 

14. Dalam hal terjadi keadaan anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan ----- 

keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus ----------

dan/atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi Perseroan -

dan Dewan Komisaris Perseroan, maka RUPS berwenang memberhentikan --

salah seorang di antara mereka.------------------------------------------------------- 

15. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh ---------- 

mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat -------

dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan ----------

Komisaris. -------------------------------------------------------------------------------- 

16. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih - 

anggota Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka: ------------------------------ 

a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut ---- 

apabila menyebabkan anggota Komisaris berjumlah kurang dari 2 (dua) -

salah satunya Komisaris Utama atau jabatan yang lowong adalah ---------



Komisaris Utama;------------------------------------------------------------------ 

b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a diselenggarakan paling lambat 90  

(sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan jabatan --------

sebagaimana huruf a. ------------------------------------------------------------- 

17. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Dewan  

Komisaris Perseroan lowong, maka untuk sementara Pemegang Saham Seri -

A Dwiwarna dapat menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan Komisaris -----

untuk menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris dengan kewenangan yang ---

sama, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat  90 (sembilan puluh) hari 

kalender setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk --------

mengisi lowongan jabatan Dewan Komisaris tersebut.---------------------------- 

18.  a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari ---------- 

jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan ----

secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. ------------- 

b.  Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -------------- 

permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 

(sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri 

tersebut. ------------------------------------------------------------------------------- 

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan  

menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah -------

diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris -----

sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan -

RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini. ------------------------- 

d.  Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan  Komisaris ----- 

yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung 

jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan -----------------------

perundang-undangan.---------------------------------------------------------------- 

e.  Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri --------------- 

sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung------------

jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang -



bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam -----

RUPS. --------------------------------------------------------------------------------- 

f.  Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang --------------- 

mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.--- 

g.  Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga --------- 

mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 --

(dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan --

oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, -------

sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan -----------

Komisaris.----------------------------------------------------------------------------- 

19. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: ------ 

a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada BUMN  

lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, dan badan usaha milik daerah; 

dan/atau ----------------------------------------------------------------------------- 

b. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.----- 

20. Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap ------- 

dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud -

pada ayat 19, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan 

tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perangkapan jabatan----

pada Perseroan, kecuali apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan -

jabatan Dewan Komisaris tersebut berakhir demi hukum dengan ---------------

pengangkatan yang bersangkutan dalam jabatan baru yang dilarang.------------ 

21.  Anggota Dewan Komisaris yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya ---- 

semula sebagaimana dimaksud pada ayat 20, maka anggota Dewan ------------

Komisaris dimaksud dianggap telah mengajukan pngunduran diri setelah ---

lewatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana disebutkan dalam ayat 20.--- 

22.  Jabatan anggota Dewan Komisaris berhenti apabila: ------------------------------ 

a.  meninggal dunia atau berhalangan tetap;---------------------------------------- 

b.  masa jabatannya berakhir;--------------------------------------------------------- 

c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi -------- 



memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan ------

sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini---------------------- 

d.  diberhentikan RUPS; atau--------------------------------------------------------- 

e. Pengunduran dirinya telah efektif, sebagaimana dimaksud dalam ayat 18- 

huruf b Pasal ini. ------------------------------------------------------------------- 

23. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa - 

jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang -----

bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum 

diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS. ------------------------------------- 

24.  Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas ---- 

termasuk tantiem dan asuransi purna jabatan yang jenis dan jumlahnya -------

ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan ------------

perundang-undangan.------------------------------------------------------------------- 

--------------------TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN  --------------------  

-----------------------------------DEWAN KOMISARIS ---------------------------------  

-------------------------------------------PASAL 15 -----------------------------------------  

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan ------- 

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan --

maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan ------

nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana 

Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan ---

Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta pengaturan perundang------------

undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan -----

maksud dan tujuan Perseroan.--------------------------------------------------------- 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, ----- 

maka: ------------------------------------------------------------------------------------- 

a. Dewan Komisaris berwenang untuk: --------------------------------------------- 

1) memeriksa buku, surat, dokumen lainnya, serta dokumen lainnya, -- 

memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat ---------

berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan; -------------------------- 



2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh  

Perseroan;--------------------------------------------------------------------- 

3) meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai  

segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;  ---------- 

4) mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan ------ 

dijalankan oleh Direksi; ---------------------------------------------------- 

5) meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan  

sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris; - 

6) mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan -------- 

Komisaris; -------------------------------------------------------------------- 

7) memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ----------- 

ketentuan Anggaran Dasar ini; -------------------------------------------- 

8) membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, ------ 

Komite Pemantau Risiko, dan komite lainnya jika dianggap perlu ---

dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan; ---------------------- 

9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka ------- 

waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan dengan 

memperhatikan ketentuan yang berlaku;---------------------------------- 

10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu - 

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran -----

Dasar ini; --------------------------------------------------------------------- 

11) menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan  

dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern setelah mendapatkan ------

persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak terlebih dahulu;---- 

12) menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal  

yang dibicarakan; dan ------------------------------------------------------- 

13) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak ---- 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan 

yang berlaku dibidang Pasar Modal, Anggaran Dasar, dan/atau ------

keputusan RUPS; ------------------------------------------------------------ 



b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk: ----------------------------------------- 

1) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan ------------ 

pengurusan Perseroan; ------------------------------------------------------ 

2) memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang ---- 

Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahunan, ---

serta rencana lainnya, yang disiapkan Direksi, sesuai dengan --------

ketentuan Anggaran Dasar ini;  -------------------------------------------- 

3) mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat  

dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap ---

penting bagi kepengurusan Perseroan; ----------------------------------- 

4) melaporkan kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak apabila ---- 

terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan; --------------------------- 

5) mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan  

melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan; ------------------- 

6) meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan  yang  

disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan; ---------- 

7) memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS ----------- 

mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta; --------------------------- 

8) membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan ---------- 

salinannya; -------------------------------------------------------------------- 

9) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya ---- 

dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;  -- 

10) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah ----------- 

dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; ----- 

11) memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau ----- 

yang diminta Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan -------------

memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang -----

berlaku di bidang Pasar Modal; -------------------------------------------- 

12) Menyampaikan laporan triwulanan mengenai kinerja Perseroan ------ 

termasuk realisasi Indikator Kinerja Utama kepada Pemegang -------



Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B Terbanyak;--- 

13) Menyusun Piagam Dewan Komisaris  dan Tata Hubungan Dewan --- 

Komisaris Perseroan dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan --------

Perseroan dan lainnya dengan memperhatikan peraturan --------------

perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal; --

dan ----------------------------------------------------------------------------- 

14) melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan --- 

dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ---------

peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau ------------ 

keputusan RUPS.------------------------------------------------------------- 

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris ----- 

harus: ------------------------------------------------------------------------------------- 

a. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ------- 

prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, ----------------

akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran; dan --------------------- 

b. beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam ----------- 

menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi --

untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan ------

Perseroan. -------------------------------------------------------------------------- 

4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS --- 

Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana -----

diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. ------------- 

5. a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung --- 

renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau ---

kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. ------- 

b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas ----- 

Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) apabila dapat ------------

membuktikan: --------------------------------------------------------------------- 

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; ---------- 

2. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung --- 



jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan -------

maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik; --------------------- 

3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak  

langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; --

dan ------------------------------------------------------------------------------ 

4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau  berlanjutnya  

kerugian tersebut. ------------------------------------------------------------- 

-----------------------------RAPAT DEWAN KOMISARIS ----------------------------  

-------------------------------------------PASAL 16 -----------------------------------------  

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.- 

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam  

1 (satu) bulan. --------------------------------------------------------------------------- 

3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala --- 

paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. ----------------------------------- 

4. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 - 

(satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau Direksi, dengan -----------

menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.---------------------------------------- 

5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama  

dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan 

kepada pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris --

Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, 

hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka pemanggilan --

rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. ------------------ 

6. Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, -- 

hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak ada Wakil -----

Komisaris Utama, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh anggota ------

Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut. ----------------- 

7. a.  Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan ----- 

disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan -------

Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat ---



atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik ---

(e-mail) paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan, 

dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau 

dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak. -------------- 

b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat yang ----- 

telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang ----

diadakan sebelumnya. --------------------------------------------------------------- 

8. Panggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat 5 harus mencantumkan acara, -- 

tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat 

kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia 

atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.--------------------------------------------- 

9. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. --------------- 

10. a.  Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil --- 

Komisaris Utama yang memimpin Rapat Dewan Komisaris, atau anggota 

Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin -

Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil ----------

Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau anggota Dewan -------

Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin ---

Rapat Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Komisaris -----

Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukkan. --- 

b.  Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam --- 

hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan ---

Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang 

ditunjuk oleh Komisaris Utama. -------------------------------------------------- 

11. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota ----- 

Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan ---------

Komisaris bertindak sebagai pimpinan Rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan 

Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat --------

apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah ----

anggota Dewan Komisaris.------------------------------------------------------------- 



12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai ----- 

anggota Dewan Komisaris lebih dari 1 (satu) orang, maka anggota Dewan ----

Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 11 pasal ini yang tertua dalam ---

usia bertindak sebagai pimpinan rapat.------------------------------------------------ 

13. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang --- 

sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) ----

bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.------------------------------------------ 

14. Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak ----- 

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota 

Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.----- 

15. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. - 

Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam --------------

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ------------------------- 

16. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup  

tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -------

dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada --------

keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.---------------------------- 

17. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah -- 

untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak 

tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara -------------

berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara 

yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.----------------------- 

18. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib dituangkan dalam - 

Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam --

rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh -

seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada ----

seluruh anggota Dewan Komisaris.------------------------------------------------ 

b.  Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib dituangkan dalam - 

Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam --

rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh -



seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan -----

disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota --------

Direksi.--------------------------------------------------------------------------------- 

c.  Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi --- 

yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan huruf b, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara -------

tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.------------- 

d.  Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib ------ 

didokumentasikan oleh Perseroan.------------------------------------------------- 

e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para ----- 

anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan ----

yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. ---------------------------------- 

19. a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa --------- 

mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota ----

Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota -------

Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan --

secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.--------------------- 

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang  

sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan -----

Komisaris.----------------------------------------------------------------------------- 

20. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara ----- 

fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui 

media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya -

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.------------------------------------------------ 

21. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, --- 

baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan 

dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana ------

Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya 

dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam -------

pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau 



kontrak tersebut.-------------------------------------------------------------------------- 

--------------RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN --------------  

-----------------------------------------PASAL 17 --------------------------------------  

1. Direksi wajib menyusun Rancangan Rencana Jangka Panjang (RJP) ------- 

dengan berpedoman pada Peta Jalan BUMN sesuai dengan ketentuan ------

peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara.------ 

2. Rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan sekurang-kurangnya ------- 

memuat:------------------------------------------------------------------------------- 

a. evaluasi pelaksanaan rencana sebelumnya;--------------------------------- 

b. posisi perseroan saat ini;------------------------------------------------------- 

c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam pengurusan;--------------------------- 

d. misi perseroan, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perseroan, dan  

program kerja;-------------------------------------------------------------------- 

e. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja;  

dan--------------------------------------------------------------------------------- 

f. proyeksi keuangan perseroan.------------------------------------------------- 

3. Rencana Jangka Panjang Perseroan yang disusun Direksi sebagaimana ---- 

dimaksud ayat 1 Pasal ini disetujui oleh RUPS.--------------------------------- 

4. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini dapat ---------- 

dikuasakan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan 

persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak. ------------------------------ 

5. Rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan yang telah ditandatangani - 

oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan kepada --

RUPS atau penerima kuasa sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini, paling 

lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku 

pertama Rencana Jangka Panjang Perseroan atau dalam waktu yang --------

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di -

bidang Pasar Modal, untuk mendapatkan persetujuan. ------------------------- 

6. Rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan  disetujui paling lambat ---- 

30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku pertama -----



Rencana Jangka Panjang Perseroan atau dalam waktu yang ditetapkan -----

dalam peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan di bidang ------

Pasar Modal.-------------------------------------------------------------------------- 

------------RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN -------------  

-------------------------------------------PASAL 18 -----------------------------------------  

1. Direksi wajib membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) --- 

untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:--------------------- 

a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program -- 

kerja/kegiatan; ---------------------------------------------------------------------- 

b. anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program ------------- 

kerja/kegiatan; ---------------------------------------------------------------------- 

c. proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya;---------------------- 

d. Program Kerja Dewan Komisaris;----------------------------------------------- 

e. Program pemerintah yang dilaksanakan termasuk penugasan khusus;----- 

f. Rencana Restrukturisasi (apabila ada);------------------------------------------ 

g. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan;------------------------------ 

h. Manajemen Risiko;----------------------------------------------------------------- 

i. Penjabaran rencana strategis TI BUMN; dan----------------------------------- 

j. hal-hal lain yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. -------------- 

2. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disusun Direksi sebagaimana - 

dimaksud ayat 1 Pasal ini disetujui oleh RUPS.------------------------------------- 

3. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini dapat dikuasakan  

kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan --

Pemegang Saham Seri B Terbanyak. ------------------------------------------------- 

4. Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang ---- 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran ----

Tahunan Perusahaan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat 1 pasal ini.-------------------------------------------------------------------------- 

5. Dalam hal kewenangan RUPS dikuasakan kepada Dewan Komisaris ---------- 

sebagaimana ayat 3 Pasal ini, rancangan Rencana Kerja dan Anggaran --------



Perusahaan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi ------------

disampaikan kepada Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga puluh) hari----

kalender sebelum tahun buku baru dimulai, atau dalam waktu yang ------------

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk ---------

mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. --------------------------------------- 

6. Rancangan Rencana Kerja dan dan Anggaran Tahunan Perusahaan disetujui - 

oleh RUPS atau Dewan Komisaris (dalam hal kewenangan RUPS dikuasakan 

kepada Dewan Komisaris sebagaimana ayat 3 Pasal ini) paling lambat 30 ----

(tiga puluh) hari kalender setelah tahun anggaran Perseroanberjalan (tahun ---

anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan) atau -

dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang ----

berlaku.----------------------------------------------------------------------------------- 

7. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan ----- 

belum disetujui oleh RUPS atau Dewan Komisaris dalam kurun waktu --------

sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal ini, maka Rencana Kerja dan --------

Anggaran Tahunan Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.--------- 

--------------------TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -------------------  

-------------------------------------------PASAL 19 -----------------------------------------  

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan -- 

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir -----------

Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. ------------------------------- 

2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang------------- 

kurangnya: ------------------------------------------------------------------------------- 

a. Laporan keuangan baik konsolidasi maupun non konsolidasi yang terdiri - 

atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau ------

dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi ---

dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan ---------

perubahan ekuitas, berikut catatan atas laporan keuangan tersebut;--------- 

b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;------------------------------------------ 

c. Laporan pelaksanaan Arah Kebijakan Umum dan Peta Jalan BUMN yang  



memperhatikan keberlanjutan keuangan Perseroan;--------------------------- 

d. Laporan pelaksanaan program pemerintah termasuk Penugasan Khusus, -- 

jika ada;------------------------------------------------------------------------------- 

e. Laporan pelaksanaan Restrukturisasi, jika ada;--------------------------------- 

f. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, jika ada;-- 

g. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi ---- 

kegiatan usaha Perseroan;---------------------------------------------------------- 

h. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan------------------ 

i. Penghasilan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ---------- 

Perseroan untuk tahun yang baru lampau.--------------------------------------- 

3. Dewan Komisaris wajib menyusun laporan mengenai tugas pengawasan yang  

telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru -------

lampau yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan -----

yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2. ------------------ 

4.  Rancangan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit  

oleh Akuntan Publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi 

disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani -----

sebelum disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan dan ------

pengesahan. ------------------------------------------------------------------------------ 

5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang telah --------------- 

ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan --------

Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 -

(lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan -

yang berlaku. ----------------------------------------------------------------------------- 

6. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani - 

Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau ---

alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan 

dalam Laporan Tahunan. --------------------------------------------------------------- 

7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang ----- 

tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 -



pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan ----------

dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan. ----------------------------------- 

8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan --- 

sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan oleh RUPS paling lambat pada 

akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir. ------------------------------------ 

9. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan  

serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan 

laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.------------------------------------------------- 

10. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan -------- 

Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan, --

berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -

kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengurusan -

dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh ---

tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan, termasuk laporan ----------

keuangan, laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta sesuai -----

dengan ketentuan yang berlaku.-------------------------------------------------------- 

11.  Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada -- 

ayat 4 pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal -------------

pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan.-------------- 

12. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat - 

kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara -------

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan -----

yang berlaku dibidang Pasar Modal.-------------------------------------------------- 

-----------------------------------------PELAPORAN --------------------------------------  

--------------------------------------------PASAL 20 -----------------------------------------  

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan --------- 

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. ------------------------------------------ 

2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini meliputi -------- 

laporan triwulanan dan Laporan Tahunan. ------------------------------------------ 

3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, Direksi - 



sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan --------

Komisaris. ------------------------------------------------------------------------------- 

4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ---- 

dan ayat 3, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai --

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang --------

berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia. ---------------------------------------- 

5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris -- 

paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya periode -------

triwulanan tersebut.--------------------------------------------------------------------- 

------------------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----------------------  

--------------------------------------------PASAL 21 -----------------------------------------  

1. RUPS dalam Perseroan adalah: ------------------------------------------------------- 

a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.-------------------- 

b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan -- 

kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 23.------------------------------- 

2. Yang dimaksud dengan RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-------- 

duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, kecuali dengan tegas --------

dinyatakan lain.-------------------------------------------------------------------------- 

3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ------ 

mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perseroan, Perseroan dapat ---

melaksanakan RUPS secara elektronik (yang dimaksud RUPS elektronik -----

adalah pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan menggunakan media -------

telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) sesuai 

dengan peraturan di bidang Pasar Modal.-------------------------------------------- 

4. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan:  

a. Sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik (e-RUPS) yang ----------- 

disediakan oleh penyedia e-RUPS yaitu Lembaga Penyimpanan dan -------

Penyelesaian yang ditunjuk oleh regulator di bidang Pasar Modal atau -----

pihak lain yang disetujui OJK;----------------------------------------------------- 

b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan. ----------------------------------------- 



5. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.  RUPS dapat - 

diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris----

dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 6.------------------------------------ 

6. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham: --------------------- 

a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:-------------------- 

i. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;-------------------------------------- 

ii. permintaan seorang atau lebih pemegang saham yang baik sendiri -- 

atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari 

jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak 

suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini ---

dan peraturan perundang-undangan; atau--------------------------------- 

iii.     Dewan Komisaris.----------------------------------------------------------- 

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan kepada Direksi  

dengan surat tercatat disertai alasannya.----------------------------------------- 

c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini yang ----------- 

disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

butir i dan ii ayat ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.--------------- 

d.  Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a harus:----------------------- 

i. dilakukan dengan itikad baik;---------------------------------------------- 

ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ---------------------------- 

iii.  merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;-------- 

iv.   disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan - 

dalam RUPS;------------------------------------------------------------------ 

v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ------ 

Anggaran Dasar Perseroan; ------------------------------------------------ 

e. Usulan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana ------- 

dimaksud pada huruf a butir i dan ii ayat ini harus merupakan permintaan 

yang membutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah 

memenuhi persyaratan dalam huruf d. ------------------------------------------ 

f. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham -- 



dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung 

sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud 

pada  huruf a diterima Direksi. --------------------------------------------------- 

g. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat -- 

tercatat sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini dari pemegang -----

saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari ----

kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf f ayat ---

ini.------------------------------------------------------------------------------------- 

h.  Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana ---- 

dimaksud pada huruf f ayat ini, atas usulan pemegang saham ---------------

sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ayat ini, dalam jangka 

waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 

permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib -------

mengumumkan:--------------------------------------------------------------------- 

1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham -- 

yang tidak  diselenggarakan; dan------------------------------------------- 

2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.----------------------------------- 

i. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud  

dalam huruf h ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender----

telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan 

penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir i dan 

ii ayat ini kepada Dewan Komisaris.--------------------------------------------- 

j.  Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ---------- 

pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung ---

sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf i ayat ini ----

diterima Dewan Komisaris.-------------------------------------------------------- 

k.  Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat - 

kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman ------

sebagaimana dimaksud dalam huruf j ayat ini.--------------------------------- 

l. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam  



jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam 

huruf j ayat ini, Dewan Komisaris wajib mengumumkan: ------------------- 

1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham -- 

yang tidak diselenggarakan; dan-------------------------------------------- 

2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. ---------------------------------- 

m. dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana  

dimaksud dalam huruf l ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari ---

kalender telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan -------------

permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri ---

yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk ------

menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana ------

dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ayat ini.---------------------------------- 

n. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ---- 

menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf m ayat ini 

wajib menyelenggarakan RUPS.-------------------------------------------------- 

o.  Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana ---- 

dimaksud dalam huruf f ayat ini atas usulan Dewan Komisaris -------------

sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf a butir iii ayat ini, dalam ------

jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak -

tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi -----

wajib mengumumkan:-------------------------------------------------------------- 

1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris  

yang tidak diselenggarakan; dan------------------------------------------- 

2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS. --------------------------------- 

p.  Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud  

dalam huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender----

telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.----- 

q.  Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ---------- 

pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung ---

sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf o ayat ini 



atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud --

dalam huruf p ayat ini telah terlampaui.----------------------------------------- 

r.  Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat - 

kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman ------

sebagaimana dimaksud dalam huruf q ayat ini.--------------------------------- 

s.  Prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf f  

dan g ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf j 

dan huruf q ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam 

huruf m ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan 

RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan Anggaran Dasar ini.  

t.   selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf s --- 

ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga -------

informasi:---------------------------------------------------------------------------- 

1) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang --- 

saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah --

kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan -----

Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;------ 

2) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan ---- 

sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri ----

mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS --------

dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua -------

pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau---------------- 

3) penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan  

Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS -

yang diusulkannya.------------------------------------------------------------ 

---------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ----------------  

-------------------------------------------PASAL 22 -----------------------------------------  

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap-tiap tahun, setelah tahun buku berakhir  

sesuai ketentuan perundang-undangan. ---------------------------------------------- 

2. Dalam RUPS  Tahunan: --------------------------------------------------------------- 



a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan, sebagaimana tersebut pada --- 

Pasal 19; ---------------------------------------------------------------------------- 

b.   Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan laba bersih Perseroan,  

jika Perseroan mempunyai laba positif; ---------------------------------------- 

c.    dilakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK --- 

sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan -

audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit -

pengendalian internal atas pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang --

berlaku dari otoritas Pasar Modal di tempat saham Perseroan terdaftar --

dan/atau dicatatkan;-------------------------------------------------------------- 

d.   Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi kepentingan Perseroan ----- 

sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.-------------------------------- 

3. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta --- 

laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, ----

berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya -

kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas  pengurusan dan -----

pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh -------

tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan ----

kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.-------- 

4. Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan ---- 

Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis ----

tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan ----

perundang-undangan di bidang Pasar Modal.--------------------------------------- 

5. Dalam pelaksanaan RUPS Tahunan untuk penunjukan Akuntan Publik ------- 

dan/atau Kantor Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan -----------------

kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu---

waktu Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk --

termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik ---------

pengganti, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal.----------- 

----------------RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA ----------------  



-------------------------------------------PASAL 23 -----------------------------------------  

Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan 

kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. ------------------------------------------------- 

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN  

WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-- 

-------------------------------------------PASAL 24 -----------------------------------------  

1. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.------ 

2. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu ---- 

diadakan di: ------------------------------------------------------------------------------ 

a. tempat kedudukan Perseroan; --------------------------------------------------- 

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -------------------- 

c. ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha - 

utama Perseroan; atau ------------------------------------------------------------ 

d.   provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan --------- 

dicatatkan. -------------------------------------------------------------------------- 

3. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan ------ 

sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------------- 

a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK; ------------- 

b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan ------------ 

c.    melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.------------------ 

4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK dilakukan dengan ketentuan sebagai ------ 

berikut: ----------------------------------------------------------------------------------- 

a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata ---- 

acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum ------

pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal -------------

pengumuman RUPS; ------------------------------------------------------------- 

b. mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini wajib ---- 

diungkapkan secara jelas dan rinci; --------------------------------------------- 

c.   dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud -- 

pada huruf b ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata --



acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan -------

RUPS;------------------------------------------------------------------------------- 

d. ketentuan huruf a, huruf b, huruf c ayat ini mutatis mutandis berlaku ----- 

untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham -----

yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan -

RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 huruf n.-------------- 

5. Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ------------- 

a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang ------ 

saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum --------------

pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal --------------

pengumuman dan tanggal pemanggilan; --------------------------------------- 

b. pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling  

kurang memuat: ------------------------------------------------------------------- 

1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;--------- 

2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara -- 

RUPS; ------------------------------------------------------------------------- 

3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan ------------------------------------- 

4) tanggal pemanggilan RUPS. ----------------------------------------------- 

c. dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau  

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6, selain -

memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS -----

sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, wajib memuat informasi ---

bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan --

dari pemegang saham atau Dewan komisaris; -------------------------------- 

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang  

Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf 

b dan huruf c ayat ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga ---

keterangan: ------------------------------------------------------------------------- 

1. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika ---- 

kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan -



tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan ------------------------------ 

2. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam ------ 

setiap rapat. ------------------------------------------------------------------- 

e. Pengumuman RUPS yang perlu dihadiri oleh Pemegang Saham ---------- 

Independen dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan di bidang -

Pasar Modal;------------------------------------------------------------------------ 

f.   Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ayat ini mutatis mutandis  

berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang -----

Saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk ----------------

menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 

huruf m Anggaran Dasar ini.------------------------------------------------------ 

6. Usulan Mata Acara Rapat dapat diajukan oleh Pemegang Saham dengan ----- 

ketentuan sebagai berikut: ------------------------------------------------------------- 

a. pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis ---- 

kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum -------------

pemanggilan RUPS;  ------------------------------------------------------------- 

b. pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana  

dimaksud huruf a adalah: -------------------------------------------------------- 

1) Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;-------------------------------------- 

2) 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per -- 

dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. - 

c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini ---- 

harus: ------------------------------------------------------------------------------- 

1) dilakukan dengan itikad baik; ---------------------------------------------- 

2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; ---------------------------- 

3)  merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;-------- 

4) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan ---------- 

5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; ---------- 

d. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud -- 

pada huruf a merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan -------



RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam 

huruf c ayat ini; -------------------------------------------------------------------- 

e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang - 

saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan -----------

sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana --

dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ayat ini. --------------------- 

7. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:--------------- 

a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham ------- 

paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal ----------

penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal ---------

pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS; -------------------------- 

b. pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang - 

memuat informasi: ---------------------------------------------------------------- 

1. tanggal penyelenggaraan RUPS; ------------------------------------------ 

2. waktu penyelenggaraan RUPS; -------------------------------------------- 

3. tempat penyelenggaraan RUPS; ------------------------------------------- 

4. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -------- 

5. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara ---------- 

tersebut;  ---------------------------------------------------------------------- 

6. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia - 

bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan -----

RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan--------------------- 

7.  Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui  

e-RUPS.----------------------------------------------------------------------- 

c. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf b mutatis mutandis berlaku ------ 

untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang 

telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 huruf n. ---------------------- 

8. RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----------------------- 

a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10  



(sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari--------

kalender setelah RUPS pertama diselenggarakan; ---------------------------- 

b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling -- 

lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua diselenggarakan; --- 

c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama ---- 

telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan --

ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan ------

perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek dimana saham -

Perseroan dicatatkan; ------------------------------------------------------------- 

d. dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu - 

sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Perseroan wajib melakukan 

RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 

pasal ini. ---------------------------------------------------------------------------- 

9. Dalam hal RUPS kedua telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum --- 

kehadiran, maka Perseroan dapat melakukan RUPS ketiga, dengan ketentuan 

sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------------- 

a.   Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan - 

ditetapkan oleh OJK;--------------------------------------------------------------- 

b.   Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus ----------- 

disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender---

setelah RUPS kedua dilangsungkan.--------------------------------------------- 

c.   Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini memuat paling  

sedikit:------------------------------------------------------------------------------- 

i. Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar  

Perseroan; --------------------------------------------------------------------- 

ii. Daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; ----- 

iii. Daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS  

pertama dan kedua; ----------------------------------------------------------- 

iv. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS  

kedua; dan---------------------------------------------------------------------- 



v. Besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.----------- 

d.   RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan  

penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam huruf a ini.-------------- 

10. Bahan Mata Acara Rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut: ------------- 

a.  Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang --- 

saham, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan -----

dan/atau e-RUPS; ----------------------------------------------------------------- 

b.   bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini ----- 

wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai ---

dengan penyelenggaraan RUPS; ------------------------------------------------ 

c.   dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur ------- 

kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, penyediaan bahan mata ----

acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-----------

undangan lain tersebut; ----------------------------------------------------------- 

d.   pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh ----- 

informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang 

tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan; -------------------------- 

e.  Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi ---- 

dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota -

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib ---

tersedia paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang ------

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;--------------------- 

11. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang ------ 

saham independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan --------

bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham independen ---

sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:----------------- 

a.   Yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham ------------- 

independen; dan-------------------------------------------------------------------- 

b.   Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar,  



yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan ----------

peraturan perundang-undangan.-------------------------------------------------- 

12. Ralat pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:- 

a.   Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat -------- 

perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan ----

sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf b Pasal ini.----------------------- 

b.   Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat  

ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau -----------

penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan 

ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat 7 Pasal ini.--------------------------------------------------------------------- 

c.   Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana  

dimaksud pada huruf b ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan --

RUPS atau perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan ------

RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena --

kesalahan Perseroan dan sepanjang OJK tidak memerintahkan -------------

pemanggilan ulang. ---------------------------------------------------------------- 

13. Hak Pemegang Saham Dalam RUPS:------------------------------------------------ 

a.   Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa - 

berhak menghadiri RUPS.--------------------------------------------------------- 

b.   Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang - 

saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan -- 

1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.------------------------------- 

c.   Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan ------------ 

pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:------------------------- 

i. Untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan - 

pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham --------

Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan-- 

ii. Untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan - 

pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham --------



Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.------- 

d.   Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal  

24 ayat 12 huruf b, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS ----

adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang -

Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.-- 

e.   Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang --- 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 huruf b pasal ini, pemegang saham 

yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana ---

dimaksud pada huruf b ayat ini.-------------------------------------------------- 

14. Pemberian kuasa secara elektronik: -------------------------------------------------- 

a. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara ------- 

elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara --

dalam RUPS.-------------------------------------------------------------------- 

b. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini ------ 

dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya --------

menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ---

ketentuan peraturan perundang-undangan----------------------------------- 

c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dapat -- 

dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang --

disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh ---

Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan 

oleh Perseroan.------------------------------------------------------------------ 

d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini harus -- 

dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan -

RUPS.---------------------------------------------------------------------------- 

e. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata  

acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.--------------------------- 

f.   Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan  

suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini jika pemegang ---

saham mencantumkan pilihan suara.----------------------------------------- 



g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada - 

huruf f ayat ini dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja -------

sebelum penyelenggaraan RUPS.--------------------------------------------- 

h. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik ----------- 

meliputi:-------------------------------------------------------------------------- 

1) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik   

pemegang saham; ---------------------------------------------------------- 

2) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau ---------------------------- 

3) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.----------------------------- 

i. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik ---------- 

sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 2) ayat ini.----------------------- 

j. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini wajib:------ 

1) cakap menurut hukum; dan ------------------------------------------------- 

2) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan -- 

karyawan Perseroan.---------------------------------------------------------- 

k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini harus telah  

terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh -------

Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan ----

oleh Perseroan. --------------------------------------------------------------------- 

l. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang  

Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa -------

dinyatakan batal. ------------------------------------------------------------------- 

m. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan -------- 

perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh -------

Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan ----

oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak --

membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan ----

yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan -----

perundang undangan.-------------------------------------------------------------- 

n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta --------- 



pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS. ------------- 

o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh ---------- 

Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa --

serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional -

standar penyelenggaraan RUPS Perseroan.------------------------------------- 

p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari -------- 

pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad --

baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.------ 

15. Penyedia e-RUPS:----------------------------------------------------------------------- 

a.  Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga  

Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain --

yang disetujui oleh OJK. ---------------------------------------------------------- 

b. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat - 

ini wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan 

biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak -

hadir dalam RUPS. ---------------------------------------------------------------- 

c. Pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat - 

ini wajib berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di ---------

wilayah Republik Indonesia. ----------------------------------------------------- 

d. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK sebagaimana dimaksud pada --- 

huruf b ayat ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam hal Perseroan ---------

menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.----------------------- 

e. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:----------------------------------------- 

1)   terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi -------- 

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

2) menyediakan hak akses kepada Pengguna e-RUPS untuk dapat ------ 

mengakses e-RUPS; ---------------------------------------------------------- 

3) memiliki dan mekanisme atau operasional penyelenggaraan e-RUPS;  

4) memastikan terselenggaranya kegiatan dan keberlangsungan --------- 

kegiatan e-RUPS; ------------------------------------------------------------- 



5) memastikan keamanan dan keandalan e-RUPS; ------------------------- 

6) menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat ---- 

perubahan atau pengembangan sistem termasuk penambahan ---------

layanan dan fitur e-RUPS; -------------------------------------------------- 

7) menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan ------------- 

pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan pengawasan, ------------

penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, dan pengujian;  

8) memiliki dan menempatkan fasilitas pengganti pusat data dan pusat - 

pemulihan bencana terkait penyelenggaraan e-RUPS di wilayah -----

Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data --------

utama; -------------------------------------------------------------------------- 

9) memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi pengamanan  

teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih ------

kelola sistem teknologi informasi; ----------------------------------------- 

10) menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan ---------------------- 

11) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan  

atau kelalaiannya dalam penyediaan dan pengelolaan e-RUPS.-------- 

f. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan -------- 

menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, kewajiban Penyedia 

e-RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini berlaku juga bagi ----

Perseroan, kecuali kewajiban menempatkan fasilitas pengganti pusat data -

dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud 

pada huruf e angka 8) ayat ini.----------------------------------------------------- 

g. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara  

penggunaan e-RUPS. --------------------------------------------------------------- 

h. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS ----------- 

sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku efektif setelah --------

memperoleh persetujuan OJK.----------------------------------------------------- 

i. Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS ----------- 

sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini mencakup paling sedikit:------ 



1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses -- 

kepada Pengguna e-RUPS, termasuk pembatalan pendaftaran ----------

Pengguna e- RUPS; ------------------------------------------------------------ 

2) biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS; ------------------------- 

3) tata cara penggunaan e-RUPS; ----------------------------------------------- 

4) hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS; ------------------------------------- 

5) batasan akses penggunaan e-RUPS; ----------------------------------------- 

6) kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pelaksanaan RUPS  

yang terdapat pada e-RUPS; -------------------------------------------------- 

7) mekanisme pelaporan dan pengambilan data dalam rangka pemenuhan  

kewajiban pelaporan Perseroan; ---------------------------------------------- 

8) perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan ----------- 

perundang-undangan; dan ----------------------------------------------------- 

9) penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna --- 

e-RUPS. ------------------------------------------------------------------------- 

16. Media Publikasi dan Bahasa:------------------------------------------------------- 

a. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, - 

pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan Risalah RUPS ---------

sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, melalui 

paling sedikit:--------------------------------------------------------------------- 

i. situs web penyedia e-RUPS; ---------------------------------------------- 

ii. situs web bursa efek; dan -------------------------------------------------- 

iii. situs web Perseroan;-------------------------------------------------------- 

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa ---

asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.------------------------ 

b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud  

dalam huruf a butir iii wajib memuat informasi yang sama dengan ------

informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.  - 

c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan --- 

dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia -



sebagaimana dimaksud pada huruf b, informasi dalam Bahasa Indonesia 

yang digunakan sebagai acuan. ------------------------------------------------ 

d. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh --------- 

Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, -----

pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan Risalah -

RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c ----

ayat ini dilakukan melalui paling sedikit: ------------------------------------- 

i. situs web bursa efek; dan ----------------------------------------------------- 

ii. situs web Perseroan; ---------------------------------------------------------- 

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing 

yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.---------------------------------- 

---------------------------PIMPINAN, TATA TERTIB DAN  --------------------------  

----------------RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  ---------------  

-------------------------------------------PASAL 25 -----------------------------------------  

1. Pimpinan RUPS: ------------------------------------------------------------------------ 

a. RUPS dipimpin oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ---- 

Komisaris; ----------------------------------------------------------------------- 

b. dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau ------------ 

berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi 

yang ditunjuk oleh Direksi; ---------------------------------------------------- 

c. dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak  

hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan -

huruf b maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam 

RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS;  ------------------------ 

d. dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -------- 

Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan -

dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS,  maka RUPS --

dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak ------------

mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -----------

Komisaris;  ----------------------------------------------------------------------- 



e. dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan ------ 

kepentingan, maka  RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi ---

yang ditunjuk oleh Direksi; ---------------------------------------------------- 

f. dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk  

memimpin RUPS mempunyai  benturan kepentingan atas mata acara --

yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota -----

Direksi yang tidak mempunyai  benturan kepentingan; ------------------- 

g. dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, -- 

RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham  bukan ------------

pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang 

hadir dalam RUPS; ------------------------------------------------------------- 

h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir ---------------- 

membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut ---------

dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham --

diperlihatkan kepadanya.------------------------------------------------------- 

2. Perseroan wajib melakukan RUPS dengan Tata Tertib RUPS sebagai berikut:  

a. pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada  

pemegang saham yang hadir; ------------------------------------------------- 

b. pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ---- 

ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai; -------------------------- 

c. pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan ------ 

penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai: ----------- 

1) kondisi umum Perseroan secara singkat; ------------------------------- 

2) mata acara rapat; ---------------------------------------------------------- 

3) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan - 

4) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan ---- 

pertanyaan dan/atau pendapat.------------------------------------------- 

3. Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: -- 

a.  Risalah RUPS dibuat dalam Bahasa Indonesia. Risalah RUPS tersebut  

menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ---



ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat;- 

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat --- 

dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari --

dan oleh peserta RUPS; -------------------------------------------------------- 

c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak ------- 

disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta ---

berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK; ----- 

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ----------- 

Pemegang Saham Independen, Risalah RUPS wajib dibuat dalam ------

bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar -

di OJK;---------------------------------------------------------------------------- 

e. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notaris  

oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari 

para peserta RUPS;-------------------------------------------------------------- 

f. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib - 

disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender--

setelah RUPS diselenggarakan;------------------------------------------------ 

g. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud -- 

pada huruf f jatuh pada hari libur, Risalah RUPS tersebut wajib --------

disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.-------------------- 

4. Perseroan wajib membuat ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai  

berikut: ----------------------------------------------------------------------------------- 

a. Ringkasan Risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang: ------ 

1. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan ---- 

RUPS, dan mata acara RUPS; ------------------------------------------- 

2. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada -- 

saat RUPS; ----------------------------------------------------------------- 

3. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat ---- 

RUPS dan persentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai 

hak suara yang sah; ------------------------------------------------------- 



4. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham ----- 

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat ----

terkait mata acara rapat; -------------------------------------------------- 

5.  jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau -- 

memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang ----

saham diberi kesempatan; ------------------------------------------------ 

6.  mekanisme pengambilan keputusan RUPS; --------------------------- 

7. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak -- 

setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata ---

acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan ---------

pemungutan suara; -------------------------------------------------------- 

8.  keputusan RUPS; dan ----------------------------------------------------- 

9.   pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham -- 

yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait  dengan --------

pembagian dividen tunai. ------------------------------------------------- 

b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib --- 

diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah 

RUPS diselenggarakan.--------------------------------------------------------- 

c. Ketentuan mengenai Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS ----- 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 3 dan 4 mutatis mutandis -

berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang -----

telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana ----

dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 huruf m dan penyelenggaraan RUPS -

oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 -

huruf i.---------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------KUORUM, HAK SUARA DAN  ----------------------------  

-------KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  -------  

-------------------------------------------PASAL 26  -----------------------------------------  

1. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan - 

dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:------------------------------ 



a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per ---- 

dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan ---

keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) ------

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam ----

rapat kecuali Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih 

besar.--------------------------------------------------------------------------------- 

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak  

tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan 

yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili ----

paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham --------

dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh --

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan ---

hak suara yang hadir dalam rapat kecuali Anggaran Dasar ini --------------

menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -------------------------------- 

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud -- 

pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan 

ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika --------

dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah ----

dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh ----

OJK atas permohonan Perseroan.------------------------------------------------ 

d. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana  

dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini berlaku juga untuk kuorum -------

kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi -------

material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara --

transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% 

(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. ---------------------------------- 

2. RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan --- 

jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima -----

puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau 

lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dilakukan dengan -----



ketentuan sebagai berikut:-------------------------------------------------------------- 

a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang  

bersama-sama mewakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari ----

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah --

sah jika disetujui oleh para pemegang saham  dan/atau wakil mereka -----

yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ¾ (tiga per empat) -----

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam ----

RUPS. ------------------------------------------------------------------------------- 

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak  

tercapai, maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh para ---------

pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama ---

mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh -----

saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui 

oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang ---------

bersama-sama mewakili lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah 

seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat; dan -------------- 

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud -- 

huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan ----

RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----

pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum --

kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh -

OJK atas permohonan Perseroan.------------------------------------------------ 

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh --- 

pemegang saham independen sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang -

Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ----------------------- 

a. dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ½ -- 

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -

sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan -------

adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang ----------

mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham ---



dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham -----------

independen.-------------------------------------------------------------------------- 

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, -- 

maka RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham 

independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah 

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang -

saham independen dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian --

dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham -----------

independen yang hadir dalam rapat; dan---------------------------------------- 

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud -- 

pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ----------

ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika --------

dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara -

yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas --------

permohonan Perseroan. ----------------------------------------------------------- 

d. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham -- 

independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham ----

yang dimiliki oleh pemegang saham Independen yang hadir dalam --------

RUPS.-------------------------------------------------------------------------------- 

4. RUPS untuk melakukan perubahan Direksi, perubahan Dewan Komisaris, ---- 

pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, peningkatan modal ditempatkan dan -------

disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ------------------------------ 

a. harus dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para ---------- 

pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-

sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh ----

saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui 

oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham ------

lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili ---

lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 

suara yang hadir dalam rapat. ---------------------------------------------------- 



b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ini --- 

tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh 

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya 

dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling 

sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 

suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh ----------------

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya 

dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 

½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 

yang hadir dalam rapat. ----------------------------------------------------------- 

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud -- 

huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan ----

RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----

pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum --

kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh -

OJK atas permohonan Perseroan, dengan  ketentuan harus dihadiri dan --

disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -------------------------- 

5. RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan -------- 

ketentuan sebagai berikut:-------------------------------------------------------------- 

a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang  

bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari ------

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah --

sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang 

sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari 

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, kecuali -

untuk acara perubahan Anggaran Dasar terkait eksistensi perusahaan dan 

perubahan struktur permodalan dihadiri dan disetujui juga oleh ------------

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. ------------------------------------------- 

b.  dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a--- 

ayat ini tidak tercapai maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh 



para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang mewakili paling ------

sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -

suara yang sah dan keputusan disetujui oleh para pemegang saham -------

dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 

½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -----

yang hadir dalam rapat, kecuali untuk acara perubahan Anggaran Dasar -

terkait eksistensi perusahaan dan perubahan struktur permodalan dihadiri 

dan disetujui juga oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. --------------- 

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud - 

huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan ----

RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----

pemegang saham dari saham dengan hak suara yang dalam kuorum ------

kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan OJK -

atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan untuk acara perubahan ----

Anggaran Dasarterkait eksistensi perusahaan dan perubahan struktur -----

permodalan dihadiri dan disetujui juga oleh oleh -----------------------------

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. ------------------------------------------- 

6. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang -------- 

berlaku maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, --------

pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan Pembubaran ----

hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan -------

sebagai berikut:-------------------------------------------------------------------------- 

a. dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang ---- 

saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama ------

mewakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh ---

saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui 

oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham ------

lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili ---

paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham -------

dengan hak suara yang hadir dalam rapat. -------------------------------------- 



b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak  

tercapai, maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang --

saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau -----

wakil mereka yang mewakili paling sedikit 2/3 dua per tiga) bagian dari -

jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah --

sah jika disetujui oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna dan para -------

pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-

sama mewakili lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh -

saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. ----------------------------- 

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud -- 

huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan ----

RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh -----

pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum --

kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh -

OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan ---

disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -------------------------- 

7. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS ---- 

untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang ---

saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi --

saham tertentu, dengan ketentuan:---------------------------------------------------- 

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per  

empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang ---

terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali -

Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;  

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, --- 

RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan -----

berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua ---

per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang --

terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali -

Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih 



besar;--------------------------------------------------------------------------------- 

c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah --- 

jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham -------

dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar ------

Perseroan menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah ---

suara setuju yang lebih besar; dan  ---------------------------------------------- 

d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud -- 

pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ----------

ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika --------

dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena -------

dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan --------

kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan ------------

Perseroan. --------------------------------------------------------------------------- 

e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak --- 

atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, --

pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan -

OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS --

terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham ----------

tersebut.------------------------------------------------------------------------------ 

8. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak - 

menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku;------------------------------------------------------------------------- 

 b. Pemegang saham dapat memberikan kuasa dan suaranya dalam RUPS ----- 

secara elektronik melalui e-RUPS, sebagaimana diatur khusus dalam ------

peraturan di bidang Pasar Modal.-------------------------------------------------- 

9. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk ----------- 

mengeluarkan 1 (satu) suara.----------------------------------------------------------- 

10. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun  

abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas -----

pemegang saham yang mengeluarkan suara.----------------------------------------- 



11. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham ----- 

berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak ----

berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian ---

dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Suara --------

berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang ----

mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan ----------

merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada pasal ini.---------- 

12. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan boleh --- 

bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun dalam pemungutan suara ---------

anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai yang -----------

bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam 

hal kuasa diberikan secara elektronik, anggota Direksi, anggota Dewan -------

Komisaris, dan/atau pegawai perseroan dilarang bertindak sebagai penerima -

kuasa.-------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat -------- 

menentukan lain.------------------------------------------------------------------------- 

14. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.------------ 

15. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana -- 

dimaksud pada ayat 14 tidak tercapai maka keputusan diambil melalui --------

pemungutan suara sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.--------- 

----------------------------------PENGGUNAAN LABA ---------------------------------  

------------------------------------------PASAL 27 ------------------------------------------ 

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan ---------- 

kerugian diputuskan oleh RUPS Tahunan.  ----------------------------------------- 

2. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS Tahunan mengenai -------------- 

penggunaan laba bersih yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan 

perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS --

Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih yang belum -

dibagi tersebut dapat disisihkan untuk dana cadangan serta usul mengenai ----

besarnya jumlah dividen kepada pemegang saham, atau pembagian lain ------



seperti tansiem (tantiem) untuk anggota Direksi dan anggota Dewan -----------

Komisaris, bonus untuk pegawai, cadangan dana sosial dan lain-lain yang ----

mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari RUPS --

untuk memutuskan lain.---------------------------------------------------------------- 

3. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan -------------- 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dibagikan kepada pemegang ----

saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS yang dihadiri dan -

disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.-------------------------------- 

4. a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan  

berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, dalam --------

keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan -------

bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----------------

perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan 

Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. ----------- 

b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen --- 

tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada ---

pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender 

setelah diumumkannya ringkasan Risalah RUPS yang memutuskan --------

pembagian dividen tunai.----------------------------------------------------------- 

c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu  

tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan ----

oleh RUPS Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen. ---- 

d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang -------- 

saham. -------------------------------------------------------------------------------- 

5. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 ----- 

pasal ini, RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian 

lain seperti tantiem untuk Direksi, Dewan Komisaris dan bonus untuk ---------

karyawan.  ------------------------------------------------------------------------------- 

6. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya boleh dibagikan apabila -- 

Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. ------------------------------------- 



7. Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus dilakukan sepanjang tidak - 

dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan.---- 

8. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ------- 

tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan dalam ----

dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. ----------------------------- 

9. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang  

Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen ---------

tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat -------------

pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya -----------

administrasi yang ditetapkan Direksi.------------------------------------------------ 

10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana --------- 

dimaksud pada ayat 8 Pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 -----

(sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.  -------------------------------------- 

11. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan  

berakhir berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan -----

Dewan Komisaris dan/atau apabila diminta oleh Pemegang Saham yang ------

mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah 

dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan --------------

kemampuan keuangan Perseroan, dan dilaksanakan sesuai peraturan -----------

perundang-undangan yang berlaku. -------------------------------------------------- 

12. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi  

setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan -

ayat 11 Pasal ini termasuk pembagian dividen interim yang belum masuk ke 

dalam RKAP.---------------------------------------------------------------------------- 

13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita ---------- 

kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh ------

Pemegang Saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris -----------

bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam -

hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim pada -------

ayat 11.------------------------------------------------------------------------------------ 



-------------------------PENGGUNAAN DANA CADANGAN ------------------------  

-------------------------------------------PASAL 28 -----------------------------------------  

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.  ------------------ 

2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 --- 

pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. ------- 

3. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS   

dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----------

Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib pada ayat 1 pasal ini dilakukan 

sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) ---

dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. ---------------------------------- 

4. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini yang belum --- 

mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini hanya dapat ---

dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi --

oleh cadangan lainnya. ----------------------------------------------------------------- 

5. Apabila  dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini -- 

telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat ---

memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi -----

keperluan Perseroan. ------------------------------------------------------------------- 

6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut ---------- 

memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan -------

persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan ----------

perundang-undangan.------------------------------------------------------------------- 

7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan - 

laba rugi.---------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -------------------------  

-------------------------------------------PASAL 29 -----------------------------------------  

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang-Undang --- 

tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang 

Pasar Modal. ----------------------------------------------------------------------------- 

2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai  



tercantum dalam Pasal 26 ayat 4 dan ayat 5.---------------------------------------- 

3. Mata acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan  

jelas dalam panggilan RUPS.---------------------------------------------------------- 

4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, ---- 

tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka -----

waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang 

ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi -----

Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri -

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -- 

5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut ---- 

dalam ayat 4 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan ------------

memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang -----------------------

Perseroan Terbatas. --------------------------------------------------------------------- 

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis - 

kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat --

kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di -

tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 --------

(tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan RUPS tentang pengurangan ----

modal tersebut.--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------PENGGABUNGAN, PELEBURAN,  -------------------------  

---------------------PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN --------------------  

-------------------------------------------PASAL 30 -----------------------------------------  

1. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan --- 

oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat 6.  

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan  

dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan -----------------

perundang-undangan  khususnya  peraturan perundang-undangan  di bidang 

Pasar Modal.----------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN  -------------------------  

--------------------BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM -------------------  



--------------------------------------------PASAL 31 ------------------------------------------  

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan  

ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat 6. ------------------------ 

2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan  

bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh 

Likuidator.-------------------------------------------------------------------------------- 

3. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang ------------ 

mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan. ------------------------ 

4. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil  

akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan 

dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah Pengadilan yang mengangkat 

likuidator tersebut menerima pertanggungjawaban.-------------------------------- 

5. Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan ---- 

hukum Perseroan adalah dengan memperhatikan peraturan perundang---------

undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.- 

---------------------------DOMISILI PEMEGANG SAHAM --------------------------  

-------------------------------------------PASAL 32------------------------------------------ 

Untuk hal-hal mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para 

Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat ---

dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 9.---------------- 

-----------------------KETENTUAN PERATURAN PENUTUP ----------------------  

-------------------------------------------PASAL 33 -----------------------------------------  

Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ---

mengikuti UUPT, peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan -----

lainnya dan/atau diputus dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan -----------

perundang-undangan.------------------------------------------------------------------------- 

-Akhirnya penghadap dengan senantiasa bertindak seperti tersebut menerangkan, -

dengan ini memberikan kuasa kepada tuan BARA INDRA ARDIYASHA, --------

Sarjana Hukum (yang identitasnya akan diuraikan di bawah ini) dan    

. 



baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk  -----------

mengajukan permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan Anggaran ----

Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam akta ini kepada Menteri Republik 

Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku untuk itu mengajukan permohonan, menandatangani 

permohonan, akta dan surat lainnya, memilih domisili, mengumumkannya dalam 

Berita Negara Republik Indonesia dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang 

diperlukan dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan di negara Republik Indonesia. ------------------------------------ 

-Akta ini diselesaikan pada pukul 09.45 WIB (sembilan lewat empat puluh lima -- 

menit Waktu Indonesia bagian Barat). ---------------------------------------------------- 

-Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas. ---------------------------------------------- 

------------------------------ DEMIKIANLAH AKTA INI; -----------------------------          

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam seperti ----------

disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan mengambil tempat di luar kantor ---- 

Notaris, Representative Office Jalan Medan Merdeka Timur 15 Jakarta -------------

Pusat, dengan dihadiri oleh: ----------------------------------------------------------------- 

- Tuan BARA INDRA ARDIYASHA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada --- 

tanggal 2-8-1981 (dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh satu), -----

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Blok Duku, Rukun -----

Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, ----

Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173040208810012; 

dan ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Nyonya DIAN ANDIRA, Sarjana Hukum, lahir di Makassar, pada tanggal ---- 

18-12-1993 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh ---

tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Amara Garden ----

Blok C4, Jalan Ciliwung, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, -------------

Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, -------------

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 7371115812930003, untuk -----------

sementara berada di Jakarta;------------------------------------------------------------ 
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STATEMENE OF RESOLUTIONS

EXERAOEDINARY GENERAL MEETING OE SI{AREHOLDEES

*PT TI}IAH EbK"

Number:16

-On this dry, Wednesday, 74-L-2A26 (the fourteenth day

c;f January two thousand twenty-six)

-At 09.30 wrB (thirty minutes past nine, western Tndonesia

Time).

-Appeared before ffi€r ASHOYA RATAM, Bachelor of Law,

Master of Notarial Law, Notary public in south Jakarta

Administ::ative city, in the plesence of witnesses known

to ile , the Notary Pubiic, anci r_o be mentioned at t.he

end of this deed:------

* Mister REsru wrDrYAtitroRo, bcrn in saJ atrga, on z0-5-1965

(the twentieth day of May one thousand nj-ne hundred

anei sixty-five), an fndonesia:r Cltrzen, the president

Director of PT TIMAH Tbk, residing in Sleman,

Karangmolo, Neighborhood Unit of (Rukun Tetangga)

406, Community Unit of {Rukun Warga) 003, Vilagge

of Purwomartani, Sub-district of Kalasan, Sleman

Regency, the holder of Res i dentiai Itlent j I rz e a rrl

number 3471032005550005, the photocopy of which is

attached to the minutes of this deed, temporarily being

in Jakarta;

-according to his statement, in this

in his capacity as mentiorred above



the powers of the Extraordinary General Meeting

of Shareholders of PT TIMAH Tbk to be mentioned

below, and thereby representing the Board of

Directors of, and therefore acting for and on

behalf of , and lega1J.y representing *Pf fIIdAE fbk",

a limited liability company incorporated pursuant

to and under the laws of the Republic of

fndonesia, domiciled and having its head office

in Pangkalpinang Crt.y, having its address at

,falan Jenderal Sudirman number 51, Opas rndah,

Taman Sari, the Art j-c1es of Associat j-on of which

have heen amended entirely in order to adjusL

with the Law number 40 of 20A7 (two thousand seven)

regarding Limited Liability ^^nr-^.' 'hereinafteruUltLlrOIly \

pr-:bJ-ished in the Statereferred to as "IrUF:["],

Gazette of Republic of

(the thirteenth day of

AS

March two thousand nine)

under number 2L, Supplement. number 7 46812009;

t}-re af oresaid Articles of Associatiorr of tl:e limited

liabi-iity company have been re-amended as included

/ announced in:**-*---

the State Gazette of the Republic of

lndonesia dated 27 -9-207i (the twenty sevent--h

Indonesia dated 13-3-2009

day of $eptember two thousand

number 1"7 Supplement number 2 935

^- ^



deed dated 26-6-2014 (the twenty sixth day

of June two thousand fourteen) under number

75, which notification on amendment to

the Articles of Association has been received

and recorded l:y the Minister of Laws and

Hurnan B.ights of the Republic of Indonesia

as evidenced from the letter dated 26-6-2074

ithe twenty sixtl-r day of June two thcusand

fourteen) under number AHU-034 64 .4A .2L .20\4; -

Deed dated 26-8-2A74 (the twentl' sixth

day of August two thousand fourteen) under

n,rmt.a r ? 1 which noti f ication on theIti-llltucl- J L I

merger of the Company has been received

and recorded by the t'linister of Laws and

Human Rights of the Republ-ic of Indonesia

as evidenced from t,he lett.er dated 26-8-20I4

(the twenty sixt.h day cf August two t.housand

f ourteen) uncier number AHLr*00006 .4A .43.2014

and notification on amendment to the

Articles of Association thereof has been

received and reci:rded by the Minister of

Laws and Human Rights of the Republic

of Indonesia as evidenced from the letter

dated 26-8-2014 (the twenLy s j-xth day

August two thousand fourteen)

AHU-00124 . 40 .4L.20L4, ----"----



deed dated 27*5*20L5 (the twenty seventh

day of May two thousand fifteen) under

number 47 , r^rhlch hras obtaj-ned approval

from the Minister of Laws and Human Rights

of f-he Repubiic of f ndonesi-a by virtue of

the Decree dated 28*5*2015 (the twenty

eighth da1, of May two thousand fifteen)

under number AHU-0936015.AH .01.42. Tahun 2015

and notification on amendment to the

Articles of As-sociaLion Lhereof has been

received and recorded by the Minister of

Laws and Human Rrghts of Lhe RepukrJ,ic

of Indonesia as ev'i dsn6s6 f rom the letter

dated 2B-5*2015 (the twenty eig'hth day

of May two thousar:d f r f teen ) under number

AHU-AH. 01 . 03-0 93542L;

deed dated 25-lA -2C',-7 ( the Lwenty s ixth

day of October two thousand seventeen)

under number 4J, which has obtained

approval f rom t-he Minister of Laws and

Human Rights of the Republic of Indonesia

by virtue of the Decree dat.eC -7 -tL*?017

(the seventh day of November two thousand

seventeen) under

00?3191.AH.01 " 02 " TAHUN 2QL1

number

and

on amendment to the Articles



thereof has been received

the Minister of, Larus and

and recorded by

Human Rights of

as evidenced

7-11-20L7 (the

two thousand

the Republic

trcm the

seventh day

of Indonesia

letter dated

of November

seventeen) under number, AHU-AH.0i. C3-0188415; -

deed dated 29*7L-ZCL1 (t.he twenty ninth

day of |Jovember two thousand seventeen)

under number 76, which has obtained approval

from the Minister of Laws and Human

Riqhts of the Republic of fndonesia by

virtue of the Decree dated 12'L2*2011

(the twelfth oay of December two thousand

serrenteen) uncler number AHU-

0026055.AH. 01. 02.TAHUN 2At] ; -------

Deed dated l2*1-2078 (the twelfth day

of July two thousand eighteen) under

number 11, which notification on amendment

to the Articles of Association has been

recei ved and recorded by the Minister of

Laws and Human Rights of the Republic

of lndonesia as evidenced from the letter

dated 73-1-2078 (the thirteenth ciay of

July two thousand eighteen) under



-the entire minutes of deed as mentioned above

are made before FATHIAH HELMI. Bachelor of

Law, Notary Public in ,Jakartai-----

deed dated 7-1-2C?A (the first day of July

f:wo thousand twenty) r-rnder number L, which

has obt.ained approval f rom the Minister

of Laws and Human Rrghts of the Republie

of Indonesia krv vl--L t ,le of the Decree dated

3*7-2020 (the third day of July two

thousand twenty) under number AHU-

0045199.AH .A7.A2. TAHUN 202A; --**---

deeC dated 28- 4-202l- {rhe twenty eighr_h

day of April two thousand tweniy one)

under numb,er 4 0 which notif ication on

arnendment to the Articles of Association

has been received and recorded by the M

inister of Laws and Humarr Rights of the

Republic of Indorresia as evidenced from

the letter dated 'f *5*2A27 (the seventh

day of May two thousand twenty one) under

number AHU-AH.01.03-0298 657 ; **--

deed dated 3*6-2A22 (the third Cay of .June

two thousand twenty

13, which has obtained

Minister of Laws and

two) under number

approval

the Republic of Indonesia by



Decree

June

dated 6-6-2A22 (the sixth day of

two thousand tr+enty two) under

AHU-0037801.AH.01.02.TAHUN 2A22 andrrumber

notification on amendment to the Articles

of A*csociation the::eof has h:een received

and recorded by the lvlinister of laws and

Human R.ights of the Republie of Indonesia

as evidenced from the letter dated 6-6-2022

(the sixth day of June t.wo thousand twenty

two) uncier number AHLI-AH" 0i. 03-0245855;----*--

-the three minutes cf deed Iast mentioned are

made before RINI YULIANTI, Bachel or of Law,

Notary Public in East Jakarta Cityi -*-----

-the last compositron of the members of the

Board of Directors and the Boarct of Commissioners

of the aforesaid timit"ed Liability Company

is included in deed dated l1 -L2-2025 (tLre

seventeenth day of December two lhousand twenty

five) under number 64 which the minutes of

deed are made before me, the Notary Public;------*

(hereinafter the af oresaid PT TII'IAII Tbk shall be

simply abbreviated tc "the Company").-----

*The appearing person is known to me, the Notary Puhlic

-The appearing person, by acting as mentioned above
sAlofirst declares as follows: ------*



-t.hat on Wednesday, 1?-12*2A25 (ihe seventeenth day

of December two thousand twenty five), taking place at

Flores Ballroom Hotel Borobudur ,lakarta, Lobby Floor,

Jalan Lapangan Banteng Selatan number L, Central Jakarta

10?10 was held an Extraorciinary General Meetinq of

Shareholders of the Company (hereinafter abbreviated to

"the t'Ieeting", ; -----
*that Notification, Announcem.ent and Summons for the

Meeting have been made pursuani- '-o the provisj-ons of

Articie 23 of the Articies of Associatron of the Company

and Article 13, Ar:r,:-e -1 an.l A:ticle i1 of the

Financral Ser-",ice Authorir_rv F.erT.ulation (POJI{) Number

l5IPOJK"A4/2A20 regardrng rhe PIar: anci Holdinq of the

General l{eeting of Shareholders of the Public Company

(hereinafter referred to as "POJK t5/20", ds foilows: --*------

- Notification on olan to hold a Meeting to the Finarrcial

Service Au'Lhority to Otoritas Jasa Keuanqan (OJK) /

the Financial Service Authority (hereinafter referred

to as "OJN") through ihe Company l-etler daied 3-11-2025

(the third day of November two thousand tr^rentlz- f ive )

under r-iumber 0488 /Tbk/PTH*00C 0 /25-S9. 3 . i in the matter

of Notifieation on PIan to Hold an Extraorciinary

General Meeting of Sharehclders ( "EGI4S" ) of PT TIMAH

Tbk ("the Company") of 2025 (two thousand twenty fi

Announcement to shareholders with res

intenti-on of makinq of Call for a Meet



implemented by

Sentral Efek

"KSEr"), the

(BEI ) llndonesian

uploading

Indonesia

website

Stock

and the

to the website of FT Kustodian

(hereinafter referred to as

of Bursa Efek Indanesia

Exchange (hereinafter referred

Company websj-te on i-CI-11"-2025t--o as *BEI" 
)

(the tenth day of November two thousand twenty five).

Summone to shareholders to at.tend a Meeti ng has

been pubiished by uploading to the website of BEI/

the Company website and r-he websile cf KSEI on 25-17-2425

(the twenty frieh Cay ci Novemoei^ twci thousand twenty

r I -- ^ \LlvE l - ---

-that at the General Meetinq of Sharehelders attended

and / ar represented by those berng present physical-1y

or electronrcally lhrough the Electronic General Meeting

System of KSEI (hereinafter caIled "eASY.NSEI") entirely

5,933,525,962 ( five billion nine hundred and thirty

three mill-ion five hundred and twenty five thousand

nine hundred and sixty two) shares including Series*A

Dwiwarna share or ar- 19.61? {se.,/enty ni-ne point sixty

seven percent ) of t.otal r.alid voting shares issued by

the Company until

(seven billion four

the Meeting, namely '1 ,44'7 t'753 | 454

hundred and forty seven million

seven hundred and fifty three thousand four hundred and

fifty four) shares comprised of:*

1 (one) Series-A Dwiwarna share,' and--



7,447 ,753,453 {seven bill-ion four }rundred and forty*seven

million seven hundred and fifty-three thousand four

hundred and fift.y-three) Series-B shares

-i-n view of the Regl-ster of Company Shareholders as

of 24-LL-2025 (the twenty fourth day of Novemher two

thousand twenty-five), until L6.00 WIB (sj-xteen zero-zeror

Western Indonesla Time), then quorum required in Article

4l- paragraph (1) a) r Article 42 a) and Article 45

CIf POLTK 15/2AZA in conjunction with Article 25 paragraph

(1) a), Artj-cle 25 paragraph (4) a) and Artiele 25

paragraph {5) a) of the Articles of Association of the

Company has been ful-filled. ------
*that the Meeting is held with Agendar BS follows:-------

Alrproval for lnendnent to the Articles of Aegoeiation. --

-that the Meeting ha-s empowered

the Board of Directors of the

with substitution rights

Company

actions

agenda,

n -+ -i ^ I ^ ^HI L-JLf,EJ

incluriing to

of Association

decision on

and restate

Company in a

to take any

the Meeting

all of the

Notarial Deed

to appropri-ate

and approval

the

F^-

required relevant to

prepare

of t.he

anci empower wit.h substitution right to convey

agency to obtain the receipt of notifical*ion

for amendment to the A::ticies ef Asseciation of

Cornpany, do anything deemed necessary and useful

such needs withrout any exceptJ-on, lncluding

addendum and / or amendment to the Articles o

if required by appropriate ageney



-that the above

the MinuLes of

Shareholders of

$errenteenth day of

under number 63,

fl€, the Notary

matters are included in t.he Deed of

the Extraordinary General Meeting of

"PT TIMAH Tbk", dated l7-12-2A25 (the

December two thousand twenty five)

the minutes of which are prepared by

PubIic (hereinafter simply abbreviat,ed

to "the Minutee of, l{eeting" } ;

-Now, therefore the appearing person Mist,er RESEU

ITIDIYANTORO by actinq in hie capacity as mentioned above

hereby restates any decisions on the First Agenda of

In tha FirEt of tha Maatinq

rrfhe Meeting by the majority votes of 5,556 ,729 ,6L2

(five biLLion five hundred and sixty Eix million Eeven

hundred and twenty nine thouEand six hundred and trrerve)

shares or at 93.92* (ninaty three point eighty tryo percent)

of total votes cast at the Meeting, decideE:---**-

To agree on amendnrent to the Articlee of Association

of the Company, among others, in order to adjust with

any Laws and regrrJ.ations and poJ.icies, incJ.uding the

Law Nurnber 16 of 2025 (two thousand twenty five)

regarding

19 of 2003

Enterprise

the FourLh Aarendment trl the Lar Nunrbar

(two thousand three) regarding State-Owned

ineluding to agree on the

Article 5 of the Articles of Association

al,tera



regrard.iag the adjuetment of any priviJ.eges over seriee-A

Dtsiwarna Shares orned by the Republic of Indonesia

-which has been approved by mor€ than 3/4 (three

fourths) of impacted voting share classificati_on being

present at the Meeti.ng, in this case, l00B (one

hundred percent) of Series-A Dwiwarna, pursuant to

Article 45 of POJK 1,5/2020:----

2. To agree to re-arange alL provisions of the ArtieLeg

of Association of the company in a comprete codification

in relaiion to amendment as referred to in poi-nt t

hereof

3. To empoxrer and authorize with substitution rights

the Board of Directors of the Company to

aetions reguired

agenda. ineludi-og

the Articles of

relevant to decision on the

Association

teke eny

, ldeeting

a]-]. ofto prepare and restate

Notarial Deed and empower

of the Company in a

with substitution right

to convey to appropriate agency to obtain the receipt

of notification and approval for anrcndnent to Lhe

Articles of Association of the Company, do anything

deemed necessary and usefuL for such needs without

any excepti.on, incl-uding to make addendum and / or

nqrendment to tha Artj.cles of Association, if required

by appropriate ageney



Subsequently, the appearing person aeting in his capacity

as mentioned above hereby states that he intends to

r€-arranqe the provi-sions of the Artj-cles of Assocj-ation

of t.he Company, so that the Articles of Assocj-ation of

the eompany shall be written and read as follows:-------
**NAME AI{D DOMICI&E*---

-ARTICT# 1-------

1. This Limited Liability Company shall bear the name

'PERUSAIiAAII PERSEROAI{ (PERSERO} pr TIMAII Ebk" or

abbreviated to $PT TIltlAH (PERSERO) Tbk" hereinaf ter

in lhese Articles of Associat.ion simply called "the

Company domiciled and having it head office in

Pangkal P:-nang, Bangka Belitung.

II

Z. The Company

representati ve

outside the

but shall be

in case of

may open branch office and I or

of f ice el sewh"ere, either inside or

terri lorv of +-1-.a Dan,ri-, 1-ig Of IndOneSia

first approved b}, the Board of Commissioner

Branch office or Representative office

outside the Territory of tlre Republic of Indonesia.-------

-__TERM OF COMPAI\TY INCORPORATION_*__

This Company was founded as of 2*8-1975 (the second

day of August one thousand nine hundred and seventy six)

and obtained legal entity status as

fifth day of February one thousand

of 5-2-1977 (the

ni



seventy seven) and shal1 be incorporated for indefinite

term

2

--Pt RPOSES, OBJECTT\IES eI{D BUSTNESS ACTTVTTIES-**--

1. Purposes and obl ectives of tl:e Company .shall be to

manage business in -uf ie f ields of mininq, indust ry,

trade, rransportation/ and service relevant. to the

mining and the optimization of use of resources

owned by the Company tc produce goods and / ar

serviees withr hiqh quality and strong competitiveness,

to ohtain / pursue profit in order to increase the

Company value by applyang r-he pr in:lples of the Lirnited

Liability Company.-

To achieve the afcresarC purplses and objectJ-ves,

the Company may conduct main business acti-ritles as

follows: -------

a. Tin Ore l"iining; -----

Other Mineral Mining not Containing Iron Ore

Othrer Minirrg and Excavation ExcludeC f rom Others; -----

Precious Basj-c Metal Manufacture fndustry

Non-Ferrous Basic Metal Manufacture Industry; -*------*

Non-Ferrous Metal Milling Industry; and***

Metal and Metal Ore Wholesale Trade

3. Other than main business acti-viti-es as r

b

d

a

f

g

SAID
in paraqraph 2 hereof, the Company may

L^LL)



activities in orCer to optimlze the use of owned

resources for:---**--

Uranium and Thorium Ore Minirro

b

d

e

f

g

h

i

Uranium and Uranium Ore Processing;-*--*

Gold and Silver Miningr-----*

Other Precious Metal Ore Mining;-----

Quartz / QuarLz Sand Quarryingi------

OLher Mininq and Quarrying Support Aetivitiee

Dredging

Land Preparat,ion; ----

Engineering and Tecitnical Consultation Activities

Excluded from Others ; --*

Head Of f i-ce Activity,' +---

Holding Company Actrvi*-y ; ---

Other Management. Consultation Aetivities

i

v

I

m

n

O

p

Lab,oratory Examination Serr.rice ; -----

Other Technical Analysis and Test;-----*-

Non-Fishery Port Building Construction;

Other Civil Building Construction Bxcluded from

Othrers ; --*----

Lodging Buildinq Constructj-onq.

r

q

+

u.

1r

Sel-f *Owned cr Rented F.ea] Estate ; ---

Motorized Transportation for Special Goocis;---------

Domestic Sea ?ransportation for Special Goo

Over,seas Sea Transportation for Spec

Seaport Service Act.ivity;

d



w

x

v

Z

aa.

bb.

River and Lake Port Service Activities

Other Water Transportation Support Activity; --------

Multimode Transportation

Other Transportation Support Activity Excluded

from Others

Rental and Lease Activities without Machinery

Option Right and Processing Industry Equipments;----

Rental and Lease Activities without Machinery

Opt.lon Right and Processing Industry Equipments;---

Rental and Lease Activities without Machinery,

Equipment and Other Tangible Goods Option Rights,

Excluded from Others;---------

dd. Machinery, Mining. Excavation and Construction

Tnrlr:cl rioa.------raluuJU!IvJ,

AA Machinery Repairs for Special Purposes

ff.

gg.

al-.

ll.

11.

hh

kk

Industrial Estate ;-------

Warehousing and Storage;

Other Warehousing and Storage;-----*-

Hazardous Waste Collection; -----

Hazardous Treatment and Disposal ; -----'-

Privately Managed Museum; -'--*--

Natural Tourism Park;*****-*

mm. Natural Adventure Tourism;

nn. Other Nat,ural Tourist Attractions

Artificial / Man-Made Tourist AttractiOO

pp Recreation Park;-------



qq.

rr.

uu,

vv.

ww.

xx.

vy.

ZZ.

aaa.

bbb.

ddd.

{€t

gqq -

hhh.

j j j.

kkk.

111.

Conservation Park outside Natural Habitat (Ex-

Situ);-

Agro-Tourism;

Forest Area Use Service outside Forestry Sector;

Other Short-Term Accommodation Provision;

Deer Nursery and Cultivation;

Mammal Captivity;

Laying Hen Cultivation;

Beef Cattle Nursery and Cuitivaticn;

Other Pouitry Nursery and Cuitivatron;

Horticultural Farming on Leafy Vegetables;

Horticultural Farming on Fruit.s;

Horticultural Earming' on Fruity Vegetables;

Tropical and Subtropical Eruit Farming,'

Freshwater Fish Farminqt in Fonds;

Reptile Captivity;

Captivity of Other Wild Plants/Animals;

Wood, Bamboo, Rattan, Pandan, Grass*Based Craft Item

Retail Trade and their Kinds;

Leather, Horn, lvory, Fur anci Preserved Animal-Based

Craft Item Retail ?rade;

Met.al-Based Craft Item Retail Trade,'

Ceramic-Based Craft Item Retail Trade;

Painting Retail Trade;

Other Craft Item and Painting Retail T



fiunm. Coffee, Granulated SuEar and Brown Sugar Retail

nnn. Processed Meat and Fish Retaii Trade;**-****

ooo. Other Food Retail Grade;-------

ppp. Textile Retail Trade;-------

qqq.

LLI.

\7\t\7

Textile-Based Household Equipment Retail Trade,'*--*-

Various Goods Retail Trade, particularly Foods,

Drinks or Tobaccos sold at Minimarket I Supermarket

/ Hypermarket,'

Various Goods Retail Trade, particularly Foode,

Drinks or Tobaccos not

Supermarket / Hypermarket

sold at Mini-market /

(sold at, Tradit j-onaf

r'r(].l AE L t ; -

ttt. Vari-ous Goods Retail Trade excluding Foods, Dri-nks

or Tobaccos sold at Department Store;

D^^l^,,+^*!.
riuJ Luur uf I L a

Drrl-r 1 aa€a
/ vu!!,

www. Potash (Fotassium Carbonate) Mlning,.

MineraI, Chemical and Other Fertilj-zer Ingredj-ent

yyy. lron Sand Mining;

zzz. Ircn Ore Mining

aaaa. Hazardous Waste Water Treatment and Disposal;-------

bbbb. Secondhand and Scrap Wholesale Trade;

cccc, Informatlon Tecirnology Activity and

o^*--] ^^-bervrces i -------



dddd. Speciai Telecommunication Activity for Private

Needs,'

eeee. Telecommunication Civil Building Construction for

Transportation Infrastructure i -------

ffff . Telecommunication Installation,'

gqgq. Field EaciLitiesi*----

hhhh. Other Building Construction; and-----

iiii. Rental of Venue for Organization of MICE Activity

and Speciai Event

7 The Company's authorized capi*.ai shall amount to

Rp 500, 000, C00, 000 . 00 ( five hundred billion Rupiah)

divided into 10,000,0CC,000 (ten billion) shares

n^mnri eorl nf . *--*-

a. 1 (one) seri,es-A Dwiwarna share,'

b. 9,999,999,999 (nine billion nine hundred and

ninety-nine million nine hundred and nJ-nety nine

thousand nj-ne hundred and ninety nine) Series*B

shares ; *-----

in a nomj-na1 value of Rp 50 . 00 ( f if ty Rupiah) per

share

2. From the authorized capitai have been issued and

subscribed for and paid up about 7 4 .4.18 (seventy four

point forty seven percent) or amounting to

TIAH

(seven billion four hundred and forty



seven hundred and

and f if t-y f our )

Rp 50.00 (fifty

nominal vaiue of

fifty three thousand four hundred

shares, in a norninal value 0f

Rupiah) per share,

Rp 372,387,672,?00.00

and seventy-two billion three hundred

million six hundred and seventy-two

or i-n a total

(three hundred

and eighty-seven

thousand seven

hundred Rupiah) eomprised of:-------

a. 1 (one) series-A Dwiwarna share or in a nominal

value of Rp 50.00 (fifty Rupiah); and---

b. 7,447,753,453 (seven billion four hundred and

forty-seven million seven hundred and fifty-three

thousand f our hu:rCred a:.C f i f uy'-t"hree ) seri es-B

shares, in a nominai vaiue of Rp 312,381 ,612,650.00

(three hundred seventy-two bill-ron three hundred

and eighty-seven mil-J-ron six hundreci and seventy-two

thousand six hundred and fifty Rupiah).--

3. 100? (one huneireci percent) of nominal value of each

^1-^-^ .i ^srrctre rssued as mentioned abcf-re, or amountin,g to

Rp 372,38'1 ,6'/2,]40.00 (thiree hundred and seventy*two

billion three hundrect and eighty-seven million six

hrundred and seventy-two thousand seven hundred Rupiah)

have been subscrihed for and paid up fully by each

shareholder of the Company.

4. In due observance of the provisions of

laws and regulations, including those

of Capital Market, share participation

the p



in the form of money or in any other forms. Share

participation in the other forms other than money,

either in the form of tanqible objects or intangib,le

objects, must fu1f111 the followrng provlsions:-------

a. object to serve as capital participation must

be announced to the public aL ihe time of surTlrnons

for General Meeting of Shareholders (hereinafter

the General Meeting of Shar:ehoiders shall be

called "the GMS") to dj-scuss the participation;-------

b. ob j ect serrinE as capil-3] participation must

be appraised by Appraiser registered with Otaritas

Jasa Keuangan (OJK) / ttre Financial Service Authority

(he::einaf ter ref erred lo as \.OJX// ) anci shall not

be pledged in any manner; ---*-

c. shall obtain approval from the GMS with quorum

as set forth in Article 26 paragraph 5 in conjunction

with Article 29 paragraph 2 hereof;

d In the event the object serving as capital

participation is provided in the form of shares

of a LimiteC Liability

Public Offering or of a

Company which perform

Public Company registered

its price must

reasonabLe market

with the Stock Exchange, then

be d.etermined on the basis of

vaIue,'

e. In the event the participation

retained earnings, sLock premium,

o



profit, and / or equity, Lhen ihe retained earninqs,

stock pr:emiurn, Company's net profit, and I at

other equity shall have been inclucied in tire

last Annua]- Financial- Staternent that hras been

audited by Accountarr-u reqistered witi'r OJK lrnder:

unqualified opinion; -------

f. fn the event the Company adds capital without

granting Preemptive Righ+-s tc Order Securities

(hereinaf ter abbrerriaLed r_o "BMETD" ) , it must

obtain approval from. the Gl-1S; anci-----

g. In the event share part_cipa-__Jn is ip1 the form

of rights to collect* to the Company compensated

as share participation, t-he rights to collect

must have been includeci in the Company, s last

financial statement that hras been audited by

Accountant. -

Shares in portfolio witl be issued by the Board

of Directors according l:o the Comparry, s caprtal needs

at time, in a manner and at price and under

regui::ements determined bv the Board. of Directors,

Meeting upon approval of the GMS, in due observance

of any pro.;isions of the A::tj-c1es of Association, and

laws and regulat!-ons, and provisicns applicable in

the field of Capital Market in

that such issuance shal1 not be

Indonesia,

--- 1--^vdJue.

at, pri



5 Any capital addition throuEh the issuance of Equity

Securities (Equity Securitj-es are any Securities that

may be exchangred with shares or any Securities

that include rights to acquire shares f ror,n the Cornpany

as j-ssuer), shall be made under the following provisions:-

a. Any capital addition through the j-ssuance of

Equity $ecurit.ies done r*ith order must be raade

by Eranting HMETD to shareholders whose names

ar€ registered in the register of tire Company

GMS whichshareholders on date specified by the

1-IJ

approves the issuance of Equity Securities in

quantity comparable to :he qr_tan rir-1, of shares

reglstered irr the register of the Con,oany shareholders

in the name of the respective shareholders on

tliat date, anC the Company must announce information

on capital addition plan by grantinq HMETD to

the shareholders in due observance of any pror,'isions

in the field of Capital Market

Without prejudice to the enforceability of provisions

applicable in the field of Capital- Marker, the

issuance of Equity Securiries without granting

HMETD to shareholders may be done in the event the

issuance of shares: -------

b.1. is addressed to the Company employee;----*-*



b.2, is addressed to the hclders of bond or any

other Securities convertible into shares issued

upon approval of the GMS;

b.3. is made fcr the purpose cf reorganizaticn

and / or restructurinq approved by ihe GMS;

b.4. is addressed specially to the Republic of

Indonesia as the Holder of Series-A Dwiwarna

Share i -------

b.5. is for the purpcse of financial position

_i mnrn.roaan.i- . 
-**-v v urLLUlr u /

b.6. is for the purpose of other than financial

position imprcvement; anc / cr****

b. 7 . is f or the purpose of trhe issuance of bonus

shares being a Share Drvidend as the result

of R.etai ned Earnings converled j nr,o capital-

and I or not being a Share Dividend as

the result of stock premium cr other equities

converted into capiLal. -

c. HMETD may be transferreci and traded within a

period set forth in any laws and regulations and

any provisions applicabJ-e in the field of Capital

Market in lndonesia. ----*-

d. Equity secr.rrities tc be issued by the Company buL

not subscribed for by the l:olders of HMETD must

be allocated to all shareholders

additional equity seeurities, provided



quantity of the equity securities which is ordered

exceeds that to be issued, the equity securities

not subscribed for must be allocated proportionally

to the quantity af IIMETD to be exercised by

each shareholder who orders the additional equity

securities. -----

e. fn the event there are stil1 any remainj-ng equity

securities not subscribed for by shareholders

as referred to in paragraph 6 d) hereof, then in

case of any standby buyer, the equity securities

must be allocated to certain Party acting as

standby buyer under same price and condi-ticns

fssuance of shares in portfolio to the holder

Of SeCUfitie. +-hlr m=rr ho avnl-r:naarl With ShafeS

or any Securities that i nclude ri-ghts to acquire

shares, ildy be executed by the Board of Directors

on the basis of the previous GMS of the Company

that has approved the issuance of the Securities. ----*

Addition of paid-up capital shalt take effect

after such payment, and any issued shares shall

have the same rights as shares having the same

classification issued by the Company, without

prejudice to the Company obligations to arrange

f

q

notification to Minister (Minister

whose dutles and responsibitities are
SAID

of law or hi-s / lner substitute) .

r_s a T



1 . Addition of the Company's authorized capital may

be execuLed only on the basis of the resolutions of

the GMS. Amendment to the Articles of Association

for the purpose of the change of the authorized

capital must be approved by Minister, provided that:---**-

a. Addition of the authorized capital making the

issued capj-taI and the paid-up capi-ta1 less than

252 (twenty five percent) of the authorized capital,

can be done insofar as:-----

a. l-. has obtained approval from the GMS to add

the authorized capital;

a.2. has obtained approval from the Minlster;

d.J.

^Ad.it.

Addition of issued and paid-up capital to

at least 25e" (twenty frve percent) must be

executed within no later than 6 (six) months

after the Minister approval;-----*-

fn the event the addition of the paid-up

capi-tal as referred to in Article 4 paragraph

7 a.3 ) hereof fails lo be fulfilled

completely, then t.he Company must re-amend

its Articles of Association, so that the

authorized capital and the paid-up capital

futfill the provisions of Limited Liability

Company Law, within 2 (two) mon

the term as referred to in Artic

7 a. 3 ) hereof not fulf illed,'-----



C)

a.5. Approval of the GMS as referred to in Article

4 paragraph 7 a.1) hereof shall include

approval to amend these Articles of Association

as referred to in Article 4 paragraph 1

i-\\ l.raraaf ------vJ

b. Amendment to the Articles of Association for

the purpose of adclition of the authorized capital

shall take effect after capital participation

making the amount of the pard-up capital at least

252 (tv,renty f ive pe r cent ) o f the authori zed

^--^-:!^1ud;,-L Ldr- and shall ha-.re the same r ights as other

shares issued by the Conpany in .riew of the

provisions of these Articles of Association, without

prejudice to the Company obligations to arranqe

approval for the amendment to the articles of

association from Minister upon the execution of

the paid-up capital increase

Any addition of capital through the issuance of Equity

Securities will deviate from the provisions mentioned

above, Lf the }aws and requlations, particularly any

laws and regulations in the field of Capital Market,

and the regiulation of the St.ock Exchangie at places

where the Company shares are registered determines

otherwise. ------
SAID



9. GMS as referred to in this article must be attended

by Series*A Dwiwarna share and thie resolutions of

the GMS must be approved by Serie s-A Dwiwarila share.

1, The Company shares shall be the registered shares

and issued in the name of their owner registered in

the Register of Shareholders compri sed of: -------

a. Series-A Dwiwarna share that may be owned specially

by the Republic of Tndonesia cnly; and--*

b, Series-B shares that may be owned by BPI Danantara

/ u^ I ,-i-.i ^-/ alvaurlrv Operasional / gUl4N (State-Owned Enterprise )

and / or thre Public

2. In these Articles of Association, the meaning of

"shares" shal1 be Serles-A Dwiwarna share and Series-B

shares, and the meaning of "shareholders" shall be

the Holder of Series-A Dwiwarna Share and the Holder

of Series-B Shares, unless expressly stated otherwise

3. The Company shall only acknowledge a person or a legal

entity asa party authorized to exercise any rights

granted by law over share

4. a. Insofar as the Arti-cles of Association doesn't

specify otherwise, then the Holder of Series-A

Dwiwarna Share, the Holder of Series

shall have the same rights

shall grant 1 (one) voting right.

and



L-
-l'J Pursuant to these Articles of Association, Series*A

Dwiwarna share sha1l be a share specially owned

by the Republic of Indonesj_a that grants its

hol-der any prlvileges as the Ho1der of Series-A

Dwiwarna Share

Rights of the tlolder of Series-A Dwiwarna Share

sha1l be:-----

c.1. any Rights to aqree in the GMS, on

c.1.1 approvai fer amendmeni to the Articies

of Associati on; ------

approval for the chanqe of capital i ------

appoin:rnenL and di scharge of the

members of the BoarC cf Dircctors and

the Board cf Ccminissioners upon approval

11

of the President;

1A approrral relevant i-r-, marnlr ,

am.a-Lgamatron, takeover, separation and

dissclutj-on of the Company,.

approval for the remuneration of the

members of the Board of Directors and

the Board of Commissioners;

c.1.6 approval for the use of profit;--

c.2. any Rights to nominate the member of the

Board of Directors and the member of

of Commissione::s

L-

31

c. 1.5

c.3. any Rights to propose the agenda o



c.4 . any Rights to request and access any data

and documents of the Company; -------

under the mechanism of use of the rights pursuant

to the provisions of the Articles of Association

and the laws and regulations

Except for any privi-leges as referred to j-n paragraph

4 c) hereof, and in any other part of these

Articles of Association, the holder of Series-B

Shares shall have the same rights in due observance

of Article 26 hereof.

5. If a share is transferred due to inheritance or by

d

to appoint a

and that appointed wi-I1 be

collective representative in the Register of Shareholders,

entitled to use any rights granted by law to the

sha re

6. In the event such collective owners fail to notify

any other reason

T /nna\ ^r \ v,,u / yerson /

shall be obliged

the Company in writing

collective representative,

any shareholder (s) whose

Register of the Company

becomes the property of more than

then those owning collectively

person among them,

recorded as their

of the appointment of the

t.he Company sha}l treat

name (s) registered in the

Shareholders as the only

valid shareholder (s) .

7. Any shareholder shalI, pursuant to Iaw
SAID

to the Arti-cles of Association of the



any resolutions adopted lawfulIy in the GMS and any

laws and regulations

8. Any laws and regulations in the field of Capital

Market and the Regulation of Stock Exchange where

the Company shares are registered shall be applicable

to al-l of the Company shares registered with the

Stock Exchanqe

___ARTICLE 6*

1. Proof of Ownership of Shares shall be as follows:*-*-----*

a. fn the evenL the Company Shares are not included

in Collective Custody of the Settlement and

Safekeeping Agency then the Company must provide

the proof of ownershi-p of shares in the form

of share certificate or collecti-re share certiflcate

to the shareholder, in due observance of capital

market rules;

b. In the event the Company

Custody of

Safekeeping Agency then the Company must issue

certificate or written confirmation to the

Settlement and Safekeeping Agency asa proof

of registration in the register of shareholders of

the Company.

2. The Company shal1 issue share certifi

in Collective

Shares are included

the Settlement and

name of its owner registered in t



Shareholders of the Company, pursuant

regarding Capit.al Market

to laws and

regulations

applicab1e in the Stock Exchange where

J

shares are recorded

The Company may issue a collective share certificate

that prove$ the ownership of 2 (two) or more shares

cwned by a Sharehrolder.

4. Share certi-ficate must at teast state:---*---

a, name and address of Shareholder,'

b. share certlficate serial numberi:------

c. date of issuance of the share certificate; and-*-

d. nominal value of share

5. Collective share certificate must at least state:---------

a. name and addrese of ehareholder;

collective share certi-ficat e se::ial- nurnber;-------

date of issuance of t.he col-lective share certificate,.-

ncminal- 'ralue of share and collective share,. and------

number of share and respective share certificate

serial numbers

6. Each share cert.ificate and / or collective share

certificate and / ar converted bohd and / ar warrant

and / or any other securities which may be converteC

into shares must contain signatures from President

Director together with President Commission

1n case of unarrailability of the Presiden

and regulation

the Company

h

d

e

whicLr case is :-tot nee essary to be p



third party, then by President Director together with

one member of the Board of Commissionersr or in

ease of unavailability of the Fresident Direetor

and the President Commissi-oner which case is not

necessary to be proved to any third party, then by

one member of the Board of Directors together with

one roember of the Board of Commissioners, and the

signatures may be direcrilz printed on the share

certificaLe and/or collective share certificate and

/ ar converted bond anci i ot warrant and i or

other securities that. may be converted into shares,

in due observance of any laws arid regulalrons regarding

Capitai Market and t.he regular r ol:

where the Ccmpany shares are recorded.

of Stock Exchange

7. In the e\rent the Company doesn'-r- issue share cerLifrcat,e,

the ownership of shares may be proved by share ownership

B

statement issueC by the Company.

All share certificates and

certi f ical-e.s 'i ssued by the

1 ar collective share

Cnmn:nrr ff:1,r J-.n ^"1 ^-.la^rJvvrlrHc: jy ltto y ljE P I i:,E+9f:t*l

as seci:rity by f ollowinq ihe provisions of any iaws

and regulat.rons regarding Capital Market anci of the

Limited Liability Company taw

-*-DUFTIEATE SIIARE CEBBIFTCATE_-_--*-

-ARTTCLE 7-------

1. In ca$e of impairment of share certifica



1\Ll a party which submj-ts written request for

duplicat.ion of the share cert j.ficate is the owner

of the share eertificate;

2t the Cornpany has received the irnpaired share

3) such impaired original share certi-ficate must

be returned and be exchanged wit.h newmay

under

2

3

share certificate same serial number as

the original serial numi:er

The Company mu-qt destroy rhe rmpaired original share

certificate after dupiication of the sha::e ceriificate

in the event share certificate r-s 1ost, duplication

of the share certificate may be made if:-*---

a. a party v;hich submi-,-s l:equest f or the dupl j-catir:n

of the share cert i- f i cat e i s tfie or^/ner of the

share certi f icate,' -----5-

b. the Cornpany has received report document issued

by ihe Poiice of the Republic of Indonesia on loss

of the share certificate;*****

c. a party which submits request for the duplication

of the sfr.are certif icate provides guararitee deemed

sufficient by the Board of Directors cf th.e Company;

and-*---

d- plan feir duplication of the lost share cer

has been announced in the Stock Ex
SAID

the Company shares are ::ecorded

t_u



(fourteen) days before the issuance of dupiicate

share certificate

4 - upon issuance of the dupl-icate share certificate,

then original share certif icate shal-1 be no J-onger

valicl for the Company

5. Any expenses for issuance oi the dupiicar-e share

certificate shal1 i:e borne i-.y the Sharehoider ccncerned.

6. The aforesaid provisions regar:ding the issuance of

r*he duplicate share ce::ti f icate shali be also

applicable f or issuance of ,lr-:p-- rcate collective share

certificate or Equity Securities. -

COLLECEI\IE CUSTODY'-_-_*

-----ARETCLE 8---

1. The foilowrnq provisions shaiJ- apply ta any shares

put in eoll-ective Custody

a. Shares put in Coll_ective Custody of the Safekeeping

and Se't-tlement. Agency must be ::ecorded in the

b

B.egister of Company Shareholders

lhe Safekeeping and Settlement Agency

Shares put in Collective Custociy

Securities Account

Agency shall be

Custodian Bank or

in the name of

of the Custodi-an

of the Saf ekeeping and Settl-ement

re gistered j-n thre name of the

Bank or the Securities Company recorded in the

the Securities Company

interest of account holder in the

or the Securities Company;

an



If shares put in Collective eustcdy of the

Custodi-an Bank constitute portions of the Securities

Portf olio of Mutual Fund in the f crm of ccllecti-..re

investment contract and are nat included in

Collective Custody of the Saf ekeeping anci Settl-ement

Agency, then the Company wilr record the shares

in the Register of Company Shareholders in the

name of the Custodi-an Bank in the interest of

Investment Unit owner of the Mutua]- Fund in the

form of such co"l-l-ective -Lnvestment contract;--**----**

Thrc Cornpany must issue certif i caie {}r confirrnation

t.o the Saf ekeeping anci Settiement Agency as

referreC t,o in a) hereof cr t-c -l-he Custocrian Bank

as referred to in ci hereof as the proof of

recordation in the Register of Company Shareholders;--

The Company must transfer the title of arly

shares put in Collectlve Custody reqistered in

t.he name of the Safekeeping and Settiement Agency

+l.n /--,rcr^,r.l -n e:ntr F^- M,ltUal FUnd inUI LilU Uu5LUL.TICTII Dclilr<! ]-\Jr clly ItL

the form of collecti:re investment contract in

t1-ie Register of Compa:-ry Shar:ehtol-de::s into the

titie of Party appornted by the Safekeeping and

Settlement Agency or the Cuslodian Bank,'

Request for transf er cf the t.itle shall- be

suhmitted by the Safekeeping and SettI

d

e

f

or the Bank Custodian to the C



Securities Administration Bureau appointed by the

Company,'

g. $afekeeping and Settlement Agency, Custodian Bank

issue confirmation toor Securities Company must

il

account holder as the proof of recordation in

Securities Account; ----*

fn Co-Ilective Custody, rx), shrare cf the same type

and classificacion -i ssued by the Company will

be equivalent and exehangeable between one and the

other; -------

The Company must rejeci the lecordatien of shares

to Collecti..re Custody if certificat-e cf the

^l-^-^^^ I ^ 'rof J.^.-+ : ^---^-! +!-^- - n-:+sirdr_es is :i_)sr_ ui LiEsLr',_yt(l ex,:ept LIIdL .i ra-ttlz

which requests such iransfer of trr-Ie can provi-de

sufficient proof and or guarantee that the Party

is a true sharehoider and the certificate is
trttlru laqt 

^r 
rlaqtrnrrorivvJLrvJsu/

l-

j. The Company must reject

to Col,lectlve Custody

as securityr put in

court judgment or seized

the recordation of shares

if the shares are pledged

conf iscat j-on bry virtue of

for the purpose of criminal

Securities Account rrrhich Securities

in Collective Custody

in-restigat:-on;

k. Holder of

are recorded

entiLled to be present and/or cast



-l
I

GSM in proportion to his ,/ her total shareholding

in the Aecount

Custodian Bank and Securj-ties Company must eonvey

Securities Account List along with the number

owned hy each holder ofof the Company

account. in the

Cornpany to

for further

Custodian Bank

the Safekeeping and

submission to the

---J rtr-^ c^^.,.^.1 !i ^^(1r!L,l LlIg DguurILre>

Settlement Agency

Company within no

Settlement Agency,

Banl< must i-nform

wilhin no 1at.er

summons for the

shares

ra

laler than 1 (one) working day befcre Summons for

the GMS -

Investment Manager shaii be entrtled to be

present and cast a vote in the GMS for the

Company share s includeci in Col lective Custociy o f

the Custodran Bank constitutrng a part of Mutual

Fund Securi-ties porr-folio in the form of collective

investment cont.ract and n,:t incl_uded 1n Collective

Cr-r st ody c t the

provicied that

on Lhe name of

Safekeeping and

the Custodian

Investment Manager

beforethan 1 (one) working day

any shares in Collective

and Settiement Agency

GMS.

The ecmpany must deliver dividenci, bonus shares,

or any other rights in relation to shareholding

to the $afekeeping and Settlement

Custody of

and the S



al

Settlement Agency sha1l further deliver the

dividend, bonus shares or the other rights to

the Custodian Bank and the Securj-ties Company

in the respective j.nterests of the holder of

account in the Custocli an Bank and the Securj-ties

Company

The Company must deliver dividend, bonus shares,

or any other rights

to the Custodian Bank

in relation to shareholding

for any shares in Collective

Custody of the Custodian Bank constituLing a

part of Mutual Fund Securitj-es portfolio in the

form of col-fective investment contract and not

included in Collective Custody of the Safekeeping

and Settlement Agency.

p . Time f rarae to determine the holder of Secu::iti es

Account entitied to obtain dividend, bonus shares

or any cther rights irr ::elation tc shareholding

in Collective Custody shall be determined by

the GMS provided lhat Custodian Bank and Securities

Company

list

must conveli Securities Account holder

along with the number of the Company

shares owned by each holder of the Securities

Account to the Safekeeping and Settlement Agency

at the latest on date serving as the

decision which sharehrolder is entitled

dividend, bonus shar:es or any other

basis of



further submission to the Company within no later

than 1 (one) working day after the date serving

as the basi-s of declsion which shareholder is

entj-tled to obtain the dividend, bonus shares or

the other rights

Provisions wit.h respect. to Collective Custody sha1l

be subject Lo laws and regulations in the fiel"d of

Capital Market and Lhe regulation of Stock Exchange

where the Company shares are recorded

REGISTER OF SIIAREHOLDERS EI.ID SPECIAI REGTSTER

Board of Directors shali nraintain ano keep the RegrsLer

of Sharehoiders and Special Regrster anci shaii be

made them avaiiable at the eompany ciomiciie

Register of ShareholCers shali ar* least contain:----------

a. name and address of shareholders;-*-----

b. number, serial number and date cf shares acquired

by sharehoiciers

1

2

d

c. amount paid up for each share;-----**

name and address of individuai person cr iegal

entity havi-ng lien over shares or i:eing r-he fi.duciary

guarantee reeipient ef sirares and the date of

lien acquisition or the dat.e of registration of

the fiduci-ary Qtuarantee;

staternent of share payrnent in any foA

money,' and---*-



3

f. any other statement deemed necesEary by the Board

of Directors

Special RegS-ster shall contaln the statement of

shareholding and / ar information on the change

of shareholding by the membess of the Board of

Directors and Lhe Board of Commissioners alonq with

their farnily in the Company and / or in any other

company and the date of share acquisit.ion.

4. Shareholder must notify the Board of Directors of

any move of residential address by l-etter with

receipL. Insof ar as sL,ch :loti f i:at -on has not yet

heen m:r-ia {-hen ,an1z srmmonses and notifications tog]1)/

t.he sharehoider shail be vaiiC if sent to the

resid.entiai adCress of the sharehclder: last reccrded

in the Reqister of Shrarehol-ders

Board of Directors sha1l be obliged r-o keep and

maintain the Register of Shareholders and Special Register

as properly as possible.

6. Each Sharehiolder shall be enlrtl.ed to have access to

LL^ n*:i ^LilE xiuurster of Shareiroiders and Speciai Reqisler at

the Company Office or at Seeurities Administration

Bureau Office appointed by the Cornpany, within working

1 . The Company's Board of Directors may appoint and

EJ

authorize the Securities Administration

hours.



8.

share reccrdation in the Reqi-ster of Shareholders and

Speciar Regisrer

Any registralion or recordation in the Register of

Shareholders including the ::ecordation of sa1e,

transfer, collateralizaiion, pleciqe or fidr_rciary securiLy,

relevant. to t.he Company shares rlrr rights or interests

oa/er the shares rnust be conducted pursuant to these

Articles of Associatron anci any iai.rs and regulations,

and rules applieabie in thre freid af Capital Market

-i * T-;^-^^.1 ^f,lt ttruLlttE:

Any prcvisions of r.his ar1--icle sha"t i be valid insofar

as not specified otherwise rn an),laws and requlaticns,

and rul es applicable rn the fieici of Capital Market

in Indonesia and the r;les :i S:ccr Exchange where

the Company shares are recor,jed

fn the €v€rit saie, transfer, coiiateralizatiorr iri the

form cf pledqe, fiducj-ary guaranl--ee, cl: those relevant

to the Company *ehares or ccss je related to rights

or interests over shares occur, then any parti,'

concerned shall make writLen report to the Boarci

of Direct.ors or a party appointed by the Board

of Direetors for recordatinn and registration in

the Register of Shareholders pursuant tc these Artictes

of Association in due observance of any

requlations in the fiefd of Capital Ma



rules of Stock Exchange in Indonesia where the

Company shares are recorded

--_TRAhISI'ER OF RIGETS O\IER SEARES__

In the event the ownership of

owner registered in the

a share changes, origlnal

Register of

1

shalI be deemed to be consistently the

share unLil new owner has been recorded in

Shareholders

owner of the

the Regist.er

of Shareholders, in due obse::vance of. the provisions

of any laws and regulation-s in the f ield of Capital

l,larket and the rules of Stock Exchange where the

Company shares are registered

2 a. Unlese determined otherwise in any l-aws and

regulations, and any rules appJ-icable i n the

f ield of Capir-a} Marke+-- and lhe Articles of

Association of the Company, Lhe transfer of rights

c\,,er shares must be prcved with a Cocument signed

by or on behalf of Transf eror, and b_v cr on behalf

of Trar:sferee with respect to shares. Document

of transfer of rights over shares must be in a

format deterrnined or approved by the Board of
nl ---L./IIELLi]j-D

Transfer of Rights over shares included in Coliective

Custody shall- be carrj.ed out by book transf

one Securiti es Account t. .flir othe

k)

ilAJ

Account raith t.he Safekeeping and Sett



Custodian Bank and Securities Companlr. Document

of transfer of rights over shares must be in a

format as determined by and / ox acceptable to

the Board of Directors, provided that the document

of transfer of ri-ghts over shares registered with

t.he Stock Exchange must fulfi1I any rules applicable

in the Stock Exchange where the shares are recorded,

without prejudiee to any laws and regulations

and provisions applicable in place where the Company

shares are recorded,.

3. Board of Directors may reject, by provi-ding reason

therefor, registratrcn of 1--he r.ransfer cf rights

cver shares 1n the Register of 1-he Cornpany Shareholders,

if any procedures specifreci in the prcvisj-ons of

the Articles of Association are not fulfilied or if

any of requirernents fcr permit granted to the Company

or any other matters required by tne Authority are

not fulfilled-

4. If the Board of Directors rejects the registration

of transfer of rights over shares, then the Board

of Direetors must submj-t notifieation on rejeetion

to a party intendi-ng to transfer its rights vrithin

rl.J

the

iater Lharr 30 (t hir i 5,,

registraticn has i:een

days after request for

received by

of Directors, in due observance of

re_oulat.ions in the f ieid of Capital
I}IAH

a.
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rules of Stock Exchange where the Company shares are

recorded

With respect to the Company shares recorded with the

Stock Exchange where the Company shares are recorded,

any rejection for recordation of transfer of riqhts

must, comply with the regulations of Stock Exchange

where the Company

Any person who obtains rights over shares because of

the death cf a shareholder ot: due i_o any reascrl

resulting in tne transfer of ownership of share uncier

che lai,v, may sui:mit any proof s of his / iher rights

as required by the Board of Directors, by submitting

writt.en request fcr registraticn as lhe holder of

the shares. R.egi-<tration may be made only if the

Board of Directors well accepts on the basi s of proofs

of the rights and without prejudice to the provisions

of the Articles of Association.--*---

i " Any rest.rict ions, prohibit.icns and provisicns set

f orth in these Arti-cles cf Associat.i*n wi:ich speclf y

::i sht-s to transfer anv rroht-s over shares and**:r""*

registration for transfer of riqhts over the share.s

must he appi-icable to any transfer of rights pursuant

to paragraph 6 hereof.

8 Any shareholders as referred to in Article 27 pa

6 a) points i and ii hereof shall

shares are recorded.

o

their shareholding at leastt^rithin 6 {six



the GMS announcement by the Board of Directors or

the Board of Commiss-i oners or as of decision bv the

Head of District' Court

9. Form anci procedures of the transfer of riqhts over

shares tradeci in the Stock Exchange must fulfi11 any

laws and regulat.ions in the f ield of Capitat Market:

and any rules of Stock Exchange, except for any

rights over Series-A Dwiwarna Shares that can not

be transferred to any person.-*---

_BOARD OF DIRECTORS___-

--ARTTCLE 11------

1. The Company, shal- be rnanageC anc led by rhe Board.

of Directors in the num.ber of r,.Leml-rer:s adj usted to

the Ccmpany's neeCs, ai ieast consistrng of 2 (two)

persons who one of them i s appoinred as president

Director, and if required, another one may be appointed

as r,zice PresiCent Director

2. Requirements of the members cf the Bcar:d of Directors

must follow the provisions of:-----

a. the St.ate-Owned Enterprise Law,-

b. the Limited Liability Ccmpany Law;

c. any laws and reguiations in the field of Caprtai

Market; and--

d. any laws and requlati ons applicable to

related to the Company business activities

the



3- Ones who may be appointed as members of the Board

of Directors shall be any individual- persons who fu1fil1

any requirements pursuant to provisions"

4. Requirements as referred to in paragraph 3 hereof

sha11 include any requirement as set forth in

the State-Owned Enterprise Law.

Art icle

15A paragraph {3)

Fulf i-1lment of

of

tr any requirements as referred t.o in

paragraph 2 and paragraph 3 hereof must be included

in written statement signed by eandidates for the

members of the Board of Directors and the written

statement sha1l be submitted to the Company. The

r^rritten statement must be examined and documented by

t.he Company.

6, Members of the Board of Directors shall be appointed

and discharged by the GMS attended by the holder

of Series-A Dwiwarna Share and the resolutions of

the meeting must be approved by the holder of

Series-A Dwiwarna Share in due observance of any

prorrisions of these Articles of Association. Members

of the Board of Directors shall be appointed by

the GMS f rr:m candidates nominated by thre Holder of

Series-A .Dar j rarna r^rhich nomination shall be binding

to the GMS, Such provision shall apply also to the

GMS held f or t.he purpose of cancellation or affi

of decision on suspenslon of Lhe

Board of Di rectors. ------



1 Resol-utions of the GMS reEarding Lhe appointment and

discharge of the members af the Board of Di-rectors

sha11 also determine rohen the appolntment and the

discharge take effect. In the event the GMS fails

to determine the same, then Lhe appointment and the

discharge of the members of the Board of Directors

shall take effect from the closing of the GMS.

a. The members of the Board of Direct.ors shall be

appointed for a term commencing from the closing

of the GMS, or a date determined by the GMS for

their appointment And shall end maximally until

the closing of sth (the fifth) Annual cMS after

their appointment, but without prejudice to the

rights of the GMS to anytime 'discharge the rnernhers

of the Board of Directors before expiration of

their term of office.

b. Such discharge shal1 take effect from the closing

of the GMS, unless determined otherwise by the

c. Members of the Board of Directors of the Company

rohose term of of fice expi-re may be re-appointed

accumulated term sfby the GMS with Lhe longest

of f ice until the closing of l-Oth (the tenth) Annual

UI'1J .

a

9. GMS may discharge the members af ihe

anytime by stating any reasons ttrerecf.

Board



10. Discharge of the members of the Board of Directors

as referred to in paragraph t hereof shrali be execr:ted-

if based on reallty the members of the Board of

Directors concerned

a fail to fulf itl their obligations r,hat, have

been aqreed upon under management contracti

fail to well perform their duties;*------
fail to comply with the provisions of any laws and

regulations and / or those of the Articles of

are involved in any action thal harrns lhe Company;

commit action that ir-rf rinses ethie s ancl / ot

propriety

have been decideci as suspect. anci I or the accuseo

by law enforcement cfficer in any action that

harms the State-Owned Enterprise. -----

are declared guilty by virtue of Court judgment

that. has a permanent force of iaw,- ----

resign; 0r----

i-\

Assoeiat j-on;

d

e

f

q

h

i GMS inAny other reasons deemed ccrrect by the

the interest and fcr the benefit cf the Company.

11. Deeision of diseharqe as referreci to in paragraph

10 hereof shall b,e made after the persons concerned

are given the opportunity

except paragraph L0 f) , gl and h)

to defend themselve

haronf ----



12. Discharge for reasons as referred to in paragraph

10 d) and q) hereof shalI constitute d,ishronorable

discharge. --*---
13. rn the event there is a condition that a member of

the Board of Directors has fanrily relationship, ei-ther

related hy blood or related by marriage within

straight }ine and I or line to the side unti] the

second generation, to the other members of the Board

of Directors and / or tc the memh,ers t.he Board

of commissioners of the Compan'y, rhen the GMS shall

have powers to discharge one of them

L4. Members of the Board of Directoi:s may be given salarir

along with
-i -^t,,,..].i -^JlluruuJlrg

any other faeilities and / ot allowances

pension compensation ln amount determined

by the GMS which authorit"y may be deregated to the

Boarci of Commissioners

15 . If at any time due to aRlr r:easons, one or more

positions of the members of thie Board of Di-rectcrs

are vacant: ---*-

a. The Board of commlssioners shall appoint any other

member ( s ) of the Board of Di_rect,ors to pe::f orm

the works of vacant position is) of the member is)

of the Boarci of Directors with same powers and

authorities.

b " In ciue observance of any appl

regulatiorrs, the GMS must be held



vacant position (s) where the Baard of Di-rectors

becomes less than 2 (tr,rro) members who one of them

is President Director or tire vacaRt positi-on is

President Director or any ot.her director required

by applicahle rule

c. Gi{S as referred to in bi her.eof shail_ be hetci

within no later than 90 (niner1,1 calendar days

from the aracancy of the position as referred to

in i: ) hereof

L5. a. If at any time due t-o any reascns ar-i positions

of the members of the Board cf Directors are

vacant r

calendar

held to

then

days

fiIl

within no later than 90 (ninety)

after such

the vacancy

a GMS musL be

positj-ons of the

vacancy,

of the

1'7 5

Board of Di"rectors

b. As long the positions are vacant and the GMS

has not yet filled the vacant positions of thc

to in a) hereof,Board of Directors as referred

the Company shall be temporarily managed by the

Boar:d of Commissioner:s, with same powers and

auti-rorities. ----

A member af the Board af Directors may resign

from his / h*r position before expiraLi-on CIf his

/ lnar term of office. In the event there

member of the Board of Directors who

the m*mb*r *f the Board of Directors



b

submit request for resignat,ion in writing to the

Cnmtta n rr

The Company must hold a GMS to decide the request

fr:r resiEnation of the member of the Board of

Directors within no later than 90 ininety) caiendar

days af ter itecel-pt of the ::equesi 'r.t: res"i-gna+.1_on. ----
rl.]ro (-nmnenrr mlrst nn6r!.. f nf O-ffnatiOn l- n t he nr:h l i Cvt"v._ irrf, ri:iiuL!vr_ Lf j= IJuv I I

anci convey any inf ormat ion t--o OJK (the Financial

Service Authority) wirhin no later than 2 {two)

working days after: ----***

i. receipt of the request for resignation of

the member of the Board of Dir:ectcrs as referred

to in a) hereof; and---

ii, having

to in b)

the reeult,s of the GMS &s referred

hereof.

Articles af

d. Before the effect of resignation, the member of

be obliged

duties and

the Board of Direct,ors cencerned shal1

to consistently execule his / her

responsih,ilities pursuant to the

Associatien and any laws and regulations.

A member of the Board of Dir:ectars who r€slgns

will- be acquitted f rcm respons j_bilities only

af ter oh,tai-ninq the discharge and acquittal f rom

+'l-,^ n^*,.- i -\noLrlc .h.rlltudr \fL"tJ.

18. A member of, the Board of, Directors shall

from holding double position as:-----



b

a. member of the Board of Di_rectors, the Board of

Commissioners; or Supervisory Board of any other

State-Owned Enterprise, the Subsidiary of the State-

Owned Enterprise and its derivati-ve, Region-Owned

Enterprise

structural

or ::eg'ional

or Private Enterorise

or functional officer of central and /

government agency / institution;----------

r\ political party administrator and / or the candidate

/ member of legislative body and/or the candidate

of Regional Head I Deputy Regional Head, and /

or Regional Head / Deputy Regional Head;

d. any other position which may cause the conflict

of interest; and / ox----

e. any other position pursuant to the provisions of

laws and re.qulations. ----

f9. In the event a perso:l hclds a posi ti on prohr bited

from being held concurrently with a position of the

member of the Board of Directors of the Company

as referred to in paragraph 18 hereof, then the

person concerned must resigin from the position within

no later than 30 (thirty) working days from his

/ lner hoJ-ding of such double positron in the

Company, unless pursuant to any laws and regulations,

the position as the member of the Board of Directors

ends by 1aw upon appointment of the pe

in new position so prohibited.



24. A member of the Board of Directors not resigning

from his / lner position as referred to in paragraph

t9 hereof, then the member of the Board of Directors

)1

2?.

concerned shall be considered to have submitted

request for such resignation after the elapse of

30 (thirty) working days as referred to in paragraph

19 hereof

In case of double position of the mernber of the

Board of Directors excluded from the provision of

paragraph 18 hereof, approval from the Board of

Commissioners' Meeting shall i:e required, unless

specified other:wise pursuant 't-c any appiicable laws

and regul ations, parr-icuiar:}y provisions in the f ietd

of Capital Market

Position of a member of the Board of Directors shall-

end in case of:-----

a. death or permanent i-mpediment;-----

expiration of his

discharge before

cf office due tc

I her term of offi-ce

expiration of his I lner term

longer fulfilling any requirements

as a member of the Board of Directors of the

Company as referred to in paragraph 3 hereof;***-**---

discharge by virtue of the resolrrtions of the GMS;

if his / lner resignation has been

b

d

e

as referred to in paragraph l7 b) hereof



a

?3. Any member of the Board of Directors who ceases

before or after the expiration of his / ner term

of offiee, exeepL due to eieatir, must convey accountability

for his / rrer actions which accountability has not

yet been accepbed l:y the GMS.

24. Members of the Board of Dlrectors may be arrytime

suspended by the Board- cf Cornrnissioners if they act

cor:trarily to these Articles of Association or there

is any indicati on of cerlill r-t- r nq al acLi-on that harms

the Company or of neg l ecr -rg --nei r obl igat ions or

there is any urqent reason for the Company, in ciue

observane* of the fol-iewirigr previsions: -**-**-

a. Such suspension must be norrf iec :-n writing to

the members of the Board cf Directors concerned

aiong with any reasons ther:eo f l^rith cc submilt ed

to the Board ,lf Director s. --

b. Notification as referred to in a) hereof shall

be suh'mitt.ed wi-thin no later than 2 (two) calendar

days aft.er decision of lhe suspension.-----

c. Such members of the Bcard of Directors l^rho are

suspended shall neither be authorized to conduct

the management of the Com.pany nor represent the

Company according to the purposes and objectives



.lu Within no later than 90 (ninety) calendar days

afte:: the suspension, the Board of Commi ssioners

must hold a GMS to cancel or affirm the suspension.***

Upon elapse of time f rame cf holding of the

GMS as ref erred to in d) he::eof or in f ailr:re of

the GMS to make decision, then such suspension

sirall be null and void

Limitation of authcri ties as referred, to in c)

hereof shall be valid as of the Cecision of the

suspensi,:n l;y the Br)a:o ci ic:r,r-ssr onel:s uitit-l-: *-

1) there is any resor ution of GMS that affirms

or cancels the suscensj on referred to in di

1.^*^^a.riereur,- ()f----

2) *uhe elapse of time fr.ame as referred to in
l\ L^-^^^r{ t I I lp r pr I I

At the GMS as referred to i_rr d) hereof, the members

of thre BoarC of Director:s ccnc€rned shaf I be gir,,en

the opportunit.y to defend themselves. *----

Suspension may nct be extencleC or re-declded

under same reason after the suspension has been

declared nu1l and void as referred to in e) hereof.--*

If GMS cancels the suspension or situation as

referred Lo in e) herecf occurs then the members

of the Board of Directors concerned must perform

f

61

Y

h

t_

again their dut.ies properly.



j. In the event GMS affirms the suspensiern then the

members of the Board of Directors concerned shall

k

be dlscharged permanently.

If the members of the Board of Dj-rectors so suspended

are absent from l-he GMS af ter belng summoned

in writing, then the members of the Board of

Directors so suspended shaii be considered to

have not exercised their rights tc defend themselves

in the GMS and shal-l have accepted the resolutions

of the GMS.

The Company must open information to the public

and shall notify OJK ithe Frrranciai Service Authrority)

of: ***--

1 ) the decision on suspensi:1t,. and-

2) any results of the GMS to cancel or affirm

the suspension as referred to in d) hereof,

or information on the canceiiaLion of the

suspension by the Board of Commissioners due

to f ailure to hold the GMS until the el-apse

of time frame as referred to in e) hereof,

within no later than 2 (two) working days

after occurrence thereof

1



-*DIIrrES, AUTHORTTTES At{D OBtrcI[rrONS Or THE*-

__BOARD OF DIRECEORS_--*

-**ARTTCLE L2------

1. Board of Directors sha1l have

act,ions relat.ed to, and shalL

the management of the Company

the

duties to take any

be responsible for.

i-n the i-nterest of

the Cornpany according to Lhe purposes and objectives

of t.he Company and

rnside or outsi-de

shal1 represent the Company either

events with limltation

Court on any rnatters and any

as referred to in any laws

and regulations, t.he Articles of Association and I ar

the Resolutions of the GMS.

2. rn the performance of duties as referred to in paragraph

( 1 ) nereof, then: ---*---
: the Board of Directors shatl have rights and

authorities: -**-

1) tc make policy cn the management of the

Company in due ohservance of applicable

provisions; *-*--

2) to make policy .for 1,ire purpose of synergy

of the Compani,. wiLh the Ma j ority Hold.ers

ef Series-B Shares guicied by policy decided

by the Majority Holders of Series-B Shares

3) to control the delegation of powe

Board of Directors to represent
sAto

.f,i-nside and outside the court to

re 6



4)

s)

o/

1)

severai persons specialiy appointed" therefor,

including the Cr:mpany workers either

individually or coliectively and / or any other

ani- i +-\r. ------s1r La vY r --

to stipulate any provisions regarding the

Ccmpany workers including the decisj_on of

wage, pension or :Id age r nsu-rance/ drrd

any other income for 1.ho enmnnnrz workers

pursuant to laws and regulations;*------

to appoint anci discharge the Company workers

tiased on the Company manp.rwer regulation, and

any laws and regulaticns;

to appoint and di-scharge Ccrporaie Secretary

and / or Internal Conirol Unit Head, upon

approrral of the Board of Commi ssioners after

f irst obtaining approrral f rorn the Ma j ority

Hclder of Series-B Shares;----*--

to write of f Fixed Asseis and / or ot-her

Assets of lhe Company pursuant to provisions

set forth in these Articles of Assoeiation

and subsequentllz reported to the Board of

Commissioners to be further report.eC and

acccunted for in Annual Report;***-

8) Board of Directors as shareholder

or roa j ority shareholder in
sAto

t
shall be authori-zed, among others:



a) to approve Lhe Company Work Plan and

Budget (R.KAP) anci Long Term Plan (RJP) of

subsidiary ti:rough the mechanism of the

GMS after first obtarning approval from

the Majority Holder of Series*B Shares;-----

b) to approve decision on limitation and

/ or certain criteria in relation to the

action of the Board of Directors of

the subsidlary pt:oposed by the Board of

Commissioners of the subsidiary pursuant

to the Articles of Association of the

subsidiary aft.er first obtaining approval

f rom the Ma j ori]_-y Hoider of Series-B

Ql.r:rac.--Urru!LU,

c i to approve the act j-on of the Board of

Directors of subsrdrar.v- that requires to

obtain approval from the Company as

shareholder and / or majority shareholder

in the subsrdiary based on limitation

and / or cri-teria set f orth in Article

72 paragraph 2 a)

d) to approve t.he

of the Corporate

Control Unit

number B point b) hereof;-

appointment and discharge

Secretary and the fnternal

Head of the subs

after first obtaining appr (
sAro

Majority Holder of Series-B Shar



e) to execute

subs rdiary

shareholder

any other authorities to the

according to 1ts capacity as

of the subsidiary as set forth

b

in the Arti-cles of Association of the

9)

subsidiary;

To take any other actions and measures with

respect to the manaqement or ownership of

the Company assets, binci the Company with

any other par:ly and / or the other narr-rr

with the Company, and represent the Company

inside and outside the court on any matters

anC any evenrs, with lirniLaticn as set forth
-.1 

^ I ^---rn any raws and regulation, lhe Articies
nf lo-^^l -+..i ^- -^x / ^-ur la5su-rd LrLr- Grru / v* the ReSOlUtiCns cf

t-i:e GM*q

Board of Directors shail be obliged:--:----

1 ) to make ef f ort_s to, and guar:antee, the

perforrnance of business and activities of

the Ccmpany aeeording ta Lhe purposes and

objectives of its business activities;-----

2) Lo prepare, in t,he right time, the Company, s

Long Term Plan, Annual hrork plan and Budget-,

and any other work plan, and their

pursuant to applicabt e provisj_ons ; ----*-

revisisn



3) to produce the Register of Shareholders,

Special Register, Minutes of the GSM, and

Mlnutes of the Board of Directors, Meetinq

4) to produce Annual Report that among others

contains Financial Statemenl as a form of

accountabitity in the management of the

Company, and the Company/ s financiai documents

as referred to in i,aw reqardinq Company

n^^"-^*i : ----r-,..i.uuttifjil_,

5) to prepare Finaneial StatemeRt as referred

to in 4 ) above on the basis of Einancial

Accountinq Standard and submit it to public

Accountant for auciitr. -----**

6) to submit Annual Report after review by

r_he Board of eommissioner_q, within no later

than 5 (five) mcnths after the end of

the Company, s fiscal yeer, to the GMS for

apprcval anci validation; ---*---

1) to provide explanarion to tlie GMS regarding

Annual Report; -------

B ) to submit Balarrce sheet and rncome stalernent

that has been validated by the cMS to

Minister in charge of laws pursuant to the

provisions of laws and regu



9)

1n\

11)

721

13)

L4)

Lo submit report on the impiementation of

book writ.e-of f and coilecLion w::ite-of f
pursuant to laws and requlations;-------

to prepare any other reports required by

tlre prorzisions of laws and regr_rlations;

t.o maintain the Register of Shareholders,

Speciai Feq:ster, i,linutes of the GMS, Mrnutes

cf the Board of Conl'rrissioners' Meeting and

Minutes of the BearC of Directors, I,{eeting,

the Company's Annuai Report and financiai

documents as referred to in 4) and 5) above,

and any other Comparry documents;-*----

to store in the Company domicile: Register

oi Shareholders, Special Register, Minutes

of the GMS. Minutes of the Board of

Commissioners' Meeting and Minutes of lhe

Board cf Directcrs' f"fspt i nr: i-hs Company, s

Annual Report and financial documents, and

any other documents of the CCImpany;

to produce and mai ntain the Company 1-rookkeeping

arrd administration accor:ding to prevalence in

= r\armnSr.l\r. --***vv](.tJur l-} ,

te prepare acccunting systern

Finan*ia1 Accounting SLandard

the principles of internal contr

accordlng to

3A'O
and



the functions of management. recordatj-on,

storage, and supervi sion,' ------

r5)

16)

17)

18)

to provi-de periodic

and time pursuant

regulations, and

Lime requested by

report according to method

to applicable laws and

other report at any

Board of Commissioners

of Series-A Dwiwarna

any

the

and / or the Holder

Share and/or the Majority Holder of Series-B

Shares, in due observance of any laws

and regulations, and any rules applicable in

Capital MarkeL,.

to prepare the

of tlre eompany

detall and dut.ies,'

to provide

questi oned

the Board

Series-A

or requested by

of Commissioners,

Dwiwarna Share and

1:he members of

lhe Holder of

composition of organization

completely along with j-ts

explanation regarding any matters

the Majority

Holder of Series-B Shares, in due observance

of any laws and regulations, any rules

applicable in Capital Market;----***

to perform any other obligations pursuant to

provisions set forth in these Art-lcles of

Assocj-ation and decided by the GMS..



3

19) to prepare Charter / SuiAeline and Code

of Conduct, of the Board of Directorsr Warks

?n\

(BOD -Charter) ; and-----

To decj-de the policy of the Company management

by consi-stently ohserving and being suhject

to strategl-e guideline / policy determined

by the Majority Holder of Series-B Shares.

In the perf ormance cf its duties, the Boa rd of

Directcrs must dedicat.e its energiy. thought, attentron
and service fully on the duties, obligations and

achievemer-rts of the Cornpany objectives.*----
I n +ho na-f!i, Lr1!: i,=r ioIIIlBIlCe of their: dut.ieS, lhe members of

thc Hoarci of Directors mu-1t comply with t}:ese

Articles of Association cf the company, anci any 1ar+s

and regulations, anci must execuie the principles of
professionalism, efficiency, transparency, independenc€,

accountai:i1ity, responsibility and reasonabii-ity

rn the performance of their duties, each member of
1:he Board of Directors mr.qr - i n good faith with
fu11 responsibility, conduct any duties in the interest
of the company business by considering any business

risks and in due observance of the prevaiiing laws

and requlations

4

tr

6. a. Any members of the Board of

he responsi_ble indi'ridual j-y a

for the Company loss arising f

reR
.3.

Director sha



er neEliEence of the members of the Board

of Directors in performing their respective

duties

b. The members of the Board of Directors shall

not be subi ect to responsibilit_y f or tite Company

loss as referred to in a) abcve, if they

carl prove that: ---*---

1) the ioss is not caused by lheir mistake

or negligence; -----*-

2) they have ca rr ied out managrement in gcod

faith, wlth full responsibillty. and prudence

for the benefl: cf, ano acccrdrna rA

the purposes and objectives of, the Company;--

3 i they have no conf lict cf int-erest, ei_ther

directly or indirectly, with any acti-ons

of management that resr-ilt in l-oss; ancl---

4) they have taken any actions to prevent

the emergence or continuance cf the loss

The following actlons of the Baard of Directors must

obiain written approval from the Board of commissioners: --,-

a. To write off the Company assets with certain

value limitation determineC by the Board of

commissioners in due observance of the provisions

of any laws and regulations that govern

Owned Enterprise, a$ folloros i -------



b

1) Write-off due to the assignment / transfer of

Fixed Assets of the Company;

2) Write-off due to the assignment / transfer of

any other Assets of the Company; ----*--

3) Write-off of Fixeci Assets and / or any other

Assets of the Company, not because cf assignment

/ transfer, includrnE the write-off of

uncollectible receirrabies ; ----

To waive the rights to ccllect or not to collect

any uncall-ectible principai receivables, interest

receivables, fines, costs, and any other non-principal

receivables, carried cut fcr the purpose of

restructur j-ng and I or setl-lement of receivables

and any other action for the purpose of settlement

of the Company receivahles, that have been

written c:ff, erther in part or entirely, with

certain ';alue limitation determined by the Board

of Cornmissionersr provided that the execuLrcn

of collection write-off must first obtain approval

from BPI Danantara pursuant. to laws in the field

af. State-Owned Enterprise

'Fn ^^l1-{_^ra1i-^ tsl-ra r.^m^-^., -d-^{.- ^,,-:i-L(J UU-L-LciLerd_L_Lze Llle LUirrIJctIly dSSeLS cr5 ci securrLy

under certain value limitaiion determined by the

7

E*.rfr-Board of Commissioners;



.] To bind the Company as guarantor (borg or avalist)

in certaj-n value det.ermined by the Board of

Commj- s sioners ; *------

e. To receive medium / long-rerm l_oan and provide

medium / Long-term loan in certain value cetermined

by the Board of commissioners, in due observance

of any provisions in the field. cf Capital Marketi---*-

f . To provide loan to si:h,s i ,-J i a r-'z : S ref errect tc in

any iaws and regulations that govern state-owned

Enterprise under certain value iimitation determined

by the Board of Commissioners,.-----

q. To make cooper:ation wrth any other business

entity or party, in the form of licensing cooperation,

management contract r 3-ss€l_s rental, Joint Operation

(KSO) , Bui-1d-Operate-Transfer (BOT), Bui fd-Own-

Transfer (Bowr), Build- Transfer-cperate (BTo)

and any other cooperation of the same kind and

not day-to-day business as usual of the Company

under certain value and term delermined by the

Boarcl of Commissioners,. -------

lt. aL, iitdJ1.u

company/

capital

joint venture

including

participation

company/

subsidiary company and

under certain value limitation ctete

company/ and

participation

/ or joint

in subsidiary

/ ar any other

to establish

ventu

Board of Commissioners, except for



:_

af securinq the reeeivables, in due observance

of any rules in the field of Capital Market;----

To deerease capital partieipation, including dilution

to subsidiary company, joint venture company, and

/ ox any other company under certain value limit,ation

determined by the Board of Commi-ssioners, except

for the purpose of securing the receivables, in
due observance of any rules in the field of Capital

Market ; ------------ErE

J. To dispose of capital participation from subsidiary

company/ joint" venture company/ and / or any

other company under ce:.tain value limitation

determined by the Board of Commissicners, excepi

for the purpCIse of securing the receivables, in

due observance of any rules in the field of

Capital Market;-------

To take any actieins includ"ed in mate::ia j- transaction

as specified by any laws and regulations in the

field of capital l4arket in cerrain vaJue determined

b,y the Board of Commissi oners, except that the

actions are included in material l::ansaction excluded

bir any larEs anci requl_ations appli=cable in the f ield

cf Capital Market;

To concluet mergier, amalqiamation,

and dissolut j-on of subsidiary

takeoverr s€

r-

I

venture company in certain value



Board of Commissioners, in due observance of any

rules 1n the field of Capital Market;----

To make investment under certai-n value limitation

and / or criteria determined by the Board of

Commissioners in due observance of any rules in

the field of Capital l{arket;

To decide and change the Company logo;

To decide organizational structure 1 (one) 1evel

below the Board of Directors;

p. To establish / found a foundation, organization

either thoseand / or association incorporated

related directly or i-ndirectly thereto, founded

by subsidiary company

n

o

ttt

t

q. To charge f i-xed and routine fees and obli-gations

or assoeiationtc foundation, organization and /

t

incorporated, founded by suhsidiary company; ---

To decide guideline and/or policy on investment

An\7Afn-nn6
v v v u ! r f qr r uL ,

Any actions not yet decrded in the Company Workq

Plan and Budget

To waive any

for production

rights over

operation or

mining business

any rights over

perntit

mining

&L- -+LIIA L

e

business permit. j-n any other valid forms

have entered production operation stage.

The foilowing actions may be taken oniy

of Directcr s af ter obtainirrg writlerr



Qr

the Board of Commissioners and the Majority HoLder

of Series-B Shares and receiving approval from t.he

Holder of Series-A Dwiwarna Share:---*---

a. to nominate the Company representative to be

a candidate for the Member of the Board of Directors

b

and the Board of CorcLmissioners of j oint venture

company and / or subsidiary company being a State-

Owned Enterprise,' -----

to nominate the Compani,' represen'uative to be

a candidate f or the l'lember of the Board of

Directors and the Boarci of Commissioners of joint

venture company and / or subsidiary company not

being a certain St-ate-Owned Enterprise decided

by the Majority Holder of Series-B Shares;-------

Limitation and / or criteria decided by the

Board of Commi ssioners for any matters as referred

t.o in paragraph J a), b), c), d) , e), f), g),

h), i), )) , k), 1) and m) hereof shall be made

after obtaining approval from the Majority Holder

of Series-B Shares; ---

Approval of the Board of Commissioners particularly

related to paragrraph -7 a), b), c), d) , e), f),

g) , h), i), j ), k), 1) and m) hereof under certain

b

limitation and criteria shall be

i

obtaining approval from the Ho



Dwiwarna Share or the Majority Holder of Serles-B

Qhrrac. ------U11q!CJ r -----

Approval of the Boarci of Commissioners particurarry

related to paragraph 1 r), s), anri t) hereof shall

be decided after obtaining approval from the

Majority Holder of Series-B Shares;**----*

Board of Directors' actions as referred to in

paragraph 1 g) hereof insofar as they are required

for the purpose of principal business activity

normally conducted in the field of relevant business

in due observance of the provisions of any laws

and regulations, shall not require approval from

the Board of Commissioners and / or ihe GMS,

Boarci of Di::ectoi:s' aci_aon-s as ref er:red. to in

paragraph '7 g ) and h) hereof lnsofar as they

are required for the purpose of participation

1n a tender and / or in order to perform a

project and / ar fuifill any requirements and /
or for the purpcse of the pr:incipal business

activity normally conducted in the field of

relevant business in due observance of the provisi-ons

of the laws and regulations, sha-l-1 not require

approval from the Board of Commissioners and /
or the GMS

10. Within no iater than 30 (thirty) calenda

d

C

e

receipt of request or explanation and compl



from the Board of DireeLors, the Board of Commissioners

must make decision or provide response as referred

to in paragraph 7 and paragraph I hereof

11. Board of Directors must request approval from the GMS:----

a

b

to transfer the

to ptedge the

Company assets;

Company assets as a security for

debt;

-nnqliirrlino m^ra +'-:- q^;- ;- cl'.; r.arn;nr \ nf !^L-lULJII>L-LLL,rLIijV lllule Li-dJ; iec lr--Lj p=-:-crrL/ uL LULdf

net assets of the Conpan-v wiihin 1 (one ) or more

transae ti,:ns, elther those correl-ateO or not,

except to act as the manager of the Companl7 business,

pursuant to Article 3 hereof.

12. a. The following

of Directors

actions may be taken by the Board

only after obtaining rr*ritten response

and ohtaininqfrom the Board of Conimissi-oners

approval from the GMS:-***---

1 ) to do any actions included in material- transacticn

as prescribed by any iaws and regulations in

the f ield cf Capilal- Market in a val-ue above

50.o (f if ty pere ent ) of ti"ie eompany equity,

except that the actions are included in

material- transaction excluded by any laws and

regulations applicable in the field cf Capital

rtr- -'i-^r -L'IdrIlcL/

2) to make any

of interest

transactions eausing

as set forth in



requlaiions applicah,ie in the fieid of Capital

Markel ; -------

3 ) to make any other t.ransact j,cns in order to

fuifili any laws and reguiations applicable in

the field of Capital Market ; --*

4 ) to execute special- assJ-gnment orderecl by eentral

Gove::nrnent; -----

5) to set up Pension Funci and / ar make amendment

to Pension Fund ReguJ-aticn as required l:y any

laws and regulations. ---

b. If within 30 (thirty') calendar days from receipt

of request. or explarration anci any documents f rom

the Board of Di-rectors, the Boarcl of Commissioners

fails to provide written response then the GMS

may make decision without any written response

from the Board of Commissioners

13. Legal actions as referred tc in paragraph 11 and

paragraph L2 hereof taken without approval from the

GMS shalI remain binding to che Company insofar as

any other party in the lega1 actions has good faith

L4. GMS may either diminish limitalions to the Board

of Directors' actions set forth in these Arti-c1es

of Assoeiatisn CIr determine any other limitaLions to

the Board of Directors, other than those

in these Articles of Association.



15. Managernerrt poricy shal-l- be deter:mined in the Board

of Directors, Meeting

16. For the purpose of i;iiplementation of the company

management, eaeh member of ti"le Bsard of Directors

shall be entitled and authorized to act for and on

behaif of the Board cf Directors and ::epresent the

company in acccrd.ance wit.h the pciicy and authcritir

of the company managemenL prescribed by virtue c,f

1-he Baard of Direetors, deeision

77. rf not specified otherwise in the policy of rhe

company managiement as referred to in paragraph 1s

hereof, the Board of Directcrs shall- be ent.itled

and authorized tc act fe:: and on behaif of the Boa::d

of Directors and represent the company either inside

or outside t.he Court

18. a. rn case of unavailabil-ity or absence of president

Director due to An1/ reAa.rn whicl"r CaSe is not

necessary to be proved to any third party then

Yice Presidenr Director shal] be authorized tCI

act f or and on behalf af t.he Boarci of Directors

and to execute any duties cf i-he president

Director or the presidenr- Diree t+r shall_ appe int
in writing one of the members of thre Boarcl of

Directors authorized to act for and on beha

the Board of Direet.ors and to execute

of the President Director and / ar V



Director if at the same time the Vice President

Director is unavailable or absent "

b. In case of unavailability or absence of Vice

Pres j-dent Director due to any reason, which case

is not necessary

t,hen the Vice

of Directors

in writing a member of the Board of Directors

authorized to execute any duties of the Vice

President Director or the Vice PresidenL Di-rector

sha11 appoint

to be proved t,o any third party

President Director shal1 appoint

in wr5-ti-ng a member of the Board

authorized to act for and on behalf

of the Board of Directors and to execute any

duties of the President Director and I ox the

Vice President Director if the President Director

is previously unavailable or absent.

c. If GMS doesn' t appoint Vice Presj.dent Di-rector,

then in case of unavailability or absenee of

President Director due to any reason, which

i ^ *^rudse I 5 lr(i r- necessa ry

party, the Presi dent

wriLing a member cf

authorized to aet for

of Directors and to

to he proved

Director sha11

the Board

and. on behalf

to any tirird.

appoint in

of Directors

of the Boarcl

exeeuLe any duties of the

Fresident Director.

19. In case of no appointment by President

a member of the Board of Di-rectors



./ her position for

to act for and on

the lonqest time sha1l be authorized

behalf of the Board of Directors

and to execute any duti_es of the president Director

24. Board cf Directors shal1, for certain actions on

also entitled to appoint one

representative or attorney-in-fact,

or them, powers for the certain

its own account, be

or more persons as its
by giving him / lner

a

21,

22.

actions specified in the power of att.orney

Dist ributicn af dutres anc auihcr:-::e s of each membe-r

of the Board of Dr::ector-s shali _be decicied by a_ GMS.

rn the event the GMS doe*qn't deci-de the dist.rrbution

of duties and author:i ties r-hen the dist::ibution

cf duties anfl auchcrie i-es amorrg --he mernber s cf t.he

Board of Directors shail be decicied by virtue of

the decision of the Board of Directors. ------

Board of Directors shalJ-, in the rnanagement of

the Company,

GMS i-nsofar as

execute any instruction provided by

it doesnf t conflict with any 1aws and

regulations and / or these Articl_es of Associatj-on

23" A member of the Board of Directors sha11 not be

authorized to represent the Company if:----*

Threr:e is any case in Cou::t betr,+een tLre Company and

the member of the Board of Directors concernecl,. or:---

The member of the Board of Directors concerned

AH TE
3.

l^

has a conflict of interest r"iith the



24. In the event there is any eondition as referred to

in paragraph 23 hereof, one eligihle to r€present the

Company shal1 be:-----

a. Any other member of the Board of Directors having

rio conflict of interest with the Company

b. The Board of Commissioners, in

Board of Directorsmembers of the

t.he event all

have a conflj ct

of interest contrar,,, tc, :ile .i:n:pany rnterests; or-----

c. Any oLher parry appoin--eC i:i, Lhe GMS, in the evenL

all members of the Bca::d cf Directors or the Boarci

of Commissioners have a ;onfii,:-* ,ff interest with

the Company

***-*-BOARD OI. DIRECTORS' MEETTNG-**-*-.

_-ARTICLE 13_-

1 . Boarct of Directors must holcl the Boa::d of Directors,

Meeting pericciically at j-east I ione) tlrne :-n a month

2. Board of Directors must hold the Bcard of Di-rectors,

Meeting wit.h the Board of Cornmissi-oners periodically

at least 1 (one) t.ime in 1 {one) mont}r.

3 Board of Directors' Meeting may be heid anytime if:-------

a. deemed neeessary by one Llr more memL.:ers of the

Boa.rd ef Directors,. -----

b. at the written request 'rf one o:: mo::e members of

the Board cf Commissj-oners;



4. Summons for the Board of Directors' Meeting must be

made by a member of, the Board of Directors entitled

to represent the Board of

provision of Article L2 hereof.

Directors pursuant to the

5 . a. ;summons f or the Board of Directors' Meeting must

be made in writing and shall be conveyed or

delivered persona.l ly to each mernber of the Board

of Directors with sufficient receipt, or via

registered mail or through courier service or

by telex, facsimile cr electr:onic maii (e-maii)

within no later than 5 (f rve ) ca'l endar days bef ore

the meetinq, exeluding the date of the summons and

the date cf the meetirrq, or witi:in earlier time

in case of urgency.-----

b. Summons as referreci tc the foregoing sha1l not"

be required for any meetings that have been

scheduied pursuant to the F,esoiutions of the Bcard

of Directors' Meeting prerriously held or if all

members of the Board of Drrectors are present at

the meeting.----

6 . Summons f or the Board of Direc'Lors' Meet.ing as referred

to in paragraph 5 hereof must state the agenCa, date,

time and plaee of the meetinq. The Board.

Meeting may be held at the Company

elsewhere within the territory of rhe

Indonesia or at the Company business place.--

of Directorsf

domi



7 - A11 of the Board of Directors' Meetinqs shalr be

presided over by president Director, and in case

of unavailabi-lity or absence of the Fresi-dent Director

then vi-ce president Director shal1 chair the Board

of Di-rectors' Meeting, or

appointed in

a member of the Board

of Directors writing by the President

Directors' Meeting

Presi-dent. Director

is unavailabl-e or al:senl , cr a membe:: cf the Bca::d

of Directors appointed by !7rce president Directo::

shal1 preside over t.he Board of Di-rectors, Meeting

if at the same time the F::esident Director is
unavailable or absent and no appointment is made.

Director shal-l chair the Board of

if at. the same ti-me the Vice

of the Board of Directors hroldincr

rnember of tlre Boar'd of Directors

8.

0

L0:

rf a GMS doesn't appoint vice Fresident Director,

then in case of unavailability or absence of presj_dent

Director, a member of the Board of Direetors appointed

in writing by the president Director sh.a r r .,reside

over the Board of Directors, Meeting

rn Lhe event nc appointment is made by president

Director then a member of the Board of Directors

holding posilion as the member of the Board of

Directors fcr the }ongest Lime shait presice over the

rn the evenr' there are more than 1 (one ) member

posit

for



time, then the oldest Director as referred to in

paragraph (9) hereof shall chair the Board of Directors/

Meetinq.

11, A member of the Board of Directors may be represented

in the Board of Directors' Meeting only

other member of t,he Board of Directors by

hy any

virtue

of thre po\der of ar-t-orne)/. A rnernber of the Board

of Directors may represen-- one orher member of the

Board of Di-rectors only

i2. A m.ember of tne Board cf Di recrors who is ab,sent

to attend a Board of Directors' Meeting may propose

his r' her opinion in writinq with signature to be

further submittei to President Director or \rice

President Director or to any other member of Lhe

Boarci o f Dr re ctor s wiro r^ri1i chair the Board of
nl --^ , r4^^!-.'*^- --L^!L^"^ L^ J ^Lur-I eCIOI S' i,leet]'ng'/ Wne1'nef ].le /' Sne appf OVeS OI

rejects any matters tc i:e discussed and such opinion

will be deemed to be a vot.e cast lawfully at the

Board of DirecLors' Meetlng.

13" Board of Directors' Meeting shall be valid and

entitled to adopt binding resolutlons if attended and

/ or represented by mcr€ than i/2 (a half) of

total members of the Board of Directors. ------

14. In the event there are more than one proposal, then

rrotes shal]- be cast aga'in so that i (



proposals has more than 7/2 (a half) of total votes

cast

15. Reeolutions of the Bsard of Directors' Meeting must

be adopted on the basis of niutuai consensus. fn

case of f aiiu.re tr: achieve the mutual c{lnsensus

then resolutions must be aclopted by votir:g on the

l:asis of affirmali-".e votes ef rncre tharr Ll2 (a half)

of total votes lawfuily cas: ar rhe meetrng.----

L6, At thre Board *f Directcrs., Meeting, each member cf

the Board of Directors shall be entitled to cast 1

(one) vote and 1 (one) additional vote for any

other mernber of the Board cf Director* he I she

represents lawfully ai the meeting.----

17. Blank (abstaining) votes shal.t be deemed to have

agreed on any proposal submltted at t.L:e meetlng.

rnval-id votes shail be deemed inexistent and shalr

not be counted in determining the number of votes

cast at the meeting. ----

18. voting on person shail be e cndr=rcted l-ry using foided

ballot without signature, whereas votlnq on any other

rnatLer:s shal- i be carried out orally, except that
J- l-r a Itleetrng Chai rperson

objection on the

determines otherwise without

basis of the majority votes

from attendees.---*--

19. a. F.esul-ts of Meeting as ref erred to

any

I hereof must be poured out in



Meeti-ng. The lviinutes of Meeting must be prepared

by a person being present at the meeting appointed

by the Meeting Chairperson and then signed by

Directors beingall members of the Board of

present and deliver:ed to af1 members of the Board

of Directors. -----*
b. Results of Meeting as referred

2 hereof must be poured out in

Meeting. The Mj_nutes of Meeting

by a person belng present at the

by the Meeting Chairperson

all members of the Bcari

to in paragraph

the Minutes of

must be prepared

meeting appointed

then si-gned byand

of Directors and all

C.

members of the Board Commissi-oners being present

and delivered to ail members of the Board of

Directors and all memhers of the Board of

Commissioners

In the event there is any member of the Board

of Directors and / or that of the Board of

commi-ssioners not signing the results of meeting

as referred to in a) and b) hereof, the member

concerned must state any reason thereof in writing
in a separate document attached to the Minutes

of Meeting

d. Minutes of meeting as referred to in a) and b)

hereof must be documented hy the Company.-



e. Minutes of Meeting of the Board of Directors

shall ccnsiitute valid proof for aii members of

the Board of Director.s and far any third party

i,vith respect to any ::esolutions adopted at the

Meeting

24. a. Board of Directors may alsc aclopt any valid

resoiuticns without holciirrq a Baar.d of Directr-rrs'

ivieeting provided, that. ai1 mernbers cf the Board of

Directors ha-re b,een nctilred tt w:lt.ing an.C all-

members of the Board of Di rect_ors give approvai on

any proposal submitted rn writing and sign the

lnnrnv:1al't)Lv I

b. Resolutlons adopted in such manner shali have same

f orce as those adopted iawf uJ_J-y' at the Board. af

Di rectors' Meetinc

2i. rn the €verrt a member of the Board of Directors

f ai 1s tc phys ically attend a rnee'L inq, then t he mernber

of the Board of Directcrs may aitend the meeting

via teleconference media, conference video, ar any

other electronic media, pursuant to applicable prorzisions.

22. Eac]n member of the Boarci of Directors whr.o personarly

in any manner, either Ci::ectly cr indirectllr, has

interest in a transacti-*n, contract ol: propcsed

contract in whichr the Company is one

thereof , then hris / her nature of, j-ntere

of Directors' Meeting must be stated,



he I she shall not be entitled to take part in

voting on any matters related to the transaetion or

contract

-*-****BOARD OF COMMISSTONERS* ** -*

----ARTTCLE 14-:-*-

1- a. The company supervi-sion shalI be cond.ucted by

the Boarci of Commissieners in the number of

memh,ers acij usteci to the Companv, s needs, at least

consj-sting of 2 (two) persons and at most in same

number as the number of the members of the Board

of Di::ectors, who one of them shail be appointed

as President. Cornmissioner, and if required, another

one may be appointed as Vice presj-dent Cemmissioner.-*

Bcard of Commissione::s shail be l-r:mnrr qoa +f

Commissioner and Independent eommissioner,

c - Numirer of rndepencent commissicner shali conform

to the provisions of the prevailing laws and

regulations. ----

Board of commissioners is a ccuncil and each member

of the Board of commissioners may not act individualJ-y,

but on the basis of decision of thre Board of

CcmmissioRers

3 Requirements of the members of rhe Board of commissioners

must follow the p

2 the State-Owned Enterp rise Law;

b

2

b. the Limited Liability Company Law;



c. any laws and regulations in the field of Capital
nr--^1-^! - -.^^l

d. any other laws and regulations applieable to and

related to the Company business activit,ies.-----

4. Ones rnrho may he appointed as members of the Board

of Commissioners shall be any individual persons wha

fulfill any requirements pursuant to provisions.
rJ Fulf illment of an), resuir emeni-s as r:eferred tO in

paragraph 3 and paragraph 4 Y,ereof shall i:e proved

by wr:itten statement s i,gned by canciiciate f or the

member of the Board cf C::".:-,i:-ss-:ners and the written

statement shali be kepc by Lhe Ccmpany

In addition to f uif il-lrng any :ri teria as referred

to in paragraph 3 and paraqraph 4 hereof, the

appointment of the members of the Board of eommissioners

shall be made by considering integrlty, dedicatian,

urrderstanciing on any company managiement issues related

to oRe of management functions, suf f ie ient knoi^rledge

masLery in the f i eid cf the Cornpany }:usi ness, and

suffieient. time availabi-lity to execute their dulies

and any other reguiremenls pursuant to laws and

raarltl :t i rrnq ------

6,

7. Members of the Board of Commissioners shall be

appointed and discharged by the GMS attended b

Holder of Series-A Dwiwarna Share and

of the Meeting must be approved by t

the
SAID



U

Series-A Dwiwarna Share. ?he members of the Board

of Commissioners strall- be appointed by a GMS from

candj-dates nominated by the Holder of series-A

Dwiwarna share, the nomj.nation of which shal1 be binding

to the GivIS

Resolutions of t,he cMS regarding the appointment

and discharge of the rnembers of the Board of commissioners

sharl also cetermine when the acpci-ntrnent. and thre

discharge take effect. rn the e-;ent the GMS doesn, t

determine the sarRe then tne appcintment and the

discharge of the members of the Board of Comrrrissioners

shali take effect from the cl-osing cf the GMS in

due observance of the provisions of any laws anci

-l 
^+..i ^-requrac]=ons, ----

9. a. The members of the Boarci of commi-ssioners shalt

he appoiated for a lerm eommenci ng from the

closing of the GMS or a date determined by the

GMS for their appointment anci shali be end at

the closlng of 5th (the fifth) Annua.l- GMS after

therr appointmen-,-, but wiihout pre j udice to the

rights of the GMS to anytime di scharqe the members

of the Board of Comrni ssicners before exciraticn

of their term of office.

h. Such discharge shall take effect as of

of the GMS, unless determined otherwise



Members of

Company l+hose

by rhe GMS the longest

closing of

the Board of Commissioners of the

t,erm of office ends may be re-appolnted

under accumulated term

IU.

lt

af affiee until the 1prh (the tenth)

Annual GMS.

Members of the Board of Commissi oners may be dlscharged

anytime on the hasis of Lhe resolution:e of the GMS

1:,y stating anv reascns therecf

Discharge of the members cf r.he Board of Commissioners

as ref erreci to in paragraph i 0 hereof sharl be execut.eci

if based on reality, the members of the Board cf

Commissi-oners eorrcerned : ------

a. fail to well perform t.heir eiuties;---:---

b. fail to comply with the provisions of the Articies

of Association and / or any laws and regul_ations

c. are in'rclved in any action that harms the Company;

d. conmit action that inf ringes ethics and / or

propriety; --**--

e. have been decided as suspect and / or the accused

by law enforcement offieer r-n dn5; action that

harRrs the State-Owrred Enterprise

f . are Ceclared g,ui1t.y by r,'irtue of court j udg.ment

that has a permanent ferce of law,.****

q

h

the interest and for the benefit of the



L2. Deci-si on of d.i scharge as referred to in paragraph

11 hereof shall be made after the persons concerned

are given the opportuni-ty to defend themselves, except

for discharge by reason of paragrraph 11 e), f),

and g) hereof

13. Discharge for reasons as referred to in paraqraph

11 c) and f) hereof sharl constitute dishonorabre

discharge

14. fn t.he event there i-s a condition that. a member

of the Board of Comm.j ssioners has f amil-v relationship,

either related by blood or reiated by marriage

within straight line ani / ot: line to the side

untii the second generalicn. to the members of lhe

Board of Directors and to the other members the

Board of commis-qioners of the company, then the GMS

shall have powers

15. Distribution cf

to discharge one of them

works among the members of the

stipulated by

of their duti-es,

Board of Commissioners shal1 be

themselves, and for the smoothness

the Board cf Commissicners may be assisted by the

secretary of the Board of Commissioners appointed by

the Board of Commissioners

1a Ttrb. rr at any time due tCI any

' positions of the members of the

reasons, one or more

are vacant, tLren :

Board of



a. GMS must be held to fill the vacant position (s)

should the Board of Commissioners become less than

2 (two) members who one of them is president

Commissicner or the tracant poslticn is president

Commissioner

b. GF]S as referred to in a) hereof shall be heid

within no -.1 ater than 90 (ninety) days f rorn the

vacancy of the position as referred to in a)

hereof

1-7. rf at any time due to any reasons aii positions of

the members of the Board of commissioners of the

Companl, are vacant, then the Holder: of Series-A

Dwiwarna share may appoint temporarily the acti-ng

members of the Board cf ccmmissj oners tc perform the

works of the Board of commi-ssioners wi-th same

authorities, provided that ,,^rithiri RL'r lat6r thar: g0

(ninety) calendar days after such vacancy, a GMS

rnust be helci to f i 11 the vacancy of the pos itions

of the Bcard of Commi-ssioners

18' a. A member af the Board of commissioners may resign

from his / her position before expiralion of his

/ iner term of office by nctifying the Companir in

writing ef hj_s inlention.

The Company

resiqnation

Con.missioners

musL hoLd a GMS to decide request fo

of lhe member: of the

b

within no later than



d

calendar days after receipt of the request for
resignation. ----

c. ?fie cornpany must open information to the public
and ccnv€y any inf orinal-ion to o',-K (the Financia-l

Service Authority) within no later than Z (two)

w*rking days after :eceipt ef, the reguest for
resignaticn of the member: of the Board of
Commissioners as referred io in a) hereof and, the

results of the Gl{S as referre:l t.n -in hr hereof

Before the effect of rqsrgnation, the member

of the Board of Commissioner-s conrernecl shall be

obliged r*c consj-stenl.t 1-, execute his i ner dur_ies

anci respcnsibiiities pursuanr io the Articles
of Assoe ialj_on anei any Iaws and requlations. __:_

A member of the Board of Directo::s who res-igns

as rnenti-oned above shail be consistently asked

f ar hri s / ber: accourrtabi l itiz a s a meml:er of the

Board af commissioner's f rom hls ,/ her appointment

until the date of approval for his / her resignation,

in the GMS.

e

f Acquittal of responsibilities of

the Boarcl of CommissioRers vrho

the member of

resigns sha1l

acqui-tted him /be granted after an Annual GMS has

q " In the event a membe:: of the Boa::ej of C

her.

reslgns so that the number of



Commissioners becomes less than (two) persons,

then such resig'nati_on shail be vaiid if has

been *cnf irmed bV a GMg ar:ei the rrew mcrriber .:f

the Bcard of Commissj-oners has heen appointed to

fulf i1l the minimum ::equirements of the number t:f

the members cf the Board cf Ccmmissicners

19. A memher of the Board of Commissicne::s shail- be

prohibited f rom holdinq ,joubie position as: ---**

a. Menber of the Bca::d of Directoi:s, the Bcard

of Commissioners, or Supe::rri sary Board of any otLrer

Statc-Owneci En-Lerpri sc, rhe Subsidiary of the

St-ate-Owned Enterprise and its deri-.rat.i-re, and

Region-Owned Enlerprise; anC i cr..

b. any ot.her Pos::ion p;:*cuaa: tc the prov_Ls j ons of

any Iaws and requlation-q

2*. rn the event a person holds a posit:-cn prohibited

from being held concurrently with a position of the

men.,ber of t.he Board of Cornmissioriers of tl-re Conrpany

as referred to in paragraph ig hereaf, then the

person concernec must resign from the pcsition within

Ro lat,er than 30 (thirt.y) working days from his /
her hclding cf such double pos:-ticn in the Company,

unless pursuant

position as the

to any iaws

member of the

and regulat,ions, the

Board of Commlssioners

ends by law upon appointment of the per

AH

in new position so prohibited



2L. A member of the Board of Directors not resigning

from his / ]ner position as referred Lo in paragraph

2A hrereof, then the member cf the Board rsf Cornmissioners

concerned shalr be considered tc have submitted

requesf- f or such res igriation af t-er lhe elapse of 3 0

(thirty) working days as referred to in paragraph za

i:ereof

22 - Position cf a member of the Bcard of Commissioners

sirall end in case of : ---**

a. death or permanent impedimer:t;-*-**

b. expiration of his / her term of of f ic€,._*__

c. discharge before expiratlc)n of his I her term

cf office Gue tc no rcnger fuif iii-ing any requirements

as a member of the Board of Commissioners of the

comnanlz as referred :o : r. naraqrarh : and paragraph

4 hereof ; -------

d. discharge by virtue of thre r:esoiutions of the GMs;

e. if his I ]her resignati-on has been ef feeti_ve,

as referred to in paragraph 1g b) herecf ,._______

23. Any member: of the Boar:ci of Commi ssioners who ceases

before or after the expiraticn of his I her term of
office, €xcept due to death, sLiall remain responsible

for his / her actions which accountability has not

yet been accepted by the GMS. -----
24. Members of the Board of Commissioners

honorarium and allowance / facility ir:cl



and pensiCIn compensation in type and amount determined

by the GMS in due ohservance of the provisions of any

laws and regulations

*DUTIES, AUTHORIITES A}ID OBLIGA?IONS Og THE__

--- -**BOARD OF COMMISSIONERS-****--

*--ARTTCTE 15-**-*--

1. Boar:d of eommissioners shal1 har.ze di-:ties ta conduct

supervision to management aoiicl-, the course of

management in generaJ, either ::egardin.q the Campany

^f 
+ito r'Aftra^!' ;..^; *^-- *^..-1,. .+,ui Liie Lompan)i iiUSiIrc::- :i-;ltrlu*-eCi bi' fije BOafd Of

Directorg and to pro-;rcie advi.:e *;o [he Board of

Directors including supel:vision :c r:he implementation

of the Company's Long Term P1an, Wcrk pian and Budget

and the provisl-ons of Lhese A:-.::le.s of Associat ion

and the resolutions c,f GMS, anci any iaws ancl regulations

in the interest of the Company and accordinq to the

purposes anC objectives of the Company.

2. rn the performance of the duties as referred to in

paraqraph t hereof, Lhen:----

a. the Bcard of Commissioners shal] be aut-horized:----**-

1) to examine any books, r'ecords, arid any othrer

d+cuments, inspect cash fcr the put:pcse *f

verifieation and any other ccmmerej-al papers

and audit the Company assetsi

2) to have access to yard, building

used by the Comparry,.



1\J/

4i

5l

bl

])

B)

e)

to ask for explanation from the Board of

Directors and I ox any other officers regarding

any issues relevant to the Company manag:ement;**

to know any policies and actions that have

heen and wiI} be taken by the Board of

Directors; -----
to ask the Board of

other officers below

with the knowledge of

Directors and / ax any

the Board of Directors

the Board of Di-reetors

ta attend the Board of femmissj_oners, MeeEiRg;**

Lo appoini ar:d d: scharge a SecreLari,' of the

Board of Commissioners;-------

to suspend any members of the Board of Directors

pursuant to the provisions of these Articles

of AssociaLion ; -------

to estabilsh Audit Commissiorr, Remuneration

anC Nomination Committee, F.isk Monitoring

Committee and any other Committees 1f deemed

necessary, in due observance of t.he Compan1..

capaeityr ----*--

to employ expert staff for certain matters

and fcr certain period. at the Company, s

exilenses, if deemed necessary and in due

observance of any applicable provisions;

10) to execut,e the management CIf the

certain condition for certain



to the provlsions of these Art j-c1es of

11) to agrree on the appointment and dlscharge

72)

13)

of Corporate Secretary and i ar Internal

Control Unit Head upon prior approval cf

the Majority Holcier cf Series-B Shares;*-------*

to attend the Board of Drrectorsr Meeting

and give opinion on any matters di scussed; *-----

To execute any othe r super.,ri sorir author j-ties

insofar not ccntrarl, tc any iaws and

regiulations, and any rules in the f ield of

Capital Market, the Articies of Association,

the

and

b

and / or the reso],utions of the GMS,

Board of Commissioner-s shall be obliged:-------

1 ) to give advice to rhe Board of Directors in

the executi-on of management of the Company

?\ r-a ^.i-'L J LU gr ve Opl,nlon Cn and approval for

Plan, Work PlanCompany's Long Term

3)

Annual Budget and any other plan prepared by

the Board of Directors pursuant to the

provisions of these Articles of Association;**--

to follow t.he Company activity proqiress /

give opinion and suggestion to

any issues deemed import.ant f or

the GMS ori

management;

the



,\+)

tr\

6)

7'

8)

9)

1n\

11)

to make report to the Majority Ho1der of
Series-B Sharee in ca.se of any indication of
the Company performance deelinei _______

to nomi-nate public Accountant who will audit
the Company book, to the GI4S;__-____

to examine and review periodic report and

Annual Report prepared by the Board of Directors
and sign the Annual Report;______

to provide explanation, opinion and suggestion

to the GMS on Annual Report, lf requested;___-__

to prepare the Minutes of Meeting of the
Board of Commj-ssj-onere and keep their copy;

to make report to the

shareholding and / or

sharehoidinq in the Company and in any ot.her

company;

to prc-ride

which have

fiscal year/

report on any

been conducted

to GMS;

Company on their
their family, s

supervisory duties

during the last

partieularly

tCI make expi_anat:-on on any matters that
are questioned and requesteci by the Holder

of Series-A Dwiwarna Share, in Cue cbservance

of any laws and regulations,

those applicable in the field
Market; ---*---

of



a
J In

the

a.

1.-

12) to submit quarierly report on the Company

13)

performance, inciuding the realization of

Key Performance indicator, tc the Holder of

Series-A Dwiwarna Shar-e and the Mal ority

Holder af Series*B Shar:e*q;'.******

To prepare the Board of Commissioners' Charter,

and the Relationsl:ip Management cf tire Board

of Commissioners of the Company, and the

Board of eommissiene::s of SubsiCiary Company;***

to exeCu:e Anr/ oiher ohligation-s for the

purpose of supervisory and advisory duties,

to the extent they are ncl-* contrary t"o any

laws and reguiations, the Articles of

Association, a;rC,rcr r-he resoLutions of the

74)

Gli{S

thre perf ormance of tlieir duties. the members of

Board of Commissic;ners mus L: ----

compJ-y with the Articles of Association and any

laws and regulations, and the principles of

pr:cfessionalism, efficiency, transparency/

independenee, aecountability, responsibility and

reascnability; and-----

have good faith, with fu11 of prudence and

responsibility in t.he perf ormance

and advisory duties to the Board of

ofs rvl-so



4

the benef i-t of the Company and according to the

objecLives. -----Company purposes and

In certain condition, the Board of Commissioners must

hold the Annual GMS and any other GMS accordi-ng to
its authorities as set forth in any Laws and regulations

and the Articles of Association.-**---

5. a. Any members of the Board of commissioners shall
be responsihle individually and coll-ectiveiy for
the company loss arisi-ng from the mistake or

negligence of the member:s of the Board of Directors

in performing threir respectj_ve duties

il. Any members of the Board. of commissioners shatl

not he sub; ect tc ::espons i i:irity f or the company

l-oss as ref erred to in a ) abor.,e , Lf +,hey can prove

that: -------

1) the loss is not caused by their mistake or

negllgence ,. -----

) they have executed super.,,isicn in good f alth,
with full of responslbility, and prudence for
the benef it of , and according to t"he purposes

and objecti-ves of, fssuer oi public Company;*_***_

3) they have no conflict of interest, elther

directly or indirectiy, with any actions of

supervision

4) they have

emergence ol:

that result in loss; and

taken any actions to
gAID

continuance of the loss.



--*-BOARD OF CO[&,lISgIO$gRg' MEEIII]IG

1. Any resolutions of the Board of commissi-oners shal1

be adopted in the Board of Comnri.ssioners, Meeting

2- Eoard of commlssj-oners must hold a meeting at reast

1 {one} time in 1 (one) month

3. Board of, cownissioners must hold a meeting with the

Board of Directors periodically at least 1 (one) time

4 - Board of eommissioners may hold a meetlng anyt.j-me

at the request of 1 (one) or more members of the

Board of commissioners or the tsoard of Directors,

by stating any matters to be discussed;

5, summons for the Bcard cf Commissioners, Meetins m.ust

be made by Presicienl Commiss i oner:, and in case of

ahsence of the President cornmissioner. which case is
not rrecessary to be proved to any parties / sumrnons

for the meetinq shalt be made bv vice president

commissioner. rn case of absence of. t.he vice president.

commissioner due tc any reasens, which case is

not r-iecessar:/ to be proved. ia any part ies ihen sunm*ns

for the meetinq shall be made by one of the members

of the Board of Commissioners

6. In case of unavailability or absence of

Commissioner due t.o any reasons, which

necessary to be proved lo any third p



8.

case of unavairabiiity of vice President commissicner,

then the Board of eomm.issioners, Meeting shalt be

presided over i:v a rnember of the Bcarci cf Commissione-rs

being present ancl appointec{ at the Meeting.****

a. Summons for the Bcard of Commi-ssioners, Meeting

must be made in writinq and shall be conveyed

or deli-re::ed pe;:sorraiiir to each memh:er of the

Board of Commissioners wit.h suf f i.cient receipt,

cr via registered marl- *t through courier service

or by te1ex, facsi-mile or electronic mail (e-mail)

v;ithin no later t.han 5 if ive ) Cays bef ore the

meeti-ng, exciudinq the Cate cf the summons and

tire date of the meeting r er wi=.hin earlier time

in case of urgency

b. Summons as referred Lo the foreoo:-no shalI nol

be required for any rneetings that have been scheduled

pursuant to the F.esolutions of the Board of

Commissioners' t'leetj-nr; previuuslrv i-:eid

Summons f or the B.qar:r1 cf C+mrnissicners, Meetinq as

rafovrarl {-n .; 
^!!UV UV I11 paragraph

time and

5 hereof must slate the

agenda, daLe. of the meeLi-ng.

shall be hel-d

within the territory
of the R.epubiic of indonesia or

nl:r-e
r*+vv !

place

Meeting

elsewhere

The

r'l-Board of Commission€rs,

the Company domicile or

at the Company



9. Al-1 of the Board of commissioners, Meeti-ngs shall

he presided over by president Commissioner

10- a. rn case of unavailabirity or absence of the

President Commissioner, then Vice president

Commissioner sha11 chair the Board of Commissioners,

Meeting, or a member of the Board of commissioners

appointed in writing by the President Cornmissioner

h

shall chair t.he Board of Commrssioners, Meeting

if at the same trme the vlee president commissioner

is unavallab-Le or absent, or a Member of the

Board of Commi ssioners app,:inted 1_-,1- Vr ce president

Ccmmissicner shall preside o\"rel: the Board of

Commissicners I Meetrnq if E-i the ;ame time the

President Commissioi-rer j s .inavai l_abl_e or absent

and no appointment is made

If the GMS d.oesn, t appoint Vice president

Comtr.issicner, then irr case of una.,rai labilrtv ci:

absence of President Commissioner, the Bcard of

cornn'rissioner' Meellng shall be presideel cver by

any olher member of the Board of commissioners

appoinled by the President Comm:-ssioner

the event nc appointment is made by presicient11. In

commissioner then a member af the Board of commissioners

holdingr position as the member

Commissioners for the 1r:rrgest time

of the

shal1

the Board of Comrnissioners, Meeting.



commissioners' Meeting shall be val-id and entitled

to adopt. any binding resolutions if att.ended. and

/ or represented by more than 1/2 (a half) of total

members of the Board of Commissioners

L2. rn the event there are more than 1 (one) member of

the Board of commissioners holdingr position as the

member of the Board of commj-ssloners for the longest

time, then the oldest m.ember of the Board of

commissioners as referred to in paragraph 11 hereof

shall chair the Board of Commissioners, Meetinq.------

13. rn the event there are more than one proposal, then

votes sha11 be cast again so that 1 (one) of the

proposaJ-s has more than 7/2 (a half) of total votes

74 - rn the Board of Commissisners' Meeting, each member

of the Board of Commissioners shall be entitled to

east 1 (one) vote and 1 (one) additional voLe for

any other member of the Board of commissioner he I

she represents lawfully at the meeting"----

15. Blank (abstaining) votes sha1l be deemed to have

the meeting. Invalid

and sha11 not be

agreed on any proposal submitted at

votes shal1 be deemed inexistent

counted in determining the number of votes cast at

the meeting.

1.6. Voting on person shail be conducted by

brallot without. signature, whereas voting

SAID

o



matters shali be carried out orally, except that the

luleeting Chairperson determines otherwise wit,hout any

objeeticn on t}:e basis of majority votes from attendees.--

1'?. Resolutions of t,he Board of Cornrnissioners' Meeting

must be adopted on the basis of muLuaL consersus. In

caae of failure to achi-eve the mutual consensus

then resolutions must be adopted by voting on the

hasis of affirmative votes of more than L/2 (a

iralf) of t,otal votee lawfully cast at the meeting

Resuits of Meetinq as referred tc 1n paragraph

(2\ herecf nt:s1- hp irl.rilreC :ut in the Minrltes\*/

of Meetinq. The Minur*es of Meeting must be prepared

by a person being present at the meeting appointed

by the Meetinq Charrperson and then signeci by

all members of the Board of Corumissioners being

present and delivered to ali- members of the Board

cf Cernrnissioners

b. Results of Meeting as referred to in paragraph

3 hereof must be poureC out in the Minutes of

Meeting. The Minutes of Moel i nrr mrrqt be prepared

by a person being preserrt at the meeting appointed

by the Meetinq Chairperson ancl thren signed by

all members of the Eaard ai Cornmissicner:s and

those of the Board of Directors being p

and delivered to all mernbers of t
gAID

{
Commissioners and thase of the Board of Di

canl-



c. In the event there is any member of the Baard

of Commi ssioners and I or that of the Board

of Directors not signinq the resuits of meeting

as ref erred to in a ) and b ) herecf , the mernber

concerned must state any r:eason therecf in writing
-.i *ri) a separate document at.Lac}rec to the minutes

of meet.ing. ----*

d. Minutes cf Meeting as refer red ro in a) and b)

hereof musL be document-ed b1-:he C:npany.-

e. Minutes of Meering of rhe 3oa rd of commissioners

shall constitute vaiici prcof for al-l members of

the Board of Comm.lssioners and for dr11z thrrci

party with respect to any- resolutions adopteci at

the Meeting. -*--

19. a. Board of Commissioners may also

reso.l"uticns without he idj-nq a Baard

Meeting provided

of Conrmrssioners

and all members

adopt any valid

of Commissisncr$'

that al-l members of the Board

have l:een notif ied in writinq

of the Board of Commissioners gj-ve

approval on any proposal submi-tLed in writing. anci

sign the approval

Resolutions adopted in such manner shalr ha-.:e same

force as those adopted iawfully a,t the Board of

Comrnissioners' Meet j-ng. ------
24. f n ti-re ever-rt a member cf the Board of

h

fail-s to piiysie aiiy atierrd a meetir-ig, t



of the Board of Commissioners may attend the meeting

via teleconference media, conference videor or any

other electronic mediar pursuant to applicable provisions.

2L. Each member of the Board of eommissioneis who personally

in any manner, either directly or indireclli;, has

irrterest- i:r a *-r ansacticn, ccn:i-ac'* cr pr cposed

contract in which thre Company is one of parties

thereof, then his / her nature of 'nre::est in a

Board of Commissioners' Meeting must be stated, and

thereby, he ,/ she shall not be entilied to take part

in voting on any matters related to the transaction

or contract.

COMPAI{Y'S LONG TERM PI.AI{-

--**ARrrcrE 17--

1. Board of Directors must preiare Draft Long Term Plan

(RJP) guided by the State-Owned Enterprise Roadmap

pursuant to the provisions of any laws and regulations

in the field of the State-Owned Enterprise

2. The Company's Draft Long Term Plan shall at least

a. evalr-ration to the execution of pervious plan;

b. the Company's current position

any assumptions applied in managementi-------

the Company mission, business target,/]

setB
strategy, policy, and work program;

S



3

e. the Company's detailed budget for each of the

work program budget; and**-

f . the Company's financj-al projection

The Company's Long Term Plan prepared by the Board

of Directors as referred to in paragraph t hereof shall

be approved by the GMS.

4. Authorities of the GMS as referred to j-n paragraph

3 hereof may be empowered to the Board of Commissioners

by first obtaining approval from the Majority Holder

of Series-B Shares.

tr The Company's Draft Long Term Pian which has been

signed by all members of the Boar:d of Directors

and the Boar:d of Commissi-oners shall be submitted

to the GMS or proxy as ref erred t.o in paragraph 3

hereof within no later than 90 (ninet1,) calendar

days before the beginning of the first fiscal year

of the Company's Long Term Plan cr within a time

f rame set f crth in any larr's and regulati-ofis, particutarly

any provisions 1n the field of Capital Market, for

approval.

6. The Company's Draft Long Term Plan shall be approved

within no later than 30 (thirty) calendar days before

the beginning of the first fiscal year of the

Company's Long Term Plan or within tj-me frame

in any laws and requlations, particularly

in the field o Capital Market.



-L

--__-COMPANY ITORK PI,$I AIiTD BI'DGET___*-

Board of Direct.ors must prepare the Company Work

Plan and Budget (RKAP) for each fiscal year, dt least

containing: -----

a. the Company mission, business targeL, business

strategy, policy, and work / activity program;--------

the Company's detailed budget for each of the

work/activity program budget;

f inancial pro j ect.ion of the Company and its

subs idi ary;

d. Board of Commissioners' Work Program;

e. Government program whj-ch is executed, including

speciai assignment;-

Restructuring Plan (

Social and environme

j f r-.,\ .aLll I t

ntal responsibility program

b

f

q

1-
11

i

Risk Management;

description; ani--

State-Owned Enterprise IT's Strategic plan

j. any other matters which require approval from the

Board cf Commissioners;

2. The Company Work PIan and Budget prepared by the Board

of Directors as referred to in paragraph t hereof

shall be approved by the GMS.

3. Authorities of the GMS as referred to
SAID

q

2 hereof may be empowered to the Board of



upon prior approval of the Majority Hotder of series*ts

Shares

4. Board of commissioners must prepare the Board of

Directors' work program being an inseparable part

Annual Work Plan and Budget prepared

Directors as referred to in paragraph

of the

by the

Company's

Board of

t hereof

5. rn the event the authorities of the GMs are empowered

t.o the Board of Commi ssicners as referred to in
paraqraph 3 hereof , the Conipanl., s D::aft Work plan

and Budget which has been signed by all members

of the Board of Directors shali be submitted to

the Board of commissioners within no rater than

30 (thirty) calendar days before the beginning of

new fiscal year or within time fr:ame set forth in

the prevailing laws and regulat- j-ons, to obtain approval

from the Board of Commissioners

The company's Draft work plan and Annual- Budget shall

be approved by the GMS or the Board of commissr-oners

(in the event the authorities of the GMS are empowered

to the Board of Commissioners as r:eferred to in
paragraph 3 hereof) rurthin no later Lhan 30 (t_hirty)

calendar days after the company's fiscal year commences

(the fiscal year of the Company, s Work

6

Budget concerned) or within time frame
SAID

the pr evailing laws and regr-ilation*s. ----

P1



1 . rn the event the company's Draft work plan and Annual-

Budget have not yet been approved by the GMS or the

Board of commi-ssioners within time frame as referred

to in paragraph 6 hereof, then the Company, s Draft.

Budget of the prevlous year shal1Work Plan and Annual

--FISCAL YEJAR AND AI{NUAI. REPORT*.

----eRErcr.E 1g--

1- The company's fiscal year shal1 commence from 1sr (the

f irst d.y) of ,January until 3l_st (the thirty f irst

dry) of December of the same year. At the end of December

each year, the Company, s books shall be closed.

2, Board of Dj-rect.ors must- prepare Annuar Report that

at least contains: -------

a. consol-idated and non-consoli-dated financial statement,

at least comprised of the recent fiscal year

end balance sheet in comparison wlth the previous

fiscal year, income statement of relevant fiscal

year, cash flow report, and equity chanqe report

along with notes on the financial statement

be applied.-----

b Report on the Company activity; -------

General Policy Direction performance Report and

State-owned Enterprise Roadmap which consider the

Company/ s financial continuity

d. Government program performance repo
SAID

Speciai Assiginment, if any;



RestructurinE performance report, if any;

social and Environmenral Responsibility perfornnance

Report, if any;

g - Det.aiI cf prcblems ar:-sing cu:ing the f iscal year

which influence the Company business;----

h. ldame of the members of the Board of Directors

and the mernbers of the Board of Commrssi_oner-s; and----

i " Inecme of the members of tl-ie Eoa::cl of Directr:rs

and the members of the Boa::c of Commissioners for:

tlte recent f iscal year; --*
3. Board of Commissi-oners must prepare report on any

supervisory duties th:r na\/e ceen performeci by the

Bcard cf ccmmi-ssioners iuring the r:ecent fiscai year

being an inseparable part of the annual report prepared

by the Board of Directors as referre,l lo i_n paragraph

2 hereof

4. Draft Annual Report including Einancial statement which

has been audited by puhiic Accountant, as signeci

l:,y aii members of the Board of Eirectors shall be

submitted tc the Board of commissioners for review

and siqning bef ore submissior-i to the Gl'{s for approval

and validation

Annual Report

as signed by

and those of

as referred to in paragraph 2 hereof,

all members of t,he Board of Dir

the Board of Commissione

f

:l

submitted by the Board of Directors to

rl,^, r

SAID



o

within no later than 5 (five) months after t,he

end of Fiscal Year in due observance of applicable

provisions.

In the event there is any member of the Board of Directors

and the Board of Commissioners not signing the Annual

Report. Eny reasons thereof must be described in

writing er stated by the Board of Directors in separate

document at.t.ached to the Annual Report.

1 . In Lhre event there is any member of t,he Board of

Direclors or that of the Board of Commissioners not

signing the Annual Report as referred to in paragraph

5 hereof and no reason is described in writing, the

member concerned shall be deemed to have agreed on

tire contenLs of the Annual Report.

8. Approval for Annua1 Report including validation to

financial statemenL as referred to ln paragraph 2

hereof shall- be made in the Annual GMS at the lat.est

at the end of sth (the fifth) month after the end of

!rruqI Jus!.

9. Approval for annual report including validation to

annual f inancial statemenl at-id r epor'L

^1,+- 
i ^o i^., ts-he BOarC of Commissionersuuur9J 91 \

on supervrsory

and decisicn

on profit use sha1l be decided by the Annual GMS.

10. Approval for Annual Report including report on supervisory

duties by thre Board of Cornmissioners and
snto

t
ato financial statement by the Annual GMS



the q:rant of full discharge and acquittal of

responsibilities lo any members of lhe Board of Direct.ors

and those e f the Board. of cr:mmissicners f or management

and supervisicn that have heen c*nducted during the

last fiscal year insofar as sr:ch actions ar:e erridenced

f rom ihe Annual B-eport, incl''-iding f inanciar staiement,

r eport on supe.rvisor'y dut j es l:\' L::e Bcard c-, 1 Cornrniss j oners

and conform to applicable pro-risions

11. Annuai Report including Finaneial Staiement as referred

to i n paragraph 4 hereof musr- be ma,.de ava ilable at

the company office from the date of summons untir the

date of the Annual GMS.

72. The company must announce Baiance sheet anci profit /
T ^^^ (-+^+^ft^-+ ..: '-rross )rarelue{t L l_n a newspaper using indonesian language

and circul-ated nationaJ-ry accordi ng to proced.ures

as set forth rn any raws anc regul-atioris, and aiiy

rules in the field cf Capitai lvlark-et.---*--

-REPORTINE*_-_*_

**ARIICLE 20-*****

1. Board of Directors must prepare periodic report, that

contains the execut.ion of the company i{ork plan and

Rr rrlaa-l.

Perioclic report as referred to in paragraph t herecfZ

shall ln*lude quarterly report and Annual Report.



3 other t,han periocic report as referred to in paragraph

2 hereof , the Board of Directors may anyti-me

provide special report to the Board of commissioners

Feriodic report and any other re;:ort as referred to

in paragraph 1 and paragraph 3 hereof shal1 be

submj-tted under the format, cont.ent and procedures

of preparation pursuant to the provisions of any laws

and. requlations and any rules acoricab,re in the field

of Capital- i"Iarket in Indonesj_a.--

Board af ilirectors musi submit quarreriir report to

the Board of Commissi-oners wiihin no later than 30

{thrrr*y) cal endar days af r-er the end of such euarrerll-r

period

:*-GEN8RAI. MEETTNG or SEAREEOLDERS (GT,{s)

----aRTICI,E 21--

l-. GMS in the Company shall include

a- Annuar GMS, as referred to in Article zz hereof:*-----

Any other GMS, namely any GMS hel-d whenever need

as set fort.h in Article 23 hereof

2 - The meaning of the GMS in the$e Articles of Association

shall nrean both the Annuai GMS and thre other GMS,

unless expressly stated otherwise. ------
3. rn additron to the executi-on of tire GMS as ::eferred

to in OiK Requlation with respect r*c the pJ-

haiding of the GMS of the Company, the

4

5

SAID

hold the GMS eleetronieally (the meaning of t



GMS shall be the execution of the GMS by the Company

by using teleconference media, conference video or

any other electronic media) pursuant to any rules j-n

the fiel-d of Capital Market.---

4. GMS held eiectronieally ma1, }:e earrieci o-irt by using:---***

a. Electronj-c GMS administratron s j.stem (e-GMS) provided

by e-GMS provider, narneiy the Safekeeping and

Sertlement Agency appc:nred by requJ_ator in the

freld of Capi-.a1 Marke*u r: a:-l c:her par:), apprcved

by OJK;-------

b. System provided by the Companlr

5. Board ef Direetors shat l hcl,d r-he Arrnual GMS arrd any

other GMS. GMs may be held at che request of shareholders

*T the Board of commissr-oners in due observance of

the provision of paragraph 6 hereof

€, Request to hoid the GMS shall- be made by shareholders: --*-
a. GMS may be held at the request of:--*--

i. the Holder of Series-A Dwiwarna Share..---------*

ii . one or mcre Si:areholders, either irrdi_vidually

or collectively represenr*ing L/LA (one lenLh)

or more of total valid voting shares issued

by the Ccmpany, by fulfiiling the provisions

of these Articles of Associaiion and any

laws and requlatj_ons; or----

aii. Board of Commissioners
SAID



b Request to hold the GMS referred to in a) hereof

shal l be submitted t.o the Boar:ci o f Di rectors

via re_oistered maii alongi wittr any reascns thereof

Reqistered ma j-l as referreci tc in b j hereof sha11

be submitted by sharehoiders as referred to in

a) items I and ii hereef, w:-th cc submitted. to

the BoarC of Commissloners

Request to hold the GMS referred to in a) hereof

shafl: ------

i. be made in qooci fair-n;-------

d

ii. consider the interest of the Company,.

iii. be a :equest that requires lhe raanlrr.t-innq

l_v.

v

of the GMS;

be accompanied by any reasons tt:ereof and any

subject matter to be ciecideci in the GMS;

not conf lict wrth any lar,:s and reqiulations

and these Articles of Association.

e. Proposal t.o hord GMS from shareholders as referred

to in a) items I and ii hereof

that requires t*he resolutions of

on j udgmerrt i:y the Board of

the requirements referreC to in C)

must be a request

Lhe GMS and based

Direclors f L-rlI ills

hereof.

f. Board of Directors must make announcement of the

GIUS to shareholders within no later

{fifteen) calendar days from the date o



dY.

hold the GMS as referred to 1n a) hereof, received

by the Board of DirecLors

Board of Directors must submit not.ification on

the meeting agenda and the regi-stered mail- as

referred to in c) hereof from the shareholders

or the Board of Cornmissioners to OJK within no

later than 5 (five) working days

announcemenL as referred to in f) hereof.

before the

h. In the event the Board of Di-rectors fa1ls to make

the announcement of the GMS as ref err:ed to in

f) hereof, then upon proposal of the shareholders

as referred to in a ) t1-em.s i and ii hereof , wlthin

no later than 15 (fifteen) calendar days from the

date of request to hold the GMS is received by

the Board of Directors, the Board of Directors

'i,. ^+I'rLUlj L d.ilIlOUIlCe: --*----

1) that there is any request to hold the GMS, from

the shareholders, bul not held; and---

2) any reasons of not holding the GMS.

l- In the event the Board of Directors has made

announcement as refenred to in h) hereofr or a

time frame of 15 (f,ifteen) calendar days has

elapsed, the shareholders may resubmit, request to

hold the GMS as referred to in a)

ii hereof to the Board of Commissioners. -
tlltt:- 

,

lrir

items



j. Board of Commissioners must make announcement of

k

the GMS to tire sirarehciders within no later t.han

15 ( f i f teen ) caler-rciar days f rorn Liie ciate of request

to hold the GMS as referred to in i) hereof,

recej-ved by the Board of Commissioner-s

Board of Commissioners must subrnit notification

on the meeting aqenda tc OJK rvithin no later

than 5 (five) working clays before rhe announcement

=c ro{arraA i-.r '.i - - i ha-aa€qJ rs!gi LEU L\J rri ) j r-C!tjuL, --

In the event the Board of Commissioners fails to

make the announcement of the GMS rr:ithin 13

1f i f1-aar, \ ^= I anri: r r-l:rrq aS ref ef f gd tO in i )\!r!uvgrr,, uqruriuqL rqy J aJ r=rcii=.!i L,J -L.il j i

herecf, the Bcard cf Commissicners must announce: ----*
1 \ !1---! !L^L) Lriar rnere is an). request to hol-d the GIqs,

from the shareholders, but not hel_d,: and-----

2) any reasons of not holciing the GMS.

In the event the Board of Commissioners has

made announcement as referreci to in l) hereof

or a time f rame of 15 (f if t.een) calendar days

has eiapsed, the shareholders may submit request

to hol-d the GMS to thre head of district court

which jurisdiction covers the Company domicile

to decide the grant af permit ta hol-cl thre GMS

1

m

as referred to in a) items i and ii hereof.



n. Shareholders who have obtained court judgment to

hold the GMS as referred to in m) hereof, must

hold ttre Gl,lS.

o In the e"rent the Bca rd o f D:- re cto rs f ai i s to

make the announcement of the GM-\ as referred to

in f ) hereof , '.hen rpon prcposal- of the Board

of Commissi-oners as referred to i n paragraph 5 a)

item iii hereof, within no iater than 15

(fifteen) caiendar days from the ciate of reguest

to hold the GMS is received by the Board of

Directors, the Board of Directors must announce:".---**

1) that- 't-here is an!, request r-c hof d the GMS,

from the Board of Commissioners, but not held;

^-ldllLl-----

2) any reasons of not ho'l drnq the GMS.

In the event the Board af Directors has made

anncuncement as referred to in o) hereof, or a

time frame of 15 {fifreen) calendar dairs has

elapsed, the Board of Commissioners sirall hold

thc GMS hrr -jlsel f .------

Board of Commissioners must make ar-tnour-)cem€lrt r:f

the GMS to the shareholders vrithin no lat.er

than 15 (fifteen) calendar days frsm the ciate

of announcement as referred to in o) hereof,

or a time frame of 15 (fifteen) ca

p

q

as referred to i, p) hereof has elapsed.-



I

r. Board of, Commiseioners must submit notificati-on

on the meeting agenda to OJK within no later

than 5 (five) working days before the announcemeilt

a6 referred. Lo i* q) hereof.

Procedui es of the noldi ng qr rne GMS as referreci

to in f) and q) hereof, the Boarrl cf Commissioner$

as referreC Lc tn _l ) anC q) hereof , and the

shareholders as referred tc in m) hereof, must

be implemented according .o the procedures of

the holciing of the GMS as -ser fr:rth in OJK

RegulaLion ar-id these Articl-es of Assoc-Latrc,n.-

In addition to fulfiilinq the procedures of t.he

GM$ as referred to in s I hereof rn notification

on the GMS agenCa must contain information on: -----*--

1 ) explanaLion that the GMS is carried out at

the request of the sharehoider and the name

cf shareholder who proposes the request, and

his I iner sharehoiding irr rhe Company, if

the Board of Directors cr ti:e Board of

Commissioners holds ihe GMS at the requesL of

the shareholder;

2) name of sharehol-der anci his ,r her shareholding

in the Company and the judgment of the head

of district court with respect

i f iho
f LLCIf perrnit to krold the GMS

out by the shareholder in a

to the granl:



1
f

the judEment of the head of distriet court, to

hold the GMS,. or----

3) explanation that the Board of Di-rectors doesnrt

carry out the GMS at the request of the Board

of commissioners, if the Board of commissioners

holds by itself the GilS it proposes.----

-A}INTIAI* GEIIERBI" MEETIHG OT SEEREEOT.DERS {}GMs}

-----ARTTCLE 22--

Annual- GMS shal-,1- be helci annual ly af ter: the end of

fiscal year pursuant r-o rhe provr*sions c,f any iaws

and regiulations

In the Annua'l GMS:

a. the Board of Directors shail submlt Annual Report

as referred to in Article L9 hereof; ----
b,. the Board of Direcr-ors musl submit rhe proposal

of use of the Company, s net profit, if the Company

has positlve earninqs

7.

a Pub1ic Accountant Office registered with OJK

shall be appointed, as proposed

conduct audit-

by the Board

of Commissi oners tc, on the Company's

including auditcurrent year Financial Statement

to internal control on financial reporting;

by Capitalpursuant to applicable provi-sions issued

Market, authority where the Company share

registered and / or recorded.



5, In

d. the Board of Direetors may propose any other

thinqs for the benefit of the Company pursuant

to the provisions of these Articles of Association

Approval for annual report including validation to

financial statement and report on supervisory duties

of thre Board of Commissi+ners riade bl,' t-ne GMS. shall

mean the qrant of fuii Cischarge and acqrrittal

of responsibilities to the members cf the Board

cf Directors and the Board of Commissioners with

respect to the m.anagement and supervision that have

been carried out during ihe l-ast fiscai year, insofar

as such actions are ref l-ect.ed i n the annual report

and the f i,narrci-ai star-*ITrerri exce'pr- at-ry aci*icns of

4

embe z zlement,

Appointment

and I or

fraud and any other criminal actions

and discharge of the Public Accountant

the Public Accountant Office which wiil

provide audlt service on annual historical financial-

information must be decided in ihe GMS in due observance

of any laws and regulati-ons in the field of Capital

Market

the implemenLation of Lhe Annual GMg for appointment

the Public Accountant anC / ar t-he Fubllc Accountant^€

Office, Lhe GMS may cle-l-egat:e irs a,:thoriLies

Board of Commissioners to discharqe anyt'ime the

Accountant and I ar the Public Accountant

to the

have been appointed. ineluding to appoint

Puh l_c



of the Public Accountant and / or the public

Accountant office, in due observance of any regulations

in the field of Capital Market.------
_----OTEER GENERAI, }'EETING OF SHAREEOLDERS_

other Generar Meeting of shareholders may he held whenever

need in the interest of the Company

----*-PLACE, NOTITTCATTON/ AI{NOUNCEMENT, SUMMONS Ar{D TIME--___

-_OF GENERAS MEETTNG OF SEAREEOLDERS_

1-. The company must determine the place and time to hold

the GMS

2. GMS must be hetci in the territcry of the Repubiic

of Indonesia, namely:-------

a. at the Company Comicile;-----

b - place where the company conduc-us its principal

business activities ; -------

c. capital of province where the company is domiciled

or where the company conducts its principar business

activities,- or------

d. province of domicile of stock Exchange where the

Company shares are regl_stered

3 - rn holding the GMS, the company must fulfill the

following provisions:-------

a. shall submit notification on the meeti

oJK,.



4

b. shal1 make the announcement of the GMS to

sharehof ders,' and------

c. sha1l make summons for the GMS to shareholders;-----*-

Notification on the GMS tc OJK snali be made under

the fofiowing provisjons:----

a. The Company must f irst subm.it notif-ication on r*he

GMS agenda to OJK withrn no later than 5 (five)

working days befcre the announcement of the

GMS, excludinq the date of the announcement of ihe

GMS,.

b. the GMS agenda as referred to in a) hereof rnust

be disclosed clearly and in detail;------

c. in the event there is any change of the meeting

agenda as referred r,o in b) hereof, the Company

must convey the change of agencia to OJK at 1 east

at the time of summons for the GMS;

d. Provisions in a) , b) and c) hereof sha11, mutatis

mutandis, apply to notification on the GMS held

by shareholcters under court j ucigment to hold the

GMS as referred to in Article 27 paragraph 6 n)

hereof

Announcement of the GMS sha]l be made under the following

provisi,ons: -----

a. The Company must make the announcement of the GMS

to sharehol ders within no later than

5

calendar days before surrmons for the



the date of the announcement and the date of

b. announcement of the GMS as referred to in a) hereof

sha1l at ieast contain:-------

1) provisions on shareholders eligible to attend

2) provJ.si-ons on shareholders eligible to propose

the GMS agenda;

3) t.he date of holding of the GMS; and---

4) the date of summons for the GMS.

c, In the event the GMS is held at the request

d

of shareholders or the Boa::d of Commissioners

as referred to in Article 2i paragraph 6 hereof,

in aCdltion to contain:-ng any matters referred

to in b ) hereo f , the announcement of the GI'IS

as referred 1:o in a) hereof must eontain information

that the Company holds GMS due to the request

of the shareholders ar the Board of Commissioners ; ----

In the event the GMS is a GMS attended only

by Independent Shareholders, in addition to

i-nformation as referred to in b) and c) hereof,

in the announcement of the GMS must also contain

informaLion on: --*--

1. subsequent GMS planned to be held

of attendance of the Independen



AS required is not achieved in the f irst GMS,.

2. statement of decision quorum as required in

any meeting.

e. Announcement of the GMS required to be attended

by Independent Shareholders shall be made by

followj-ng t.he provS-sions of regulation in the field

of Capital Market;

f. Pro-,risions in d)r b) and :) and d) hereof shail,

mutatis mutandis, appiy to the announcement of

holding of the GMS hel-d by shareholders under

court juclgment to hoid the GMS as referred to

in Articfe 27 paragraph 6 m.) of these Articles

of Associat-ion

6 - Proposal on the Meeting Agenda may be submitted by

Shareholders under the following provisions

a. Shareholders may prapose the meeting agenda in

writinq to the Board of Directcrs within no later

than ? (seven) days before summons for the GMS.

Shareholders eligible to propose t.he meeting agenda

as referred to in a) herecf shall be:-****

1) the Holder of Series-A Dwiwarna Share;-------

2) 1 (one) or more sharehoiders representing t/20

(one twentieth) or more of total voting s

c. Proposal on the meeting agenda as

}\

in a) hereof must:-------



d

1) be made in good faith;

2) consj-der t.he interest of t.he Company

3) be the agenda that reguire the resoiutions of

the GMS

4) be accompanied by any reasons thereof and proposed.

material in the meeting agenda; and-----

5) shal-l not confrict with any laws and regulations;

Proposal on the meeting agenda from shareholders

a6 referred to i'n a) hereof shall constitute
the agenda requiring the resorutions of Lhe GMs,

and according to the assessment of the Board

of Directors having fulfilled any requirements in

e. The Company

agenda from

included in

the meeting

a

must state proposal on lhe meetinq

shareholders in the meeting agenda

summ.or^is insofar as the p::oposal on

agenda fulfiils anv resuirements as

-

referred to in a) until d) hereof

summons for the GMS shal1 be made under the following
nror/t st -nq. ------L J L\JL'o

The Companv must niake summcns to shar. eholders

within no later than 2l (t.wenty*one ) calencla::

days before the date of holding cf the GMS, excluding

the date of the summons and the date of the

b, Summons for t,he GI,IS as referred t.o

shall at least contaj-n informatlon, as f



date of holding of the GMSi*-*----

time of holding of the GMS;*------

place of holding of the GMS;---*---

requirements of shareholders eligible to be

present at the GMS;

meeting agenda including explanati_on on each

of the meeting agenda;

information st.ating that material related to

the rneeting agenda is available for shrareholders

from the date of summons for the GMS until the

rJIVi )

7. information stating that the shareholders may

grant powers through e-Gi"iS;

Prcvi si-ons in a ) and b )

mui-andis. apply to surunon-q

hereof shal1, mutatis

for the cMS held hy

shareholders under court judgment to hold the GMS

as referred to in Article 2i. paragraph 6 n) hereof

8 - The second GMS shall be carried cut under the followino

1l

Z

?

/

f,
J

o

a' The second GMs must be held wittrin no earlier

thrari 10 (ten ) calendar days ancl within no iater

than 2! {twenty-one) ea}endar days after the first

GITS;

b Summons fcr the second GMS must be

no later than 7 (seven) calendar days

seccnd GMS,'

made



I

c. Summons for the second GMS must explain that

the first GMS has been held but has failed to

reach a quorum of attendance. This provisi-on

shall be applicable without prejudice to the

regulation of Capital Market and any other laws

and regulations, and. the regulati-on of Stock Exchange

where the Company shares are reeorded.

d. In the event the Company fail-s to carry out the

second GMS within ti me f rame as ref erred t.o in

a) hereof, the Company must carry out the GMS

by fulfilling the provisions of paragraph 3 hereof

fn the event the second GMS has been heid but fails

to reach the quorum of attendance, then the Company

may carry out the third. GMS, under the fotlcwing

provisi oRS: -----

a. Summ.ons for and the holding of the third GMS

at the reguest cf the Coilnpany shal} be CecideC i:y

OJK;

b. Request as referred to in a) hereof must be

submitted to OJK within no later than L4 (fourteen)

calendar days after the second GMS has been carried

out;

c. Request. as referred to in b) hereof shail at least



i. provisions wir-h respeet t.c the GMS quorurn

as set f orrh in the Articles cf Associ-ati-on

of the Company,.

ii. shareholder list cf attendance in the first
anci second GMS;*---*--

iii. rist of sharehclders eiiqible to attend in

the first and second GMS;

i..r - ef fcrls made i.o ful-f 1ii quorum _r-n the see ond

GMS; ancl-****

v. qucrum required f or the thirci GMS as proposeci

and any reasons t_hereof . --
d. The third GMS is prchibited from beinq held by

the company bef ore r:btai-ninq ciecision f rom o.]"K

as refe::red to in a) hereof

10. Materi-al of rhe Meetlng Agenda shall_ be stipulaterl
urrder ihe faliowing provisi,;ns: *::**--

a. The campani/ must supply the material cf the

meeting agenda to shrareholciers, ae e essible ancl

downloadable through the Company website and / ar

e-GMS ; -------

b Material of the meetinq agenda as referred to

in a) hereof must be available from the date of

summons until the ciate of hol_ding cf the GMS.

In the event the provisions of any

and regulations stipuJ-ate tLre obl j_gatcry

of ti-re materiai of tlre meeting agencla



A

provisions as referred to in b) hereof, such supply

of the material of, the meeting agenda siral1 follow

the provisions of suchr other laws and regulations

At the tirne of holding of the GMS', shareholders

shall be enti-tled to obtain information on the

meeting agenda and material related to the meeting

agenda insofar as it doesn't conflict with the

interest of the Company;

e. Meeti-ng agenda regarding the appointment of

the members of the Board of Directors and /

or the members of the Board of Commissioners,

curricul-um vitae of candidate for the member

of the Board of Commissioners and / or the

member of the Board of Commissioners to be

appoirrteci must be avai I aol e at -Ln€ l-arest when

the GMS is heid, insofar as they are set forth

11.

in the provisions of any laws and regulations.

fn the event the cMS is a GMS attended

independent shareholders, the Company musE

statement form duly stamped for slgning

independent shareholclers before the execution

only by

provide

by the

of the

GMS, at least stating that:------*

a, The persons eoncerned are truJ-y the independent

SAID
shareholders; and*--



b. rf found i-n the future that the statement is not

true, the persons concerned may be subject to

sanction pursuant to the provisions of laws

12. GMS sunrmons correction may be made under the following

provisions: -----

a. The company must make the GMS summons correcti.on

if there is any change of information in suflImons

for the GMS that hae been made a$ referred to

in paragraph (7) b) hereof.

b. rn the event GMS summons correction as referred

to in a) hereof contains information on the

change of date of holding of the GMS and I
or the addition ef the GMS agrenda, the e ompany

must make re-summons for the GMS under summons

procedures as set forth in paraqraph 7 hereof

c. Provisicns or1 obrigation to make re-surrunons f or

the GMS as referred to in b) hereof shall not

be appilcable if the GMS summons correction or

the change oi inf crmation on the dat.e of hording

of the Gius and I ar the addition of the GMS

agenda are made not due to the company mistake

and insofar as OJK Coesn, t crd.er re-summons. **-**

13. Shareholders/ Righls in the GMS:

SharehOlderS ch; I I ai t-11*a

representative by virtue af

be entitled to attend t-he GMS.

personally

t

f,

the power



b. Shareholders entitled to attend the GMS shaIl

be any shareholders whose names are registered

in the register of shareholders of the Company

L (one) working day before summons for the GMS.

c. In the event the second GMS and the third

GMS are carried out, provisions on shareholders

entitled to attend the meeting shall be as follows:---

i. In case of the second GMS, any shareholders

entitled to atLend the meeting shall be any

shareholders registereci in the register of

shareholders of the Company 1 (one) workingi

day hefore summcns for the seccnd GMS; and--------

ii. f n case of r-he third GMS / any sharehol ders

entitled to attend the meeting shail be any

shareholders registered in the register of

shareholders of the Company 1 (one) working

day before summons for the third GMS.

In the event re-summons is rnade as referred

to in Article 24 paragraph 72 b) hereof, shareholders

entitled t.o attend the GMS shall be any

shareholders whose names are reg'istered in the

Register of Shareholders of the Company 1 (one)

working day before re--summons for t.he GMS.

e. In the event summons correcti-on doe

in re-sufi[nons as referred to in

-l

b), any shareholders entitled to



shall follow provisions for the shareholders as

referred to i-n b) hereof

14. Granting the powers electronically:-------

a. The Company must provide the alternative of grant

of powers electronically to shareholder to be

present and cast a vote in the GMS.

b. Shareholder as referred tc rn paragraph 13 hereof

may grant powers to any o::ei tr.alt,, tC, i:epresenL

him / lner to be present an,f cast a vote in the

GMS pursuant to the pr:or.isions cf any laws and

regr.ilations.

c. Grant of powers as referred to in b)

may be made by shareholder electronically

e-GMS provideci by e-GMS Provider or

provlded by the Company, i n the event the

hereof

through

system

Company

uses system provided by the Company.

..J(-l Grant of powers as ref erred tc in c) hereof must

be made within no later than 1 (one) working day

before the holding of the GMS.

A Shareholder may include voting cptron j-l'r any aqenda

to girant powers electronical-Iy.--

f. Sharehofder may make the change of grant of

powers including voting option as referred to

in c) hereof if the shareholder incl

opr.ion



q. Change of grant of

as ref erred t.o in

powers including voting option

f) hereof may be made within

no later than 1 (one) wc:kr:.g day

holding of the GMS " ----

before the

h A party who may become Prcxy grani,el electronically

shall include: -------

1) Particrpant which administei:s securit-ies sub-

account / securities owned by shareholder

2) party provided by the Company; or------

3) party appointeC by shareholder.

l_ The Company must grant powers to proxy electronically

as referred to in h) number 2) hereof.

), Proxy as referred to in h) _hereof must:

1) be competent pursuant_ to law,. and-----

2) shalI neither constitute a member of the Board

of Directors, member of the Board of Commissioners

nor the employee of the Company

Proxy as referred to i n j ) hereof must have been

registered in e-GMS system or any system provideC

by the Company in the event the Company uses a

system provided by the Company

In the event Principal attends the GMS dj-rectly,

Proxy's rights to cast a vote on behalf of t_he

Principal shatl be null and voj-d

Appointment and cancel-lation of the

k

1

SAID

vote cast, and change of vote cast



or any system provided by the Company shall, in

the event the Company uses system provi-ded by

t.he Company, be valid and enforceable to any

partj-es, and shall not require wet signature unless

specif ied otherwise 1n pro''risions stlpulated by

n

e-GMS Provider and / or ay laws and reguLations.

Mechanism of regist.ration, appointment,

cancellation of powers and vote cast and

and

change

o

of vot.e cast shall be stipulated by e-GMS Provider

In the event the Company uses system provided hy

the Company, the mechanism of registration,

appointment, and cancellaticn of pov/ers, and vote

cast and change of r,,ote cast shall be stipulaled

in standard operating procedures for the holding

of the GMS of lhe enmnanrz

Proxy shall- be responsibl e f or any- powers receiired

from shareholder and must execute the powers in

good f aith and shall not -",iol-ate the provisions

of any laws and regulations.

15. e-GMS Provider: -------

a. Activity as e-GMS Proyider may be conducted only

by the Safekeeping and Settlement Agency appointed

by OJK or any other party approved b1r OJK.

b. Other party approved by OJK as referred

a) hereof must have contact with the

p

and Settlement Agency and securities



bureau to ensure shareholders entitled to be

present at tne GMS.

c. Other Party approved by O,JK as referred to in

b) hereof must set up an lndonesian 1ega1 entity

and domiciled in the territory of the Republic

of Indonesia.------
d Obligations of other party approved

referred to in b) hereof also apply to

by OJK as

the Company,

provided byin the event the Company uses system

e

the Company

e-GMS Provider musL, dt Ieast:----

1) be registered as +-he elec*-rcnic sr/sLem

adminrStralor nf aopropria1-_e agenCy pursuanL

to the provisions of any laws and regulations;*-

2) provlde access right to e-GMS User to possibly

access e-GMS; -------

3) have the mechanism or operatlonal- ad.rninistration

nf o-CMQ.U Vr19,

4) ensure the i-mpl-ementation of act-ivity and

the sustainability of e*GMS activity;-------

5) ensure the security and reliability of e-GMS;--*

6) inform e*GMS User in case of any' system

chanEe or development including the addition

of e-GMS services and features;

7) provide audit track record of a

of data processing in e-GMS fo



of supervision, law enforcement, dispute

settlement, verifieat.ion. and examinat.ion ; ------

8) have and place the suhstitute facility of

9)

data center and clisaste:' reco\;e.ry center

related to the acimini strat i on o f e -GMS in

Indonesian territory at safe place separaLe

f rom main data cente r,'-

fulfill minimum standard for information

technology system, information technology

security, system ciisturbance and fai 1ure, and

information technology system manaqiement

_FrrncFar
UIqAIJIU!,

10) store any data of the implementation of e-GMS;

11) be responsihle for' any losses arising from

mistake or negligence in the provision and

manag:em.ent of e-GMS.

f. In the evenL the Company carries out the GMS

electronically by using system

Company, then the obligations

provided by the

of e-GMS Provider

as referred to in e) hereof

also to the Companlz, except

place the substitute facility

disaster recovery center in

sha11 be applicable

any obligations to

of data center and

Indonesia t
SAID

as referred to in e) number 8) hereof.



g. e-GMS Provider shall speclfy provisions regarding

the procedures and methods e-GMS use.

h. Provisions regiardinq the procedures and methods

^E ^ ^i'- or^rarl ln in n\ }.^r^^€or e -GLus use as ref e::red to 1n y j ira! EV! shall
take effect after obtaining approval- from CJK.

i - Provisions regarding the proceciures and methods

of e-GMS use as ref erred to r-n q ) hereof shal1

at least, cover;-----*-

1) the requirements and methods of registration

and 1 or access righr_ g::anl to e-GMS Ilsr.r -

including the cance]lation of reEistration of e*

GMS User; -*--*--

2) fees _for registration and / or use of e-GMS;

3) the methocis of e-GMS User;---*---

rights and obligati ons of e-GMS User ; ---------
limitation of e-GMS use access;--*----

4) the

5) the

6) the confidentiality,

of information on

integrity, and

the execution

availabillty

of the GMS

o:ziqtinn in a-Clrlev1\+JUriiy fir g U-r.iJl ----

1) the mechanism of data reporting and colfection
+^- !L^!ur tne purpose of fulfillment of the Company

reporting obligations ; *--*---

B ) personal data protection pursuant to the

provisions of any .laws and regular_ions.. and---

9) suspension of service provision to e

76. Pubiication Media and Languaqe:----*--



a- obrigations to make announcement, sunrmons, summons

correction, re-summons, and the announcement of

sunmary of the Minutes of the GMS as referred

to in the

through at

i. e-GMS provider website;

ii. stock exchange websitei and---

iii. the Company website;-------

in Indonesian J-anqiuage and f oreign language, provided

that the foreign language used shall be at least

English

Announcernent using foreign langiuage as referred

to in a) item iii) hereof must include same

information as information in the announcement using

Indonesian Language

rn the event there is any drfference of interpretation

on informatj-on announced in foreiqn language lo

that announced in rndonesian Language as referred

to in b) hereof. then information in Indonesian

Lanquage sha1l be applied as reference. ------
fn the event the Company uses system provided

by the Company, provisions regarding announcemenl

Art j-cles of Association of the Company,

least: -------

I)

C

.lu

media, surnmons, call, re-summons, and

of summary of the Minutes of t.he

the announcement

f:MC a a

to in a) until c) hereof shall be
SAID

least through:---*---



i. stock exchange website; and---:*

il. the Company websit.e;

in Indonesian Language and foreign language, ofl

condit.ion that the forei-gn language used sha11 be

at l-east English.

-*-*---CIIArR!,{A}ISHIP, PROCEDITRES A!{D MTNUTES OF GENERjAL

MEETING OF SHAREHOLDERS-

----*ARrrcLE 25**^*

1. Chairmanship of the GMS:

a. GMS shail be presided over by the meml:er of the

Board of Commissioners appointed by the Board of

[-ammi qqi anarq

b. fn the event all members of the Board of Commissioners

are unavailable or absent, then the GMS shall be

chaired by a member of' the Board of Directors

appointed by the Board of Di-rectors.

c. In the event all mcmbers of the Board of Commissioners

or those of the Board of Directors are unavailable

or absent as referred to in a) anci b) hereof, then

the GMS shall be presided over by a shareholder

being present at the GMS, appointed from and by

the GMS partici-pants

d. In the evenL a member of the Board of Commissioners

appointed hy the Board of Commissioners to chair

the GMS has a conflict of interest
SAID

to be decided in the GMS, then the



e

chaired by any other member of the Board of

Commissi-oners hraving no conflict of interest r .as

appointed by the Eoard of CommlssioRer=

In the er.ent all- rner,nbers of the Board of Cornmissloners

have the conflict of interest, then the GMS

shal-I be presided over by a member of the Board

of Directors appointed by the Board of Directors.-----

f. In the event a member of the Board of Direet.ors

appointed by the Board of Directors to chalr the

GMS has a eonflict of interest with agenda to

be decided in the GMS, then the GMS shal1 be

chaired by any other member of the Board of Directors

having no conflict of interest.

g In the event all members of the Board of Directors

have the conflict of interest, then the GMS shall

be presided oveir i:y a non-controil-ing shareholder

anr1.\i nted hrr t.he rnaior j trr of anv oi. her SharehOldef S'*lJyv Jr:]

h

being present at the GMS.

GMS' Chairperson shalL 1-^ an]_ i i- I o-l l-.r : oL l-hnoaUIIUJ LIUg UV qJ'I LTlVJ!

their authority to be

to request that a power

a shareholder is sholsn

being present to prove

present at the GMS and / or

n€ al1-nrnarrsL ev!rrL_y

to hirn / her .

to represent

The Company mus f hol-d tlre GMS under

GMS Procedures: -----



a At t"he execution of the GMS, the procedures of the

GMS must be provided to shareholders heing present

Prineiples of the procedures of the GMS as referredk)

-)

to in a) hereof must be read out before the GMS

begin-s.

c . At t.he opening of the GMS, the GMS chairperson

must make explanation ta sharehclders, dt least

r6fr= rrC i navrrry.

1) general condition of the Company in brief;

2i nieeting aEenda ; ----

3,) fnef-hey.i om ^-tr rla.n. c] nr *rl.'"1 -. ^r ^!^l !1 +-1-,ne | ...u.'-.,u.iI5tll UL rJeU!5IUIr iilCi(. j-liU it-LdLetJ LU Lile

meeting aqenda,' and---

4) method of exercj-se of shareholder's riqhts to

submit question and / or oclnion.-

The Company must prepare the Minutes of the GMS under

the follor.+ing prer"risio:-rs : -----*-

a " Minut.es of the GMS shali i:e prepared in Indcnesian

Language. The Minutes of the GMS shatl serve as

valid prcof tc all sharehelders and ihird party

on an]/ decisions and the pu:oceedings of the Meeting.--

b. Minutes of t.he GMS must be prepared and signed

by the meeting chairperson anC b1, aL leas L 1

(one ) shareholder appointed f rom and by the Gl,lS

participants.

Drqtrali(j dE

kre required

referred to in b) irereo

of the GMSif the Minutes



d

in the feirm of deed of the minutes of the GMS

prepared by t}:e notary puhlic registered with OJK.

In the event the GMS is a GMS only attended

r
L

by lndependent Shareholders, the Mi-nutes of the

GMS must be prepared in the form of deed of

the minut.es of thre GMS prepared by notary public

rarri qt-orori r.ri'l-l.r n,TT< ----

e Minutes of the electronic GMS must be prepared

in the form of netarial Ceed by notary public

reGastered with C)JK wii*hout-- s i qnatut:es f rom. the- 'a-

GI"{S par Licipants ; ------

Minut.es of the GMS as re f erred tc i-n a ) and b )

hereof rnust be submitted !o O.lF. vriihrin no later
+hrn ?n /+hir+t'\ nrlnnrlrr -J:'zc :f{.ar rha CIVIC -ia
Llld1l JV \ L1lI! LrV / L-d-LUll(id! LidyD (,. I LsL Lllr; UI'IJ 1J

hel-d;

q. in the event subrrLissiorr of the mirrutes of the

GMS as referred to in f) herecf fa1ls on holiday,

then the tlinutes of the GMS must be suhmitted

within no i-ater than on su.csequen*- worKing day.**

The Company m.ust prepare ihe summarl/ of the Minutes

of the GMS under thie foilcwirrg provisior-is: -------

r Qrlmm. r\/ nf t-ha IVT-i nrrtac aF tl-ra /]t\.4q mrrcl iJ- I arcfuurrurtg t J u 1 Lr ju 1r j ii! L.-]J

eontain information on:-----

L. the date of the GM$, place of holding

4

GMS, tinne of holding nf the GMS, and



2

_3

4

5

members of the Board Directors and those of

the Board of eommi-ssioners being present at the

GMS;

nurnber of valid vot.ing shares being present at

the GMS and their percentage of t.otai valj-d

voting shares;------*

whether or not there is any opportunity for

shareholders to submit question and / or give

opinron with respect to meeting agenda;-----*

numher of shareholders who submit question and

/ or qive opinion with respeet to the meeting

agenda, if the shareholders are given t.he

opportunity;

6. mechanism of decision making for GMS;:-:::::

1 . Resuits oi- voti ng coverino the number of pro

votes, contra votes, and abstaining (not cast

a vote) for each of the meeting agenda, Lf

the deci-sion making is carried out by voting

B. the resolutions of the GMS; and-

9. pai,ment of dividend in cash to eligible

sharei-rolders, if ihere is arry resoluliorr of the

GMS related tc cash dividenC distributicn

Summary of the i,linutes of the GMS as ref erreci

to in a) hereof must be announeed to the .

within no late:: *uhan 2 (two ) working

b

the GMS is held.



c. Provisions regardi_ng the Minutes of the GMS and

t'he Summary of t,he Minutes of the GMS as referred

to in Article 25 paragraphs 3 and 4 hereof

sha1I, mutatis mutandis, apply to the GMS held

by shareholders under the judgment of the head

of district. court as referred to in Article

21- paragraph 5 m) hereof. and the GMS held by

Lhe Board of Commissioners as referred to in

Articl-e 21 paragraph 6) item i) hereof

QUORUM, VO?ING RTGHTS AND RESOLIITTONS OF TgE-:

-_-GENERAI, MEETTNG OF SHAREIIOLDERS_

eBErcLE 26------
1. Quorum of attendance and the resolutions of the

GMS for any matters to be decided at the GMS shall

he applied by conformlng to the folloroing provisions

a. shail be attended by shareholders represerltinq

morc than t/2 (a half) of totai valid voting

shares and any resolutions shali be valid if

approved kry mere than l/2 {a hraif) of total

vot'ing shares being present at the meeting except

that these Articles of Associatlon determine more

b, in ca$e of failure to achieve quorum as referred

to in a) hereof, then the second GF$S

r:alid and entat-l-ed to adopt binding

if attended by shareholders representi

0ucrum



L/3 (one third) of total valid voti-ng shares and

any resolulions sha11 be valid if approved by

more than Ll2 (a half) of total voting shares

being present at the meeting except that these

Articles of Association determj-ne more quorum

c. in case of fail-ure t,o achieve quorum in the second

GMS as referred t.o i-n b) hereof , the third GMS

may be held provided that the third GMS sha11

be valid and ent.itled to adopt resolutlons if

attended by the shareholders of val-id voting shares

in a quorum of attendance and a quorum of resolutions

determined by OJK at the request of t.he Company

d. Provisions on the quorum of attendance and the

quorum of the resolutions of the GMS as referred

to in a), b) and c) hereof sha11 also apply Lo

ti:e quorum of attendance and the quorum of the

resolutions of the GMS for the agenda of material

transaction and / or business activity change,

except for the agenda of materlal transactj-on in

the form of the transfer of the Company assets

more than 50? (fifty percent) of total net assets

GMS for agenda to transfer the Company assets or

pledge t,he Company assets as a security for debtn

503 (flfty percent) of the Company's total

2

tsiti:in 1 { orre ) or more transactiL-rr=



b

correlated or not, sharl be held under the following.
provisions: *---*

a. shall be attended by shareholders and / ox their
lawful respective representatives collectively

fourths) ofrepresenting at

total valid voting

least 314 (three

shares and any resolutions shal1

be valid if approved by the shareholders and r
or their 1awfuI respective representatives
collectively repre$enting mor€ than 3/4 (three

fourths) of total voting shares being present at

in case of fallure to achieve the quorum of
attendance as referred to in a) hereof, then

the second GMS shalr be valid if attended by

shareholders and I or their larqful respective

representatives colLectively representing at least
2/3 (trso thirds) of total valid voting shares and

any resorutions shall be valid if approved by the
shareholders and / or their lawful respectlve
representatives collectively representing more

ti:an 314 (three fsurths) of total voting shares beinq
present at the meeti*g; and_____

in case of failure to achieve the quorum ofC

attendance in the second GMS as referred
tr) hereof , then t.he thrrd GMS maSz

condition that the third GMS shall



entitled to adopt any resolutions if attended by

in a quorum

of decision

the shareholders of valid voting shares

of attendance and under thre requirements

making determined by cJK at the request of the

Company

3. Quorum of attendance and quorum of resolutions of the

GMs which are only attended by independ.ent. sharehotders

as set forth in capital Market regulation shall be

applied under the following provisions:-------

a. shall be attended by independent shareholders

representing more than 4 (a halfi of total valid

'"'oting shares owned by the i-ndependent shareholders

and any resolutions shall be vali-d if approved

by the i-ndependent shareholders representing more

than a/2 (a half) of rotal vaLid voting sirares

swned by the independent shareholders;-------

b. in case of failure to achieve thre quorum as referred

. to in a) hereof, then the second GMS shal1 be

valid if attended by independent shareholders

representing more than rr {a half ) of total val-id

voti-ng shares owned by the independent shareholders

and approved by more than \r (a half) of total
voting shares owned by the

being present at the meeta{\g;

in case of fai lure to

independent shareholders

achieveC

att.endance in the second GMS as
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b) hereof, then the third GMS may be held on condition

that the third GMS shall be valid and entitled

to adopt any resolutions if attended by the

independent shareholders of valid voting shares

in a quo-rlrm of attend"anee d,etermj-ned by OJK at

the request of the Company;

d. resolutions of the third GMS shal1 be vaiid if

approved by independent shareholders representing

more than 50t (fifty percent) of shares owned

by the Inciependent Shareholders being present at

CMS sha}}, Lo make change of the Board of Directors,

change of the Board of Commissioners, issuance of

Equity Seeurit,ies, increase of the issued and paid-up

capital-, be held under the following provislons:--------**

a. sha11 be attended by the Holder of Series-A Dwiwarna

Skrare and any other shrareholders and / or their

lawful respective representatives coll-ectively

represenling more thran 7/2 (a halfi of tatal

valid voling shares and any resolutions shall be

valid if approved by the Holder of $eries-A

Dwiwarna Share and any other shareholCers and / or

their lawful respective representatives collectively

representing more than t/2 (a half) of total vo-Fing

shares being present at the meeting



b. in case of failure to achieve the quorum of

attendance as referred to in a) hereof, then

the second GMS shall be valid if attended by the

Holder of Serj-es-A Dwiwarna Share and any other

shareho-l-ders and / or their lawfu-l- respective

representat.ives collectively representing L/3 (one

third) of total valid voting shares and any

resolulions sha1l be vairci r f approved kry the

Holder of Series-A Dutiwarna Share and anv other

shareholciers and / ct thei:: iawf u I respect-ive

represcntatives

L/2 (a half)

eollectively representing more than

of total voting shares being present

at the meeting

C in case

attendance

b) hereof,

conditi-on

of failure to achieve the quorum of

in the second GMS as referred to in

then the third cMS may be held on

that the third GMS shal] be valid anC

entitled to adopt any resol-utions if attended by

the sharehol-ders of vaL id voting shares in a

quorum of attenciance and under the requlrements

of decisiorr makinq det.ermined bv OJK at the request

of the Company, provided that the meeting must

attended and approved hy the Holder of Series-A

n,,,',.-*^- o1--'.-DWiWdI-tlci ,SIlaIg

5. GMS sha1l. to make amendment to these

Association, be held under the fclllor,ring provi



a. shal-l- be attended by shareholders and / or their

lawful respective representatives coilectively

voting shares being present at the meeting, except

for amendment to the Articles of Association

related to the company existence and capital structure

change, attended and approved by the Holder of

Series-A Dwiwarna Share;-------

b. in case of faiiure to achieve the quorum of

attendance as referred to in a) hereof, then

the second GMS shall- be valid lf attended by

shareholders and / or their respective representatives

representing at leasr* 3 / 5 (three f if ths ) of total-

rral i r'l rzn1-i nru <haraq

representing at least.

valid voting shares

be valid if approved

their lawful respecLive

representing m0re than

213 (two thirds) of total

and any resolutions shal1

by shareholders and / or

representatives collectively

2/3 (two thirds) of total

:nrl :n\/ roqnlrrlinnq qh:ll

shareholders and / or their

representatives collectively

meeLing, except

of Association

be approved by the

lawful respective

voting shares being present at the

for amendment to the Articles

representing more than 1/2 (a hal-f) of total

re1ated to the company existence and

structure change, attended and appro

Holder of Series*A Dwiwarna Share;--------



c. in case of failure to achieve the quorum of

attendance in t,he second GMS as referred to in

b) hereof, then the third cMS may be held on

condition that the third GMS shall be valid and

entj-tled to adopt any resolutions if attended

by the shareholders of valid voting shares in a

quorum of attendance and under the requirernents

of decision making det.ermi-ned by OJK at the request

of the Company, provided t.hat for amendment to

the Articles of Assocj-atlon related to the company

existence and capital structure change, attended

and approved. by the Holder of Series-A Dwiwarna

Qh: ra

6. In due observance of the provisions of the prevai-ling

laws and regulati-ons, then any Mergier, Amalgamati-on,

Takeover, Separation, sul:mission of

declaration of the Company insolvencv,

may be macie only on the basis of the

the GMS, under the following provi-sions

a. shal-l l-re attended b,y

Dwiwarna S j-iare ar-rci arly

application for

and Dissolution

resolutions of

the Holder of Series-A

other shareho.l-ders and /

representatives

{three fourths)

any

the

or their lawf ul respecr-ir,.e

collectively representing at least 3/4

of total valid voting shares and

shall be valid rf approrzed b),

Series-A Dwiwarna Share and any other



and / ox their Iar^rful respeetive representatives

collectively representing at least. 3/4 (three

fourths) of total voting shares being present at

b. j-n case of failure to achieve the quorum of

attendance as referred to in a) hereof, then the

second GMS shall be valid if attended by the Holder

of Series-A Dwiwarna Share anci any other

shareholders and / or their ::espective irepresentatives

representing at f ea-st 2 / 3 (twe thircis i of iotai

valid voting shares ancl any reso,l-utions shail be

valid if approved by the Holder of Series A

Dwiwarna Share ancl any other sharehoiders and i

or their lawful respec*uive i epresentatirres

collectirreiy representing m-ore r_han 3 / 4 {three

f ourths ) of total votir-rg shares beinq preserrt at.

f ho maal= i nrr: --**lLtUv Urliy,

in case of failure to achieve the quorum of

attendance in the secor_rd GMS as re f erred to in

b) hereof, the third GMS may be held on condition

that the third GMS shail be valid and entitled

to aCopt any resol-utions j-f attenCeci by the

sharehoiders of valid voting shares in a quorum

of attendance and under the requirements of

making determj-ned i:y OJK at the re

Conrpany, provided that the meeti



7

attended and approved by the Holder of series-A

Dwiwarna Share

In the event the Company has more than (one) share

classif icati-on, then the GMS shal-l, for the agenda

of change of rights over shares, be attended only

by shareholders impacted by the change of rights over

shares at certai-n share crassification, under the

following provisions : -------
: GMS may be held if ar the GMS at least 3/ 4

(three fourths) of total shares at share

ciassification impacteci bi7 the change of rights
are present or represented, except that the

Articles of Associati on of the company dete::mine

bigger guorum,.

in case of failure to achieve quorum as referred

to in a ) hereof , then -uhe second GMS nay be

held on condition that the second GMS shall- be

valid and entitl-ed to adopt any resoluticns if
at the GMS at leasi Z/3 (-uwo thirds) of total
shares at share crassification impacted by the

change of rights are present or represented, except

that the Articles of Association of the Company

determine bigger quorum,"

c. resolutions of the GMS as referred to in

b) hereof shall be valid if approved

3/ 4 (three fourths) total voting

ir,

SAID

!



present at the GMS, except that the Articles of

Association of the Company det.ermine that a

resolution shal-l be valid if approved by bigger

affirmative votes,. and-*---

d. j-n case of failure to achieve the guorum of

attendance in the second GMS as referred to in

b) hereof, then the third GMS may be held on

condit.ion that t}:e third GMS shall be valid and

entitled lo adopt any resol-utions if attended by

sharehol ders at share c]-assrf icati on rmpacLed by

the chanqe of rights in t.he qlrorum of attendance

and the quorum of resolutions deter:mined by OJK

at. the request of t.he Company,-

e. In the event the share classificatlon impacted

by the change of rights over -qhares at certain

share classrfrcati-on has no voting riqht, sharehol-ders

at such share ciassification under OJK Regulation

shal1 be granted the rights to be present and

adopt any resolutions in t.he ret evant GMS with

the chanqe of riqht.s over shares at that share

^1 ^^^.1 €..1 ^^!l ^-urd.sSritcatron

B. a . Sharehol ders shatl, either personally

representatively by virtue of the power of attorney,

be entitled to attend a GMS, in due observa

the prevailing laws and regulations;-------



o

10.

II.

l-2,

b,. A shareholder may grant powers anci cast a vote

electronjnrrirz in *hn GMS through e-GMSr ds stipulated

specially in Capitai Market regulation.-----

At the GMS, each share shali grarrt rights r.o 1ts

owner to cast 1 (one) vote

sharehol-ders with val-id r.oting rights being present

at the GMS but abstaining shall be deemed to have

cast same wote aS the maj oriiy .,.otes of shareholders

who cast votes

In voting, dny vcte cast by a shar:eho I der shalt be

applicable to any shares he / she owns and the

shareholder shall not be entitled to ernpower more than

Qne proxy f or a port-ion of shares he / she owns

unde:: d.if ferent vote. The d-rf fererrr- vote cast b1, tire

custodian bank or the securi ties company representing

shareholders in mutuar fund r-s not different vote

as contemplated in this article

A members of the Board of Dir:ectors, that of the Board

of Commissioners, and the Company employee may act

as proxy aL the GMS, but in voting the member of the

Board of Directors, that of the Boarci of Commissioners,

and the employee concerned shall be prohibited from

acti-ng as the proxy of shareholder. In

such powers are granted electronically,

the event

of the Board of Directors, that. of

the



commissioners, and the emproyee coneerned shall be

prohibited from acting as proxy

13. voting shall be conducted ora11y, unless Meetj_ng.

Chairperson determines otherwise.------

14. Any resorutions shall be adopt,ed on the basis of mutual

consensus. ------

15- rn the event resoluti-ons on the basis of mutual consensus

as referred to in paragraph L4 hereof aie not achieved

then the resolutions sha1l l:e adcpteci on the bas rs

of voting as set forth in these Ar:ticies of Association.--

---usE oF PROFTT--*----

-----ARTTCLE 2X------

1. use of ner. prof it including the amount- cf ailowance

f cr possi ble Lcss shal I be dec ided b-,r rhe Annuai GMS

2. Boar:ct of Directors must submi t proposai to the Annuat

GMS with respect to tne use of ner prcfit rrot

yet distributed, as stated in bat ance sheet and inccme

starement submitted ro obta:_n apprcvai from Annuai

cMS in which proposal may

not yet distributed may

state how much net profit

kept for

divldend

reserve fund,be

and proposal oR the amount of to shareholders,

tantiem for theor any other distribution, such as

members of the Board of Directors and those of t.he

Board of Comrrissioners, bonus f or emploi,.ee,

fund reserlre and any other:s that mav be



3

without prejudice to the rights of the GMS to decide

otherwise. -*----

All net prof i-t after deduction by allowance for

reserve fund as ref erred t.o in ( r ) hereof sha11

be distributed to Shareholders as d.ividend, unless

determined otherwise by GMs, attend.ed and approved by

the Holder of Seri-es-A Dwiwarna Share

n^.td Dividend shal1 be paid

f inancial capaei_ty of the

of re-solulisns adopt-s6 in

resolutions must also

only according to the

Company on the basis

the Annual Gl4S, in which

determine time, method

h

of payment and- f orm c.f divicend rn due observance

of the provisions of laws ancl requiations in the

f ield of Capit.al l4arket, and lhe regulation of

Stock Exchange where the eompany shares are recorded.-

In the =r.rent there an)' resoiurlcns cf the GMS

with respect tc cash dividend distributron, the

Company must make cash diviciend payment to

eligible sharehoiders within no later rhan 30

(thirty) cal endar days after the announcement of

the summary of the Minutes of GMS that decide tire

cash di:,,idend distr:ibuticn.

Dividend ef shares shall be paid to a person on

behalf of whom the shares are recorded io.- tjt*

Regi-ster of Shareholders, on date appo

Annual- GMS that decides dividend distr



d. Payday must be announced by the Board of Dj-rectors

to shareholders

5. rn addition to the use of net profit as referred

to in paragraphs 1) and 2) hereof, GMS may determine

the use of net profit for any other distribution, such

as tantiem to the Board of Directors, Board of

Commissionersr and bonus to employees.

6.

1

B.

9.

10.

Dividend as referreci to in paragraph 3 hereof may

be distributed only rf the Company has posi_tive earnings,-

Use of net prof it f cr tantiem and bonr:s shal1 be

implemented insofar as r-hey are r,either budgeted nor

computed as cost- within current i/ear

Diviciend not taken within 5 ( five) years from t,he

clale e f ciee ision f ar last dividend cal"rment sha'-i,j- be

includeci in reserve funci specialJ-y allocated therefor.----

Dividend irr such special reserve fund may be taken

by eligible Shareholders by submrttinq t.he proof of

their rights over the dividend satj_sfactory to the

Board of Eirectcrs ot the Company-, prcvided thar it

shall noL be taken in Iump sum an,l by cha rg ing

administratlon fee determined by the Board of Directors. **

Dir,.idend which has been incl-ud.ed. i-n the special

reserve fund referreci to in paragraph I hereof and has

nor- been taken for 10 iten) years witl bel

the Company.



11. The company may distribute interim dividend before

the end of the Company's fiscal year based on the

decis j-on of the Board of Directors after obtaini-ng

approval f rom the Board of Cornmissione_r:s and /

or if request.ed by Sharehciders representinq at least

i/-LU (OIle tentn) Ci tL)*dt Snares rSSue0, irr dUe

observance of profiL proj ecLrcn and [_:ancia] capaci uy

of the Company, executeci pursuant to the prevailing

laws and requlations. ----

Distribulion of int-erim dirii,lend shall be cietermi ned

by virtue of the resolutions of the Boa::d of Direclors,

Meeti ng af ter cbtaining app::cvai from the Bcard

of Commissioners in

hereof, including the

not yet enter into RKAP.

13. In the event after the

due observance of paragraph 11

distribution of i-nterim dividend

end of frscal year, the Company

loss, then interrm drr,'idendis found to have suffered

which has been dlstributed must be returned by

Board of DlrectorsShareholders to

and the Board

individually and

Lhe Company. The

of Commissioners shal1 be responsible

collectively for the Company loss,

in the event the Shareholciers fail tc return the

interim dividend referred to in paragraph 11 hereof

SAID
(



-USE OF RESER\IE rAtND----

-----ARTTCLE 2g___*__

i - The Cenpany shal-i maintain el:ligatory reserve funcl

and other reserve fund

2 ' Allowance of net prof it for reserve fr_:nd referred to

in paragraph l- hereof wiii be ef f ective if r_he company

h:c naci#rlclr yu).r- L-l-\re eafnl-nqS

3 - Portion cf prof it '-eservei f cr r:eser-",e f urd sha i l
be determined by the GMS in due observance of the

prevaiiinq laws and reguiations. Atiowance of net

profi-' for obirgatory reserve furrd as referred to

in paragraph t hereof shall be impt srnsnls6 until the

funo has reachecl at least Zaz {iwenty perceni) of

total_ issueci anci paid-up capitar

4. obligatory reserve fund as ::eferred t,: j-n i he::eof

whrch has not yet reached percentage as referred io
in ?1:r:nrrnl-r i ?\ )-^.rrr L,dr-dg-crLr:: ( -r i :re1;tOf may be USed Cnlir LO Cor,ref

the ccmpany ioss t.hat can not be fuif il-led i:rv any

oiher reserve fund

5. rf the obligatory reser:r-ie fund ::ef erred t<; in paragraph

(1) hereof has exceeded 2AZ (twenty percent), then

the GMs may decide that the excessive amount of the

reserve fund will be used for the Company needs.

6 - Board of Directors must manaqe 'eserve fund t
the reserve fund profitable, in a manner

by the Boarcl of Directors upon approval o



1

of Commissioners and in due observance of any lav:s and

regul atrons.

'1 Profit obtained from reserve fund sha11 be included

_--AMENDMENI EO IIIE ARTICLES OF ASSOCIATION__

Amendment to these Articles of Association must observe

Limited Liability Law and / or any laws and regulations

in the f ieici of Capitai I'{arket

?. Amenciment lo these Art:cies of Assoct-atl-on shail rre

decided by ihe Gi"{S under provis j-ons as ref erred to

in Articl-e 26 paragraph 4 and paragraph 5 hereef.-*--**---

3. Agenda fcr ameniment to the Articies of Association

must be stated clearly in sumrnons for t!:e GMS.

4. Alteration of the provisions of the Articles of

Association relevant to the Company name change,

domicile, purposes and cb3ectives,

term of Company incorporation,

-,-1.,^ n^^r^-^^ ^€ .i ^^,,^^ -^,-Jvo.J_ue/ uc(-J-tr:dbe Lrr -L)5(JE\l dil(l

chanoe of -status f rom Ncn-Public

Company

Iv1 ini e1* ar

business activities,

authorized capi-ta1

paid-up capital, and

Company into Publ-ic

or vice-versa, must obtai-rr approval f rom

in charge thereof as ref erreci to in Limiteei

Liability Company Law

5. Amendment to these Articles of Associati-on s

addition to that relevant to matters

in paraqraph 4 hereof, be simply notified

in incolne statement. ------



in charge thereof in due observance of the provlsions

of Limited Liability Company Law.

6. Resolutions on the decrease of capital must be notifled
in writing to arr- creditors of the company and shal1

daily

and I

he announced by the Board of Directors in
newspaper using Indonesian

or circulated widely in the

language published

the State Gazette within no

Company domicile and in

later than 7 (seven) days

from the date of the resolutions of the GMS regardi-ng

-----ARTTCUE 30*_____

1 Merqer, Amalgamat.ion, Takeover and Separation sha1I be

to provi-sions set forthdecided by

r-n Artt_c-Le 26

the GMS pursuant

paragraph 6 hereof

2. Further provisions regardrng Merger, Amargamation,

Takeover and separalion shalr i:e those referred to

in any laws and regulations, pa.ticurariy laws and

regulations in the fleld of Caprtal Market

DISSOLUTION/ LIQUIDATION A}ID EXPTRiB,TTON OE' LEGAL ENTTEY S?ATUS

---ARTTCLE 31_*__-*

1. Dissofution of the Company may be rmplemented by

vi rtue o f the re s olutions o f the GMS r.ri-th provi s ions

set forth in Article 2G paragraph 6 hereof.



2 rf the company is dissoived by vi::tue of the resoiutions

of the GMS or deciared dissoivent under court judgment,

then liquidation shalt i:e ccndr:cted by iiquidator.--------

Liquidator shall be responsible to Gl,{S or court by

which it is appointed for the purpose of Company

liquidation. ----

Liquidator must notify Minister ln charqe thereof

and announce the final results of riquidation process

in newspaper after GMS has granteC discharge and

acquittal to Liquidator or aft--6a Court which appoints

the liquidator have accepted accounrability

Provisions on dissolution, iiquidation and expiration

of legal entity status of rhe Company sharl r:efer to

l-aws and regulation,

field of Capital Market.

particularly provi-sions 1n the

-__--DOMICILE OF SIIAREIIOLDERS-

----ARrrcLE 32-*

Fo:: any

Companv,

address

matters regarding Shareholders related to the

the Shareholders sha1l be deemed to resi-de in

recorded in the Regi-ster of shareholders referred

t'o in Article t hereof

*cLosrNG PROVTSTONS* * **- * -

----ARrrcrE 33*-

*Anyt.hing not. set f orth or not suf f iciently set

these Articles of Association shall fol1ow

3

4

5

l,iability Company Law, Capital Market regu



other laws and requlations and I or shall be decided in
t,he GMS in due observance of lar*s and regulations.

-Finally, the appearing persoR by aeting as mentioned

I{e hereby empowers Mister BARA INDEA ARDTYASHA, Bact:elor

of Law (whose identity will be described helow) and

either collectively or individually with substitution

to submlt. application for approval of, andright.s,

notif icati-on orr, amendment to the Articles of Associatj-on

of thre company as included in this deed to the Minister

of the Republic of rndonesia and register thre same in

t-he Register cf ccmpanies pursuant tc any Iav.,s anc

regrulations applicable therefcr, sui:mit peticion, siqn

petition, deed and any other documents, choose domiciJ-e,

announce the same in the stale Gazetle of the F,epublic

of rndonesia. and subsequen-uiy do anything required without

any exception, pursuant to the provisions of any laws

and regurations applicable in the Republic of rndonesia. *-----

- This Deed is completed at c9.45 I,^'lrB {forty- f ive mj.nules

pasi nine, Western Indonesia Time).----
*From any matters described above

-__IN WITNESS I{HEREOF_

-This deed is made anci executed in Jakarta

taking

Office

on day, date,

placeand hour f irst wri-tten above, by

Notary Public Office, Representat-rve 4t

Merdeka Tlmur 15 Central Jakarta, in the presence



Mister BARA INDRA ARDIYASHA, Bachelor of Law, born in

Jakarta, oo 2-8-198L {the second day of August one

thousand nine hundred and eighty one), an Indonesian

Citizen, residing in Jaka-rLa, Block !'-:ku, Neighborhood

Unit of (Rrrkun Tetangga) C07, Community Unit of (Rukun

Warga) 010, Vilagge of Cibubur, Sub-district of Ciracas,

E": qJ- .ra 1r: 11-: , -r_hg hOldgf .:f ReS rd*r::: j 
= I irJont i t rr Card: 

-;- 
*u=-i *r eJ

number 31734442088100i2; ani-*-

Madam DIAN INDIRA/ Bacheior of Law, born in Makassar,

on L8-i2-199 3 (the eighteenr_h clay of December cne

ihousand nine hundred and ninei-v 'uhree ) , an Indonesian

e itizen, residinq in Bogror, Amara Ga::Cen Block C4,

Jalan Ciiiwung, Neighborhcod Uni-r- of (R.ukun Tetangqa)

fin? r-^--..n-i +tf ITn..i + ^F ,D,,1.,.r rr'r--^-, nnt \7-i t-^^^ ^EvuJ/ vvrllrltLlllJLJ UIIrL u! \I\Ul'rLrrr !ia_9C tJ-1 VIIdgUe UI

Ponclok R.e j eg, Sub-ciisr-rict r-rf Ci-binong, Lhe holder

of Residential identrty Card numbei. ,131ii i58 i2930003;

temporarily beinq in ,fakarta

-both are the employees cf Norary Public Office, &s

".1 + ^wl t-LrE)JC-> .

-After T. 1-he Nlnlarrz

appearing person

vsitnesses and the Notary

specimen Of

ci I i- IXCU. LO a

Public immediately

the right thumbprint,

Public, harre read out this deed

and wJ-tnesses, then the appearingto the

h6fcAh
FL! Jvrr / I,

sign the same, whereas the

cf. the appearing person ..-t^>c|Jd r d. LE

at.tached to the minutes of this deed

*Executed with cne eieletion, without replacemerrt



-Minut.es of tt:is deed have been properly siqned.

-ISSUED AS A COPY OF THE SAME WORDING

Notary Publlc 1n South Jakarta Administrative City

13rh FEB 2026

fstanpedr s€€f€d and signed]

ASEOYA RjATAM, SH, MKn"

a Swom 'franslator in the Republic of of rhe
\{inister cf Law and Human Rights of the Reputrlic of lndonesia Nc. of 2024 and based on
prevailing laws and regulations in the Repubiic of lndonesia,

I. FIKRI

and certifu, in accordance with my oath
source document presented to me.ofcrffice, that the documenr is a tiue, faithtul, and compiete ofthe

FIKRI SAID OBED, S.S.



r

Ft
,tJ

Ashoya Ratam, SH, MKn

NOTARY PUBI,IC & I;AI.ID DEED OFI'ICER

IN

SOUTH TAI(ARTA ADMINISTRAEI\IE CITY

Jalan Suryo Nr:mber 54 Kabayoran Baru South Jaka=ta 12180

Phone: (021) 2923 6060, Fax: (021, 2923 60?0

Email : notarisGashoyarat:m. com

STATEMENT OF RESOLUTTONS

EXTRAORDINARY GENERAL MBETING OF SHAREHOLDERS

.IPT TIMAH ThK"

Date : 14th Januarv 2A26

Number z 7'7

copy ;



STATEMENT OT RESOLUTIONS

EXIRAORDINARY GENERAI" MEETING OF STIAREHOLDERS

*PT TIIIAS TbK"

Number: l-7

-On this duy, Wednesday, L4'7-2026 (the fourteenth day

of January two 1-housand twenty*six) .

-At 09.46 WIB (forty-six minutes past nine, Western

Indonesia Time) .

-Appeared before rTr€, ASHOYA RATAM, Bachelor of Law, Master

of Notarial Law, Notary Public in South Jakart.a

Administrative City, in the presence of witnesses known

to ffie, the Notary Public, and to be mentj-oned at the

encl of this deed:--*----

Mister RESTU ITIDIYAI{TORO/ born in Salatiqa, ofl 2A-5-1965

(the twentieth day of May one thousand nine hundred

and sixty five), an Indonesian Citizen, the President

Director of PT TIMAH Tbk, residing in Sleman, Karangimojo,

Neighborhood Unit of (Rukun Tetangga) 006, Community

Unit of (Rukun Warga) 003, Vilagge of Purwomartani,

Sub-district of KaIasan, Sleman Regency, the holder

of Residential Identity Card number 341L032A0565C005,

the phot.ocopy of which is attached. to the minutes

of this deed, temporarily beinE in Jakarta;-------

-according to his statement, in this case, acting

in hris capacity as mentioned above

the powers of the General Meeting of



of PT TIMAH Tbk to be mentioned below, and

thereby representing the Board of Directors of,

and therefore acting for and on behalf of, and

iegatly representing "PT TfldAH fbk- t a limited

liability company incorporated pursuant to and

under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled

and having its head office in pangkalpinang

Municipality, having its address at Jalan Jenderal

Sudj-rman number 5L, Opas Indah, Taman Sari, lhe

Articles of Association of which have been amended

ent.irely in order to ad;ust with the Law number

40 of 20A1 (two thousanC seven) regarding Limited

tiability Company (hereinafr-er referred to as

"IrUPf"), as published in the Siate Gazette of

Republic of fndonesia dated 13-3-ZAA9 (the thirteenth

day of March two thousand nine) under number

2L, Supplement number 1 468 / 2Aa9; the aforesaid

Articles of Associ-ation of the limited liability

company have been re-amended as included /

announced in: -------

the State Gazette of the Republic of Indonesia

dated 21-9-2011 (the twenty seventh day of

September two thousand eleven) under number

77 Supplement number 2935L/201,L;

Deed dated 26-6-2014 (the twenty s

June two thousand fourteen) under



which notifieation on amendment to the Articles

of Association has been received and recorded

by the Minister of Laws and Human Rights

of the Republic of Indonesia as evid.enced

from the letter dated 26-6-2At4 (the twenty

sixth day of June two thousand fourteen)

under nurnberAHLl-03 464 .40 .21 .20L4;

Deed dated 25-B-20L4 (tfre twenty sixth clay

of August two thousand fourteen) under numl:er

3i, which notification on the merger of the

Company has been received and recorded by

thre Minister of Laws and Human Rights of

the RepubJ-ic of Indonesi_a as evidenced f rom

the letter dated 26-8-20L4 (tf,e twenty sixth

day of Auqust two thousand fourteen) under

number AHU-00006 .40 .43.20LA and notification

on amenCment to the Articles of Association

lhereof has been received and recorded by

the Minister of Laws and Human Rights of

the Republic of Jndonesra as evidenced from

the ietter dated 25*B*2QL4 (the twerity sixth

day of August two thousand fourteen) under number

AHU-0012 4 .4A.47.20L4; -*--

Deed dated 27*5-ZAl.5 (the twenry

of May two thousand fifteen)

AH

47 , wl:iclr has obtained approva

seventh day
SAID



Minieter of Laws and Human Rights of the

Republic of Indonesia by virtue of the Decree

dated 28-5-2015 (the twenty eighth day of May

two thousand fifteen) under number AI{U*

0936015 "AH. 01. 02 " Tahun 2015 and notificati-on

on amendment to the Articles of Association

thereof has been recei-red and recorded bv

t"he Minister of Laws and Human Rights of

the B.epublic of Indonesia as evid"enced f rom

the letter elaLed 2B-;c-2015 (tlie twenty eiqhth

dav of May two thoL-rsai:d fifieen) under number

AHU-AH. 01 . 03-0935 42L ; -

Deed dar-ed 26-73-2Cil {the twenty sixt_h day

of October two thousand seventeen) under

number 4J, which has obtained approval from

the Minisler of Laws and Human Righis of

the Republic of Indonesia

Decree dated 1*Li-ZALl

virtue of the

seventh day

under number

not.if ication

Association

recorCeC

by

(the

of November twc thousanC seventeen)

AHU-0023191.AH. 01. 02.TAHUN 2A77 and

on amendment to the Ar1_icles of

thereof has been ::eceived and l.rrrvJ

ofthe Minister

the Republicof

of Laws and

Indonesia as

Human Rights

evidenced
SAIDthe letter dated 7-11-2017 (the

fr



of November two thousand seventeen) under number

AHU-AH. 01 . 03-0188 4 15; -----

Deed dat.ed 29-7L-2077 (the twenty ninth day

of November two thousand seventeen) under

number J6, which has obtained approval from

the Minister of Laws and Human Rights of

the Republic of fndonesia by virtue of the

Decree dated 12-72-2A!"7 (the twelfth day

of Decernicer two thousand seventeen) under number

AHU-0026066.AH. 01. 02 . TAHUN 20L7

Deed dated 72-1-2AlB (the twelfth day of July

two thousand eighteen) under number Ll,

which noti f ication on amendment to t-he

Articles of Association has been received

and recorded by the Minister of Laws and

Human Rights of the Republic of Indonesia

as evidenced fromthe letter dated L3-1*20L8

(the thirteenth day of July two thousand

eighteen) under number AHU-AH. 01. 03-0221152; *---*

-the entire minutes of deed as mentioned above

are made before FATHIAH HELMI, Bachelor of Law,

Notary Public in Jakartai---**----:*-*--

- Deed dated L-l-2020 (the first day of July

under number 7,two thousand twenty)

has obtained approval from the
snto

Laws and Human Rights of the

which



Indonesia by virtue of the Decree dated

3-7-202A (the third da1. of July lwo thousand

twenty) under number AHU-0045199.AI{. 01. 02 . TAHUN

2AZA; -----*-

Deed dated 28-4-2A21 (rhe twenty eighth day

of April two thousand lwenty-one) under number

40 which notification on amendment to the

Articles of Asscciation has been ,receir,'ed

and recorded by the MrnisLe.r of Laws and

Human Rights of the Repubiic of Indonesia

as erridenced frcm the letter dated 1-5*2AZl

(thre seventh day of May two thousand twenty

one) urider num,ber AHU-AH. 01 . 03-02 98557 ; ---------*

Deed dated 3-6-2A22 r the third day of June

tr^ro thousand tvrenty two ) r,inder number 13,

r.rhich has obtained approval f rom the Minister

cf Laws and Human Rights of the Republic

of Indonesi-a by virtue of the Decree dated

6-6-2A22 (the sixth day of June two thousand

lwenllz lwo) rrncler number AHU-

0037801.AH.01.02.TAHUN 2022 and notificaLion

on amendmenL to the Artieles of Assoeiation

thereof has been received and recorded by

the Minister of Laws and Human Rights of

the Repuhlic of Indonesia as evi

the letter dated 6-6-2422 (the



June two thousand tr+enty two) under number

a1{r1-ar-{ n'l n?-0?4EREE:

-thre three mi-nutes of deed last mentioned are

made before RINI YULIAIJTI, Bachelor of l,aw,

Notary Public in East Jakarta City;-----*-

-the last composition of. tire members of the Board

of Directors ar:d the Boarei of Commissioners

of the aforesaid Limited LrabiIity Company is

includ.ed in deeo dated i7-i2-2A25 (lhe seventeenth

day of December two thousand twenty-five)

under nurnber 64 which i:he minutes of deed are

macie before ffie, :he lic--a:,'!uc-,c:-

(hereinafter the aforesaici PT TI!.rAg Tbk shaii be

slmply abbrevlated to "the Company")

-The appearing person is known to me, the Notary Publi-c.

-The appearing person, by acting as mentioned above,

first declares as follows: -------
*tl-iat on Wednesday, L1 *!2*2425 (the seventeenth day of

December two thousand twenty-five), taking place at

Flores Ballroom Hotel Borobudur Jakart.a, Lobby F1oor,

Jalan Lapangan Banteng Selatan number. 1, Central Jakarta

1071-0 was helC an Extraordinary General Meting of

Shareholders of the Company (hereinafter a}:breviated to

"the Meeting") ,'

-that Notification, Announcement and S

SAID

Meeting have heen made pursuant to the



Article 23 of the Articles of Association of the Company

and Article 13, Art.icle t4 and Article 11 of POJK L5/2020,

as follows: -------

Notifieatj.on on plan to hold a Meeting to the

Financial Service Authority through the Company

letter dated 3-Ll-2025 (the third day of November

two thousand twenty-five) under number 04BB/Tbk/PTH-

0000 /25-59.3.1 in the matter of Notification on Plan

to Hold an Ext,raordinary General Meeting of Shareholders

(*EGMS'f ) of PT "TIMAH Tbk ( "the Company" ) of 2025

(two thousand twenty-five) .

Announcement tc shareholders with respecl-- to the

intention of making of CaIl for a Meeting, has

been implemented by uploading to the website of PT

Kustodian Sentral Efek Indonesia (hereinafter referred

to as "KSEI"), the website of Bursa Efek Indonesia

(BEI) / tndonesian Stock Exchange (hereinafter referred

to as "BEI") and the Company website on 10-17-2C25

ithe tenth day of November two thousand twenly five).------

Summons to shareholders to attend a Meeting has

been published by uploading to the website of BEI,

the Company website and the website of KSEI on 25-L7*2025

(the twenty fifth day of November two thousand twenty-

five).

-that at the General Meeting of Shareholders

/ or represented by those being present



electronically through the

System of KSEI (herelnafter

5,933,525,962 (five bitlion

three mitlion five hundred

nine hundred and sixty two)

Dwiwarna share or at 19.61*

Electronic General- Meeti-ng

ca 1 led '"eASY . KSEI " ) ent i re ly

nine hundred and thirty

(seventy nine point

seven percent) of total valid voting

by the Company until the Meeting, namely

(seven billion four hundred and forty

shares

and twenty five

shares including

thousand

Series-A

sixty

r s sued

'/ ,447 ,'753,454

seven mill-ion

seven hundred and fifly three thousand four hundred and

fifty four) shares comprised of:-

1 (one) Series-A Dwiwarna share; and---
'l , 44-/ , 

-7 53 , 45 3 (seven billion f our hundred and f orty

seven milfion seven hundred anc fifty three thousand

four hundred and fifty three)

-in view of the Register of

Series*B shares.

Company Shareholders as of

24*ll-2A25 (the twenry fourth

t.housand twenty-f ive) , until 15.00

Western Indonesia

47 paragraph (1)

POJK 75/2020 in

(1) a), Article

paragraph (5) a)

day of November two

WfB (sixteen zexo-zerol

Time), then quorum required in Article

a), Article 42 a) and Article 45 of

conjunction with Article 25 paragraph

25 paragraph (4) a) and Article 25

of the Articles of Associati-on of the

Company has been fulfilled.------

*that the Meeting is held with Agendar &s follow

Approval for Change of the Company



-that the Meeting has

the Board of Directors

empowered with substit"ution rights

of the Company to state any decisions

in the form of Notari al Deed and appearat the Meeting

before Notary

adjustment or

authority for

Public or

improvement

t-ira r\rirnn c6earv P*!lrvrv

appropriate offieial and make

needed if required by the

of fulfillment of the contents

of the Nleeting resoiut.ions.----

-that the above matters are rncluded in the Deed of

the Minutes of the Extraorciinary General Meeting of

Shareholders of "PT TIMAH Tb,k", dateci L1-L2-2025 (Lhe

seventeenth day of December two thousand twenty*five)

under number 63, the minutes of which are prepared by

ffie, the Notary Public (hereinafter simply abbreviated to

"the Minutes of Meeti[9",,'

-Now, therefore the appearing person Mister RESTU WIDIYANTORO

by acting in hrs capacity as mentioned above hereby

restates any decisj-ons made in the Thlrd Agenda of the

Meeting, as foiiows: ----

In the Third Agenda of the Meeting:-------

"The Meting by the majoritl, votes of 5,827.585r587

(five biLlion eight hundred and trenty seven miLJ.ion

five hundred and eighty five thousand five hundred and

eighty seven) shares or at 98.21t (nineLy eight point

trenty one percent) of totaL votes cast at the
BAID

1. To confirm the honorabLe discharge ofi---



Mister AI{DI SETO GADEISIA ASAPA, born in Makassar,

on 20-L1-1983 (the twentieth day of November

one thousand nine hundred and eighty three),

an Tndonesian Citizen, Entrepreneur,

Makassar, Jalan Nikel II number 13,

residing in

Neighborhood

Unit. of (Rukun

of (Rukun Warqa)

Sub-district of

Tetangga) 001, Community Unit

001, Village of Balla Parangi,

Rappocini, Makassar City, the

holder of Residentlal ldentity Card number

36'7 40 12 0 1 18 30002 ; -------
as the Director of Huraan Resources of the Company

appointed by virtue of the Resolutions of the

Extraordinary General Meeting of Shareholders of

2025 (two thousand twenty-five) dated 2-5-2025

(the second day of May two thousand twenty-five),

as of L7-L:..-2025 (the seventeenth day of November

tso thousand twenty five) with the expression of

ttranks for eontribution of energry and thought lre

gives during his term of office as the Company

Management member.

To appoint Madam RATIII MAYASARI (whose identity

will be described below) as the Director of Hr.rman

Resources of the Company

3. Term of office of the member of the

Directors appointed as referred to

2

(two) above, shall be maximalJ.y until



of the 5th (fifth) Annua1 General Meeting of

SharehoLders as of the approval of the ResoLutions,

in due observance of the laws and regulations in

the field of capital Market and without prejudice

to the rights of the General Meeting of shareholders

to discharge her anytime.

4. For the menber of the Board of Directors appointed

as refeffied to in point 2 (two) above still holding

any other position prohibited by the Laws and

regulations for double position, in this case, ES

the Director of the subsidiary of state-ormed

Enterprise, then the Person concerned shall be

obliged to resign or discharged from the positisn.

E. Upon the confirmation of discharge, and appointment

of the members of the Board of Directors of the

Company as referred to in point 1 (one) and Point 2

(two) above, the composition of the Company Management

Board shaI1 be as fo].].ows:-------

BOARD OF DIRECTORS: --_-_*-

President the aforesaid Mister RTSTU

Director IIIDTYA$IIORO

Vice President

Director

Mister IIARRY BUDI SIDIIARTA, born

in Denpasar, oil 21-72-191 7 (the

twenty seventh day

one thousand nine

of



Director of

Finance and Risk

Management

seventy seven), an Indonesian

Citizen, Employee of State-Owned

Enterprise, residing in Tangerang.

Atthia Park V Block A.3 number

11 Neighborhood Unj-t of (Rukun

Tetangga) 005, Community Unit of

(Rukun Warga) 007, Village of

Perigi Baru, Sub-district of Pondok

Aren, Tangerang Selatan City,

the holder of Residential Identity

Card number 36'7 4032'71"277 0006; -------

Madam FfNA ELIAI{I, born in Mentok,

on 10-9-l9BZ (the tenth day of

September one thousand nine hundred

and eighty two), an lndonesia

Citizen, Employee of State-Owned

Enterprise, residing in

Pangkalpinang, Jalan Stania number

F14 A Komplek Timah Buklt Baru,

Neighborhood Unit of (Rukun

Tetangga) 003,

(Rukun Warga)

Taman Bunga,

Gerunggang,

the holder of

Cornrnunity Unit of

90f, Village of

Sub-district of

Pangkalpi

Resi



Director

Operation

Director

Bus ines s

Development

of

of

Card number 1971055009820002;

Mister HAIIDY GENIARDI, born in

Jakarta, on L2*6*7964 (the twelfth

day of June one thousand nine

hundred and sixty four), an

Indonesian Citizen, Indonesian

National Army (TNI), residing

in Cimahi, Jalan Kalidam number

G.41, Neighborhood Unit of (Rukun

Tetangga) 001, Community Unit

of (RukLrn Warga) 011, Village

of Karangmekar, Sub-district of

Cimahi Tengah, Cimahi City, the

holder of Residential Identity Card

number 317505L2A6640013 ;

Mister SUHENDRA RATUPRjAWIRjAI{EGARjA,

born in Kotabumi r oo 2L-l*L9'7 3

(the twenty first day of January

one thousand nine hundred and

seventy three), an Indonesian

Citizen, Entrepreneur, residing

'i .^ r-r-^*&^ Eramas 2000 Blockrlr uoLar La,

A.9123, Neighborhood Unit of

(Rukun Tetangga)

Unit of (Rukun Warg

002,



Director UL

Human R.esources

n-.1 -^^+^eUALCL LUL of

Product,ion and

Commerce

of PuIo Gebang, Sub-district of

Cakung, East Jakarta City, the

holder of Residential fdentity

Card number 3175 A72701?30008 ; ------*

Madam RjA.TIH MAY&SARI, born in

Palembang, on 15-5-LgB2 (the

fifteenth day of May one thousand

nine hundred and eighty two),

an Indonesian Citizen, private

Employee, r€siding in Jakarta,

Komplek DKI STR Jaya I Block

ClL5, Neighborhood Unit of (Rukun

T€+uanged ) 1!6 , Conununity Unit

ef (F.ukun Warga) 003, ViLlage

of Sunter Jaya, Sub*district af

Tanjung Priok, North Jakarta, the

holder of Residential Identity

Carci number 377 20255058241L7 ; -------

Mist.er ILTIAMSYAH MAHENDRA, born

in .Takarta, ofl 26-3-1988 (the

twenty sixth day of March one

t.housand nine hundred and eighty

erght), an Indonesian Citizen,

Private Employee, r€

Tangerang, Bukit Cir



Neighborhood

Tetangga) 003,

(Rukun Warga)

Pondok Cabe

of Pamulang,

Unit of (Rukun

Community Unit of

008, Village of

I1ir, Sub-district

fndependent

Commissi-oner

Tangerangi Selat.an

City, the holder of Residential

Identity Card number

367 40626038800 L0 ; -----

BOARD OE' COIdMISSIONERS: -----*-

President Mist-er AGUS ROEI'IAN/ born in

Bandun_o, oD 15-8-1963 (the fifteenth

rl rrz af Arrarrc1- Ano ]-harrqanri n i nosq_y *rrYsu

hundred and sixty three) / an

Indonesian Citizen, Retired

Indonesian National Army (TNI),

_-_-ilt---_ i-,r e5l-Lrrllg rlt n dr dwdlig / rel. ulu

Gading Elok I Block I{. 15 number

I/ Neighborhood Unit of (Rukun

Tetangga) 003, Community Unit of

(Rukun Warga) 030, Village of

Karawang Timur, Sub:district of

Karawang Timur, .Karawang Regency,

the holder of Residentiai Identity

Commissioner

also serving as

Card number 321503150863

Independent Mister M EITA

16



Commissioner

Commissioner

Magelang, oo 7L-2-1962 (the eleventh

day of February one thousand nine

hundred and sixty two), an

Indonesian Citizen, Retired

Indonesian National Army (TNI),

residing in Jakarta, Jalan Teluk

Jakarta Block C I number !9,

Neighborhood Unit of (Rukun

Tetangga) 006, CommunJ-ty Unit

of (Rukun Warga) 0l-7, Village

of Duren Sawit, Sub-district of

Duren Sawit, East Jakarta, the

holder of Residential fdentity Card

number 31750711 02620009; -------

Madam Doctor of Engineerinq ENIYA

LISTIAIII DEWI, born in Magelang,

on 74-6*L91 4 (the fourteenth day

of June one thousand nine hundred

seventy four), an Indonesian

Citizen, Civil Servant (PNS),

residing in Bogor, Jalan Palem

Putri II Number 2A Taman Yasmin

V, Neighborhood

Tetangga) 001,

of (Rukun Warga)

Unit of (Rukun



fndependent

Commissioner

Commissioner

Curugmekar, Sub-district of Kota

Bogor

holder

Barat, Bogor Ci-ty. the

of Residential Identity

Card number 321LA454A61 40011; -----*-

Mister YUSLIH I.HZA, born in

Belitung Timur, ofl 29-7-7952 (the

twenty ninth day of January one

thousand nine hundred and fifty

two), an Indonesian Citizen,

Private Employee, residing in Depok

Mahara; a Block 82 Number 3,

Neighborhood Unit of (Rukun

Tetangga ) 001, Communit.y Unit

of (Rukun warga) 015, Kelurahan

Rangkapan Jaya, Sub-distri-ct of

Pancoran Mas/ Depok City, the

holder of Residential Identity

Card number 32'7 6412901520002;

Mister RIUANI USlBtiI, born in

Bangka, oo 28-'l -L963 (the twenty

eighth day of June one thousand

nine hundred aad sixty three),

Retired Employee of

Enterprise, residing

Pesona Depok I1 Bloc

State-Owned

l-n



3, Neighborhood Unit of (Rukun

Tetangga) 001, Community Unit of

(Rukun V{arga) A26 | Village of

Mekarjayar Sub-distrlct of

Sukmajaya, Depok City, the holder

of Residential Identity Card number

327 6052807 630002; -----

-provided that their term of office shall be as follows: ------

-l4embers of the Board of Directors: ------

the aforesaid Madam FINA ELIANi shaii be until the

closing of the Annual General Meeting of Shareholders

(hereinafter referreo to as "GMS") for the fiscal year

2026 (two thousand twenty six) to be held by 2021

(two thousand twenty seven) .------

the aforesaid Mister RESTU WfDIYANTORO, Mister SUHENDRA

RATUPRAWTEGARA, Mister HARRY BUDI SfDHARTA, Mister

HANDY GENIARDI, Madam RATIH MAYASARI and Mister

ILHAMSYAH MARENDRA shall be until the closing of the

Annual GMS for the fiscal year 2A29 (two thousand

twenty nine) to be held by 2030 (two thousand thirty)

*Members of t.he Board of Commissioners

the aforesaid Mister AGUS ROHMAN,. Mister YUSLIH

IHZA, Mister M HITA TUNGGAL, Mister RfZANI USMAN and

Madam Doctor of Engineering ENIYA LISTIANI

be until the closing of the Annual GMS fo

Tl tr'IaT T



year 2029 (two thousand twenty-nine) to be held by

2030

-Finally, the appearing person, by acting as mentioned

abcve, declares that he hereby grants powers to Mj_st.er

BARA INDRA ARDIYASHA, Bachelor of Law (whose identily

will be described below) and

either collectively or individually and with

to t.ransf er the powers to any other

submit application in order to provide

with respect to the change of the Company

the rig'hts

person, to

information

Management

Indonesia,to the Minister of Laws of t-he Republic

and for such needs, submit petition, sign

of

the petition,

deed and any other documents, choose domj-cile and

further do anything

of

required without any exception pursuant

I ^__^iaw Dto the provisions

-This deed is

Western Indonesia

completed at 10.00 WIB (ten zero-zero

*Based on any matters described above.

--IN I'IIINESS WIIEREOF

This deed is made and executed in Jakarta, orr day, date

and hour first written above, taking place outside the

Notary Public office, Representative Office Jalan Medan

Merdeka Timur 15 Central Jakarta, in the presence

Mister BARA fNDRA ARDIYASHA, Bachelor

di Jakarta, or] 2-B-1981 (the second

of: -----



one thousand nine hundred and eiEhty one), an Indonesi.an

Citizen, residing in ,Jakarta, Block Duku, Neighborhood

Unit, of tRukun Tetangga) 007, Community Unit of

(Rukun Warga) 010, Village of Cibubur, Sub-district of

Ci"racas, East, Jakarta, the holder of Residential Identity

Card number 3173040208810012; and---

Madam DIAN ANDIRA, Bachelor of Law, born in Makassar,

on 18-l-2-1993 (the eighteenth day of December one

thousand nine hundred and ninety three), an Indonesian

eiLizen, residing in Bogor, Amara Garden Block e4,

Ja1an Ciliwung, Neighborhood Unit of (Rukun Tetangga)

003, Community Unit of (Rukun Warga) 00L, Vl1lage

of Pondok Rajeg, Sub-district of Cibinong, Bogor

Regency, the holder

number 7371115812930003,

-both are the employees

nf Dac'ir'lanl-ir'l Tr{anri1-rr f.:rr'{!\ua4sv:r u!s! rvurl L! 9J v+!v

temporarily being in Jakarta

of Notary Pub1ic office, AS

-After I, the Notary Public, hrdv€ read cut this deed to

ti:e appearing person and witnesses, then the appearing

person, witnesses and l, the l.lotary Pubiic, immediateJ-y

sign the same, \rrhe reas the speclmen of the appearing

person's right thumbprint aff-rxed to a separate sheet

is attached to the minute of this deed

*Executed without any alteration.--

-Minutes of this deed have been properly signed.

_ISSUED AS A COPY OF THE SAME WORDING

I

r"ri 1-naeeaa



Notary Public in South Jakarta

Administrative City

28th JAN 2026

Istamped, sealed and signed,l

ASHOYA RATAM/ SH., MKn

a

N{inister of Law and Human Rights of the Republic of lndonesia No.
prevailing laws and regulations in the Republic of lndonesia. hereby declare

of and based

acccrdance with my oath

ry
of o{fice, that the dooument is a true, faithl'ul, and cornplele translation to me-

T,IKRI SAID OBED, S"S.

Decree


